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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akanmengubah 

nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri 

yang mengubah apa-apa yang ada pada 

diri mereka” QS. 13-11. 

Jadi berhentilah berpangku tangan, dan berjuanglah 
menggapai mimpi!  
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RINGKASAN 

 

Ria Fitriani, 2018, Inovasi Sistem Keuangan Desa (Sikeudes) dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor 

Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo), Mochamad Chazienul 

Ulum, S.Sos., MPA., Erlita Cahyasari, S.SP., M.AP 

 

Semenjak munculnya UU Desa pada tahun 2014, isu-isu tentang desa 

mendadak menjadi kian seksi untuk didiskusikan di ruang publik. Salah satu isu 

tentang desa yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah terkait 

pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Desa. Regulasi inilah yang menjadi pedoman 

pengelolaan keuangan desa saat ini yang kemudian telah diterjemahkan menjadi 

sebuah inovasi bernama aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus 

penelitian ini yang pertama adalah proses inovasi dalam Siskeudes dan yang 

kedua yaitu penerapanSikeudes dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Desa di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Fokus 

pertama mengacu pada teori yang dikemukakan Herbert A. Shepard dan fokus 

kedua mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa penerapan 

Siskeudes di Kabupaten Ponorogo telah begitu banyak memberikan manfaat 

dalam pengelolaan keuangan desa. Di Desa Sempu sendiri, aplikasi Siskeudes 

terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara 

signifikan dengan didukung oleh keahlian operator yang mumpuni. Bukan hanya 

itu, keberadaan Siskeudes memberikan banyak keuntungan bagi perangkat desa 

karena memiliki aspek efisiensi dan efektifitas yang tinggi.  

Meskipun demikian, kenyataannya masih banyak ditemukan masalah pada 

pengimplementasian aplikasi Siskeudes di Desa Sempu sendiri bahkan Kabupaten 

Ponorogo secara keseluruhan. Permasalahan yang ada mulai dari sikap pemerintah 

desa sendiri, kompetensi SDM perngkat desa yang rendah, dan minimnya 

infrastruktrur jaringan internet menjadi penghambat dalam pelaksanaan Siskeudes 

di lapangan. Problematika ini sudah selayaknya menjadi cambuk bagi pemerintah 

kabupaten dan desa untuk terus mencari cara agar dapat keluar dari permasalahan 

tersebut. 

 

 

 

Kata Kunci: Siskeudes, pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas 
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SUMMARY 

 

 

 

Ria Fitriani, 2018, Innovation of Village Financial System (Siskeudes) in 

Achieving Accountability of Village Finance Management (Study at the 

Office of Sempu Village, Sub-district of Ngebel, Ponorogo Regency), 

Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA., Erlita Cahyasari, S.SP., M.AP 

 

Since the emergence of village regulation in 2014, issues about village 

become more sexy to be discussed in the public sphere. On of the village issue 

that is currently being discussed is related to the management of village finances. 

In order to realize the accountability of village financial management, the 

government has issued a Domestic Ministerial Regulation Number 113 of 2014 on 

Village Financial Management (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa). It is this regulation that guides the current 

management of village finances which has been translated into an innovation 

called village financial system application (Siskeudes). 

This research is descriptive research with qualitative approach. The focus of 

this study is is: first, the proces of innovation in Siskeudes and the second is the 

implementation of Siskeudes in achieving accountability of village financial 

management in the village of Sempu, Ngebel District, Ponorogo Regency. The 

first focus refers to the theory put forward by Herbert A. Shepard and the second 

focus refers to the Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 

Based on the results of the research, the researcher found that the 

implementation of Siskeudes in Ponorogo Regency gives many benefits in order 

to manage village finances. In Sempu Village itself, Siskeudes application proved 

abble to significantly improve accountability of village financial management 

supported by operator skill that is reliable. Not only that, the existence of 

Siskeudes gives many benefits for the village officials because it has high 

efficiency and effectivenes aspect. 

Neverthless, the reality is still found many problems in the implementation of 

Siskeudes apllication in Sempu Village itself even in Ponorogo Regency as a 

whole. Problems ranging from the attitude of the village government itself, the 

low competence of human resources, and the lack of internet network 

infrastructure becomes an obstacle in the implementation of Siskeudes in the field. 

This problematic condition should be a whip for the regency and village 

governments to continue to find the best solution to get out of the problems. 

 

 

 

Keyword: Siskeudes, management of village finances, accountability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

yang selanjutnya disebut UU Desa, sejak saat itu desa menjadi topik yang 

sedemikian seksi dengan ditandai ramainya diskursus seputar desa di dalam 

ruang publik. Ide ini berpangkal pada keyakinan bahwa desa sebagai entitas 

pemerintahan terkecil dan terdepan memiliki potensi untuk maju secara 

mandiri dan otonom. Untuk itu, desa perlu diberi ruang ekspresi untuk 

menangani persoalan-persoalan level desa dalam meningkatkan pelayanan, 

akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari tinjauan historis, 

desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 

pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk (Firdaus, 

2011:1). Sejak otonomi daerah digaungkan, struktur pemerintahan dibagi 

menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.  

Terbitnya UU Desa menjadi penanda lahirnya desa sebagai daerah 

otonom. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara peran dan fungsi 

strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang tidak 

diimbangi dengan kewenangan yang cukup bagi desa untuk dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Hal ini membuat desa 

hanya eksis secara fisik namun jika dilihat dari fungsinya, desa seakan tidak 

ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, lahirnya undang-undang 
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ini memberikan kesempatan yang luas bagi desa untuk mengurus tata 

pemerintahannya sendiri, termasuk pelaksanaan pembangunan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. 

Putriyanti (2012:6) menyebutkan, pelakasanaan otonomi desa memuat 

tiga agenda pokok yang diantaranya ialah kewenangan desa, perencanaan 

pembangunan desa, dan keuangan desa. Kewenangan yang diamanatkan 

kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan alokasi 

Dana Desa telah menggeser paradigma desa sebagai objek pembangunan 

menjadi subjek pembangunan. Semua hal tersebut yang meliputi kewenangan 

desa, tata pemerintahan desa, serta perencanaan dan penganggaran desa 

diarahkan pada pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. 

Keseluruhan hal yang menyangkut kepentingan, tema pembangunan, aset 

lokal, dan semua aktor diikat dalam satu kesatuan yang tidak dapat 

terpisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, desa kini jauh lebih berkembang 

dan telah mejadi basis bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, 

berdemokrasi dan berpembangunan. 

Pelaksanaan UU Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa bagian dari Dana 

Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa 

minimal 10 persensecara proporsional pembagiannya untuk setiap desa. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 

2017, Provinsi Jawa Timur mendapat alokasi dana yang cukup besar yakni 

mencapai lebih dari 9 Triliun Rupiah untuk 7724 desa. Jumlah tersebut terdiri 

dari Dana Desa sebanyak 4,9 Triliun Rupiah, Alokasi Dana Desa sebanyak 



3 
 

3,6 Triliun Rupiah, dan Dana Bagi Hasil PDRD sebanyak 420 Miliar Rupiah. 

Dengan jumlah anggaran yang melimpah tersebut, setiap desa di Provinsi 

Jawa Timur rata-rata memperoleh dana sebanyak lebih dari 1 Miliar Rupiah. 

Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bagi desa untuk menggunakan 

suatu alat maupun mekanisme tertentu yang selain memudahkan pengelolaan 

keuangan desa juga dapat menjaga akuntabilitasnya. 

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa 

lebih dari sekedar normatif namun juga secara praktik. Pengelolaan keuangan 

desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan 

pengawasan telah memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola 

keuangannya sendiri secara otonom. Dengan adanya Alokasi Dana Desa 

(ADD), selayaknya membuat desa semakin terbuka dan responsif terhadap 

pencatatan akuntansi dan manajemen keuangannya. Harapannya, desa mampu 

mengelola keuangan dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, dan 

partisipatif yang didasarkan pada tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal 

pendapatan maupun pembelanjaan anggaran. 

Dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi 

keuangan desa, diperlukan adanya suatu standar pelaporan keuangan desa 

yang relevan dan akuntabel. Dari sudut pandang Kementerian Dalam Negeri, 

ditetapkannya Permendagri Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 

Aset Desa mewajibkan desa untuk menyampaikan laporan berupa Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca untuk dapat dievaluasi oleh 
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kabupaten/kota. Jika dilihat dari sifatnya, transaksi bisnis pemerintah desa 

(pendapatan dan belanja) bersifat independen, dimana desa berkedudukan 

sebagai entitas pelaporan yang terpisah dari entitas kabupaten/kota. Hal ini 

berkaitan dengan kedudukan desa dari perspektif perundang-undangan, yaitu 

sebagai pemerintahan tersendiri yang bahkan proses penganggarannya pun 

dilaksanakan oleh badan tersendiri sehingga terpisah dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dimana desa tersebut berada.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengelolaan keuangan desa 

didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya 

bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan 

Desa saja, namun juga bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat 

desa dan atasan kepala desa. Senada dengan hal tersebut, Yuliansyah dan 

Rusmianto (2016:47) mengatakan bahwa dokumen publik tentang 

pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta 

tidak mendiskriminasi satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan 

keuangan desa.  Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa diharapkan 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya serta membawa 

dampak positif bagi masyarakat desa. 

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan kecepatan 

penyelesaian laporan keuangan (aspek efisiensi), pengelolaan keuangan desa 

dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang 

terintegrasi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta membantu pemerintah 

desa dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan 
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tepat waktu. Untuk itu, di tengah kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi 

(IPTEK) yang semakin pesat saat ini, organisasi publik dituntut untuk dapat 

menciptakan sebuah inovasi untuk dapat meningkakan kualitas kinerjanya. 

Menurut Noor (2013:3), inovasi merupakan bagian integral dari suatu 

organisasi. Keberadaannya dianggap bukan hanya menjadi mesin penggerak 

keberlangsungan organisasi dalam wujud kemapanan dalam bersaing dengan 

organiasai lain, namun juga menjadi trigger bagi kreativitas di antara anggota 

organisasi.  

Salah satu landasan yang digunakan dalam implementasi inovasi di 

daerah guna menumbuhkembangkan produktivitas dan daya saing nasional 

maupun daerah ialah Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 

36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Dalam rangka 

peningkatan daya saing dan kapasitas inovatif, pemerintah memerlukan 

agenda strategis yang dilaksanakan dengan komitmen yang kuat. Membangun 

daya saing daerah merupakan sebuah strategi potensial yang dapat diterapkan 

di provinsi/kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.  

Mengingat akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa 

menjadi hal yang sangat krusial, maka proses penyusunan laporan keuangan 

desa pun harus dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati sehingga dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Di sinilah inovasi 

dapat memainkan perannya dalam membantu pemerintah desa untuk 

mempermudah penyusunan laporan pengelolaan keuangan desa. Untuk 

mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan 

akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran yang mana merupakan sebuah 
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keniscayaan spirit kekinian pengelolaan keuangan publik, perlu adanya 

dorongan adopsi Teknologi Informasi (TI) ke dalam pengelolaan keuangan 

desa. Pengadopsian TI tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 serta mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan 

merupakan dorongan dari Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina 

Pemdes. Wujud dari adopsi TI ke dalam pengelolaan keuangan desa ini 

adalah lahirnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dengan Siskeudes, maka 

pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dalam satu aplikasi sederhana 

namun mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan desa. 

Penggunaan aplikasi Siskeudes ini dipandang sebagai jawaban atas 

permasalahan yang selama ini sering terjadi di ranah pengelolaan keuangan 

desa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2016 mengatakan 

bahwa terdapat empat belas potensi permasalahan dalam pengelolaan 

keuangan desa yang terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata 

laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Salah satu 

permasalahan di bidang pelaksanaan yaitu kerangka waktu siklus pengeloaan 

anggaran desa yang sulit dipatuhi pemerintah desa, belum tersedianya aturan 

harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun 

APBDesa, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan 

pertanggung jawaban APBDesa serta laporan pertanggung jawaban yang 

dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. 

Terlebih lagi, jika dilihat dari catatan Pimpinan KPK Alexander 

Marwata yang dikutip dari Warta Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) tahun 2017, terdapat 300 laporan penyelewengan 

Dana Desa yang masuk ke KPK. Selain itu, masih banyak temuan Badan 



7 
 

Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa lemahnya administrasi, penyimpangan 

proses pengadaan barang/jasa, dan permasalahan terkait belanja persediaan. 

Lebih lanjut, data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan 

bahwa sepanjang tahun 2016 kasus korupsi di desa berada pada lima besar 

jumlah kasus korupsi terbanyak berdasarkan lembaga dengan 62 kasus dan 

kerugian mencapai ± Rp.18 miliar. Permasalahan tersebut menjadi dasar yang 

kuat untuk diterapkannya suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih 

efektif yakni Siskeudes guna meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh 

oknum yang tidak bertanggungjawab dan merugikan kepentingan masyarakat 

desa. 

Menurut data dari BPKP, hingga saat ini tingkat implementasi 

Siskeudes mencapai 33,17% atau 24.863 dari 74.954 desa di Indonesia, dan 

diharapkan pada tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi 

tersebut. Salah satu daerah yang saat ini telah menerapkan aplikasi Siskeudes 

dalam pengelolaan keuangan desa ialah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan 

data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2017, jumlah 

Dana Desa untuk 281 desa di wilayah Kabupaten Ponorogo sendirimencapai 

lebih dari 202 Miliar Rupiah dengan rata-rata perolehan Dana Desa sebanyak 

720,442 juta Rupiah per desa. Dengan adanya dana tersebut, sumber dana 

untuk menunjang program-program pembangunan desa cukup besar dan 

membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing desa. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi Bupati 

Ponorogo memutuskan untuk mengimplementasikan aplikasi Siskeudes di 

daerahnya. 
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Ipong Muchlissoni selaku Bupati Ponorogo (dikutip dari Warta 

Pengawasan BPKP Nomor 2/Tahun 2017) menuturkan bahwa penggunaan 

aplikasi Siskeudes di daerahnya dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan 

yaitu banyaknya dana yang masuk ke desa, namun sumber daya yang dapat 

mengelola keuangan desa tersebut masih minim. Atas dasar tersebut, 

pemerintah Kabupaten Ponorogo terdorong untuk mengadopsi aplikasi 

Siskeudes yang dinilai dapat mempermudah sumber daya yang ada di desa 

untuk mengelola keuangan desa khususnya dalam mengelola 

pengadministrasian Dana Desa.  

Masih dalam sumber yang sama, ditemukan adanya perbedaan kondisi 

pra dan pasca diterapkannya aplikasi Siskeudes di Kabupaten Ponorogo. 

Sebelum adanya Siskeudes, permasalahan yang sering terjadi adalah terkait 

pelaporan penggunaan dana desa. Berdasarkan keterangan Ipong, banyak 

kepala desa, bendahara, dan aparat desa lainnya yang hanya bisa 

membelanjakan dana, namun tidak dapat melaporkannya dengan benar. 

Kondisi tersebut kontra dengan kondisi pasca diterapkannya aplikasi 

Siskeudes. Peran dari Aplikasi Siskeudes tersebut bersifat menyeluruh, yaitu 

mulai dari penerimaan, pembelanjaan hingga pelaporan penggunaan dana 

desa. Jadi, menurutnya aplikasi Siskeudes ini memiliki peran yang sangat 

urgen, karena dapat membantu proses pengadministrasian keuangan desa. 

Hal lain yang mendorong Bupati Ponorogo lebih memilih aplikasi 

Siskeudes dibandingkan dengan aplikasi sejenisnya, yang pertama karena 

aplikasi Siskeudes tanpa biaya alias gratis. Biaya pelatihan pun dinilai sangat 

murah. Kedua, narasumber sangat kompeten dalam pengelolaan keuangan 

dan dapat mendampingi ketika ada masalah. Pendampingan yang dilakukan 
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oleh BPKP ini dirasakan memberikan kemudahan dalam pengaplikasian 

Siskeudes. Hal ini didukung dengan mudahnya komunikasi melalui telepon, 

sms, maupun whatsapp. Keunggulan lain aplikasi Siskeudes, menurutnya 

selain memiliki banyak kemudahan dan menu-menunya juga sederhana, hasil 

pelaporannyapun sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut Siskeudes mempermudah dalam 

melakukan verifikasi penyusunan APBDesa, mudah dalam pengumpulan data 

baik anggaran dan realisasinya, hasil pertanggungjawaban desa lebih akurat 

dengan biaya yang efisien 

Salah satu desa di Kabupaten Ponorogo yang telah menerapkan aplikasi 

Siskeudes ialah Desa Sempu yang terletak di wilayah Kecamatan Ngebel. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini sebab menurut 

penuturan dari Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto, sebelum adanya 

Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menemui berbagai masalah. 

Permasalahan tersebut di antaranya, proses penatausahaan keuangan desa 

yang memakan waktu lama karena menggunakan mekanisme manual 

sehingga kurang efisien. Selain itu, dari aspek akuntabilitasnya, kesulitan 

dalam hal monitoring pengelolaan keuangan desa juga menjadi penghambat. 

Monitoring disini sendiri dilakukan oleh pihak internal (dari pemerintah desa 

sendiri) dan eksternal (kecamatan dan kabupaten). Di sisi lain juga sering kali 

terjadi kesalahan pencatatan keuangan desa karena faktor ketidaksengajaan 

perangkat desa sehingga laporan keuangan desa ke kabupaten sering 

dikembalikan untuk dibenahi kembali. Laporan keuangan desa yang 

seringkali terdapat kesalahan di dalamnya ini menunjukkan adanya kendala 



10 
 

dalam proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga perlu 

ditingkatkan. 

Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa 

Sempu terkait penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan 

desa. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Inovasi Sistem 

Kuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kantor Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses inovasi dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)? 

2. Bagaimana tahapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam 

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses inovasi dalam Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes). 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tahapan Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam 

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dapat memberikan 

pemahaman dan pengembangan teori untuk penelitian dengan topik 

yang relevan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam 

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dapat memberikan masukan 

kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mampu 

menyelenggarakan pemerintahaannya secara lebih baik lagi guna 

kemajuan desanya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Proposal skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 

tigabab, dimana bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan satu sama 

lain. Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka sistematika 

penulisannya disusun sebagai berikut: 

 BAB I        : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. Pada bab pertama ini, penulis mencoba 
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menjelaskan dan mengemukakan alasan mengenasi pemilihan 

judul, alasan tersebut mencakup teoritis dan normatif 

empirical problem yang tertuang dalam latar belakang. 

BAB II      : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai beberapa 

kajian teori dan konsep pokok yang digunakan sebagai acuan 

atau pedoman dalam penelitian ini. Penelitian ini 

menggunakan beberapa teori dan konsep pokok yaitu: 

Keuangan Publik, Desa, Akuntabilitas, dan Sistem Keuangan 

Desa (Siskeudes). Teori tersebut digunakan untuk 

menganalisa data yang diperoleh di lapangan baik data 

primer maupun data sekunder. 

BAB III     : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang cara kerja dan teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini 

meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, 

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, dan analisis data. Pada bab tiga ini peneliti 

mencoba menjelaskan bahwa jenis penelitian yang digunakan 

ialah kualitatif deskriptif dilengkapi dengan wawancara dan 

dokumentasi, serta analisis data menurut Creswell. 

BAB IV     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, analisis data, 

dan interpretasi data mengenai Inovasi Sistem Keuangan 
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Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sempu, Kecamatan 

Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang telah peneliti peroleh 

selama riset di lapangan. 

BAB V      : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisi tentang 

kesimpulan yaitu temuan pokok penelitian sesuai dengan 

tujuan penelitian serta saran-saran terkait dengan hasil 

penelitian yang selanjutnya agar dapat berkontribusi bagi 

para akademisi maupun praktisi yang ingin mengetahui atau 

berkeinginan untuk menjadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Inovasi 

1. Pengertian Inovasi 

Istilah inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” 

pengembangan dan/atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, 

keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman yang 

bertujuan untuk menciptakan atau memperbaiki produk atau proses yang 

dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Rosenfeld dalam Sutarno 

(2012:132) mengatakan, inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada 

produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. 

Pengertian inovasi sendiri sangat bervariasi serta berasal dari berbagai sudut 

pandang. 

Menurut Rogers dalam LAN (2007:115) menjelaskan bahwa inovasi 

adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu 

unit adopsi lainnya. Pada dasarnya, sebuah inovasi dapat berupa produk atau 

jasa yang baru, tekonologi proses produk yang baru, sistem struktur dan 

administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sementara itu, 

Yogi dalam LAN (2007:115) berpendapat, inovasi biasanya erat kaitannya 

dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Dengan 

demikian, inti dari inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki 

atau mengubah suatu produk, proses atau jasa. Inovasi organisasi mendorong 

individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan 

pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Semua organisasi bisa 
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berinovasi termasuk untuk organisasi perusahaan, rumah sakit, universitas, 

dan organisasi pemerintahan. 

 

2. Manfaat Inovasi 

Inovasi erat kaitannya dengan teknologi dan informasi, khususnya 

internet yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan transparansi. 

Richard Heeks dalam LAN (2007:98) mengelompokkan manfaat tekonologi 

informasi dan komunikasi dalam dua kelompok, yaitu: 

a. Manfaat pada Tingkat Proses 

1) Menghemat biaya. Inovasi dapat mengurangi biaya transaksi bagi 

masyarakat untuk akses keinformasi pemerintah dan mengirim 

informasi ke pemerintah, mengurangi biayabagi pemerintah untuk 

menyediakan inoformasi. 

2) Menghemat waktu. Inovasi mampu mempercepat proses internal dan 

proses pertukaran datadengan instansi lain. 

3) Mengurangi keterbatasan. Dengan adanya inovasi, informasi dan 

layananpemerintah dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan 

kapanpun. 

4) Keputusan yang lebih baik. Inovasi dapat membantu pimpinan untuk 

mengontrol kinerja stafnya, mengontrol kegiatan, ataupun mengontrol 

kebutuhan. 

b. Manfaat pada Tingkat Pengelolaan 

1) Merubah perilaku aparatur. Keberadaan inovasi mampu mengurangi 

interes pribadi dan meningkatkaninteres rasional atau nasional. 

Misalnya dalam mengurangi tindakan korupsi, mengurangi pemalsuan, 



16 
 

kerja lebih efektif dan efisien dan perlakuan terhadap masyarakat yang 

lebih setara dalam pelayanan publik. 

2) Merubah perilaku masyarakat. Dengan adanya inovasi, partisipasi yang 

lebih besar terhadap proses pemerintahan dan memperluas kesempatan 

pemasok untuk ambil bagian dalam pelayanan pengadaan barang atau 

jasa dapat terwujud. 

3) Pemberdayaan. Inovasi dapat meningkatkan keseimbangan kekuatan 

antar kelompok, melalui kemudahan, akses ke informasi 

kepemerintahan. Pemberdayaan aparatur lebih meningkat melalui 

akses ke informasi yang dibutuhkan mereka dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya, pemberdayaan pemasok melalui akses keinformasi 

tentang pengadaan barang dan jasa dan pemberdayaan manajer 

melaluiakses ke informasi mengenai stafnya dan sumberdaya lainnya. 

Berdasarkan beberapa manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

inovasi memiliki peranan penting untuk mewujudkan suatu perubahan ke arah 

kemajuan. Manfaat inovasi pada tingkat proses menunjukkan perannya dalam 

meningkatkan aspek efisiensi baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga. 

Sementara itu, inovasi dari sisi proses mempunyai manfaat untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. 

 

3. Proses Inovasi 

Pada dasarnya, secara tradisional sektor publik cenderung kurang 

terbiasa dengan konsep inovasi dibandingkan dengan sektor bisnis. Menurut 

definisi yang diungkapkan oleh Mulgan dan Albury (2003: 3) inovasi adalah 

“the creation and implementation of new processes, products, services and 
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methods of delivery which result in significant improvements in the efficiency, 

effectiveness or quality of outcomes”. Dengan demikian, dapat diartikan 

bahwa inovasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif, efisien, dan berkualitas.  

Herbert A Shepard (1967: 470-477) yang dikutip oleh Rahadi dan 

Budi (2014:4) menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan proses dalam 

inovasi organisasional. Ke tiga tahapan tersebut di antaranya ialah penemuan 

ide, adopsi atau penerimaan, dan yang ketiga ialah impelentasi. Adapun 

penjelasan dari masing-masing tahapan akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Penemuan ide. Menurut Shepard, tahap awal dari inovasi ialah dengan 

menemukan ide terlebih dahulu untuk inovasi itu sendiri. Biasanya ide 

tersebut akan muncul ketika terdapat suatu prmasalahan yang 

membutuhkan penyelesaian. Pada tahap pemunculn ide atau idea 

generation ini, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan, antara lain: 

indentifikasi masalah; pengumpulan informasi; interpretasi; dan 

pernyataan sikap organisasi terhadap temuan ide untuk berinovasi. 

b. Adopsi. Proses selanjutnya setelah menemukan ide ialah penerimaan usul 

atau adopsi yang dalam hal ini dimaksudkan untuk menerima saran-saran 

yang berguna untuk mewujudkan inovasi yang lebih baik. Tahapan ini 

juga dapat dipahami sebagai penerimaan organisasi terhadap pilihan 

inovasi yang akan diterapkan. Pada tahapan ini, aktivitas yang dilakukan 

oleh organisasi diantaranya ialah menyampaikan inovasi (sosialisasi) 

kepada pihak lain sebagai pengguna atau objek dalam organisasi yang 

mencakup masyarakat maupun bagian internal organisasi seperti studi 

kelayakan, dan juga adaptasi/modifikasi. 
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c. Implementasi. Setelah mengadopsi masukan-masukan yang diberikan, 

tahap pamungkasnya ialah dengan mengimplementasikan inovasi tersebut. 

Adapun aktivitas yang dilakukan pada tahap ini ialah pengumpulan 

sumber daya, penempatan personel, pelatihan dan pendampingan, serta 

evaluasi dan monitoring. 

 

B. Keuangan Daerah 

1. Definisi Keuangan Daerah 

Definisi keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan 

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Akbar (2002) 

dalam Fattah (2013:1286) mengartikan bahwa keuangan daerah adalah semua 

hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk, di dalamnya segala bentuk 

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam 

kerangaka anggaran dan pendapaatan dan belanja dearah.  

Selaras dengan pendapat tersebut, Halim (2001:19) mendefinisikan 

keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai, 

dengan demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang 

dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh 

negara/daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan 

ketentuan/peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa keuangan daerah ialah hak dan kewajiban daerah dalam 
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rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mana keuangan daerah 

selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan 

diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang 

pengambilan keputusan dalampenetapan arah kebijakan umum, skala prioritas 

dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan 

partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan 

APBD dapat memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antara pemerintah 

daerah dan DPRD, maupun di lingkungan internal pemerintah daerah.  

Dalam pelaksanaan APBD telah diatur mengenai pemberian peran dan 

tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan 

sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan 

piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, 

larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai 

negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta 

akuntansi dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan 

dilakukan dalam rangka menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi, 
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Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, 

pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

b. Neraca 

c. Laporan Arus 

d. Kas Catatan atas 

 

Laporan keuangan yang dimaksud disusun sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai 

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Selanjutnya, dalam rangka menilai ketaatan dan 

kewajaran sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan 

keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004. 

Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran 

berbasis kinerja. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam 

format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan harus betul-betul 

dapat menyajikan informasi yang jelastentang tujuan, sasaran, serta korelasi 

antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan 

hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang 

dianggarkan. Dalam hal ini, penerapan anggaran berbasis kinerja 

mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk 

bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Aspek 

lainnya yang penting adalah keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan 
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penganggaran oleh pemerintah daerah sedemikian rupa, sehingga sinkron 

dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat.  

 

C. Keuangan Desa 

1. Pengertian Desa 

Yuliansyah dan Rusmianto (2016:1) menerangkan bahwa istilah desa 

disebut secara beragam di berbagai wilayah di tanah air seperti: gampong 

(Aceh), kampung (Sunda), nagari (Padang), wanus (Sulawesi Utara), huta 

(Batak), dusun dan marga (Sumatera Selatan), tiuh atau pekon (Lampung), 

lembang (Toraja), banua dan wanua (Kalimantan). Menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia”.  

 

Istilah desa berasal dari kata “swadesi” (bahasa Sansakerta) yang 

berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:  

“Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik 

yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau 

yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda 

dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat 

terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, 

dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada 

prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat 

lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan 

diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat 

berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identias sosial budaya 

lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada 

hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli 
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yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan 

masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah 

dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa 

berdasarkan hak asal usul.” 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdiri sendiri dan memiliki batas-

batas wilayah tertentu, serta memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus 

rumah tangga pemerintahannya sendiri dimana dalam kehidupan 

masyarakatnya erat dengan adat-istiadat dan kearifan lokal yang mengikat. 

Sementara itu, masyarakat desa menurut Nurcholis (2011) dicirikan sebagai 

masyarakat yang bersifat komunal dan hidup dalam kebersamaan. Masyarakat 

komunal memiliki ciri-ciri kebersamaan: saling mengenal, gotong royong 

dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati nilai 

kebersamaan. Masyarakat yang memiliki ciri-ciri demikian disebut sebagai 

kesatuan masyarakat (community), yakni kesatuan masyarakat yang terikat 

oleh tata cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri. 

 

2. Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pemerintah Desa sendiri dalam UU Desa tersebut diartikan sebagai 

kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana penjelasan 

yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa/desa adat ata 
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yang disebut dengan nama lain merpakan kepala pemerintahan desa/desa adat 

yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.  

a. Kepala Desa 

Kepala Desa menurut Jan Hoesada (2014) dalam Yuliansyah dan 

Rusmianto (2016:8) adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa 

secara emplisit bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, 

perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa. Sementara itu tugas 

dari kepala desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di antaranya 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala 

desa dipilih oleh warga desa dan ditetapkan serta disumpah oleh 

bupati/walikota. Peran kepala desa ini sangat penting dalam hal 

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan dari negara yang paling dekat 

dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat. 

b. Perangkat Desa 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, 

perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan 

pelaksana teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas 

dan kewenangannya. Proses pengangkatan perangkat desa dilakukan oleh 

kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau 

walikota. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa 

bertanggungjawab kepada kepala desa. 

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016: 11), sekretariat desa paling 

banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Pelaksana kewilayahan merupakan 

unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah 
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pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana 

kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pelaksana 

teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas 

operasional dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Untuk sekretaris desa 

sendiri memiliki tugas sebagimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 

113 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa sekretaris bertindak sebagai 

koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab 

kepala desa. Adapun tugas-tugasnya di antaranya: menyusun dan 

melaksanakan kebijakan APB Desa; menyusun dan melaksanakan kebijakan 

pengelolaan barang desa; menyusun Raperdes APB Desa, Perubahan APB 

Desa, dan pertanggungjawaban APB Desa, serta; menyusun rancangan 

keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APB Desa 

dan perubahan APB Desa. 

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut UU Nomor 6 

tahun 2014 adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditettapkan secara demokratis. Dalam UU ini juga dijelaskan 

bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang ikut 

serta dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun fungsi dari BPD menurut UU 

Nomor 6 Tahun 2014 di antaranya: membahas dan meyepakati rancangan 

peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan meyalurkan aspirasi 

masyarakat desa, serta: melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Jadi 
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disini dapat dilihat baha BPD juga memiliki peran untuk mengawasi kinerja 

kepala desa apakah sudah sesuai atau belum. 

d. Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, di desa 

dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun 

Warga (RW), pembinaan kesejahteraan keluarga, karangtaruna, dan lembaga 

pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain. Yuliansyah 

dan Rusmianto (2016:12) menyebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa 

berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, 

pemerintahan, kemayarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah pada 

terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta 

menciptakan akses agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan 

pembangunn. Jadi, lembaga kemasyarakatan ini secara sederhana memiliki 

tugas untukmembantu pemerintah desa dan sekaligus merupakan mitra dalam 

pemberdayaan masyarakat desa. 

 

3. Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan desa sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua hak 

dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

desa. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa 

menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ialah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola 
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berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran.  Keuangan desa dikelola dalam rentang 

waktu 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

tanggal 31 Desember. 

Dalam mengelola keuangan desa, terdapat beberapa asas yang harus 

diperhatikan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai harapan. 

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas 

tersebut akan melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dan harus 

tercermin dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip 

tidak akan ada artinya jika tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan. Sesuai 

Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-

asas sebagai berikut: 

1) Transparan 

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai artian bahwa 

informasi terkait keuangan dipublikasikan secara terbuka dan jujur kepada 

masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

kewajibannya untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, 

SAP, 2005). Transparansi dengan demikian, menandakan bahwa 

pemerintah desa proaktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, 

kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait 

pengelolaan keuangan desa. 
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2) Akuntabel 

Mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja 

pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan 

pertanggungjawaban (LAN, 2003). Asas ini menuntut kepala desa untuk 

mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara 

tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Partisipatif 

Partisipatif memilikiartian bahwa setiap tindakan hendaknya 

dilakukan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat 

menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan keuangan desa, sejak tahap 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat maupun para 

pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, khususnya 

kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan 

pembangunan di desa. 

4) Tertib dan disiplin anggaran 

Tertib dan disiplin anggaran disini mempunyai pengertian bahwa 

anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas 

penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini 

dimaksudkan agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan 

pengelolaan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksanaan 

Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa disini bertindak 

sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili 

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. 

Dalam hal ini, kepala desa mempunyai kewenangan: 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa 

b. Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa 

(PTPKD) 

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa 

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam 

APBDesa 

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDesa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

Sumber: Data Sekunder (Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam 

Materi Diklat Manajemen Keungan Desa (Ikatan Akuntan 

Indonesia Jawa Timur, 2015)) 
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Yuliansyah dan Rusmianto (2016:48) menjelaskan bahwa kepala desa 

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh PTKPD yang terdiri dari unsur 

perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Unsur 

perangkat desa yang dimaksud terdiri atas: 

1. Sekretaris Desa 

Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis 

pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas: 1) menyusun dan 

melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa); 2) menyusun rancangan peraturan desa tentang 

APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBDesa; 3) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 4) menyusun pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan; melakukan verifikasi 

terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. 

2. Kepala Seksi 

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan 

bidangnya dengan tugas sebagai berikut: 1) menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya; 2) melaksanakan 

kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah 

ditetapkan di dalam APBDesa; 3) melakukan tindakan pengeluaran yang 

menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; 4) mengendalikan 

pelaksanaan kegiatan; 5) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan 

kepada kepala desa, dan; 6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban 

pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 
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3. Bendahara 

Bendahara dijabat oleh staf Urusan Keuangan. Bendahara desa ialah 

perangkat desa yang ditunjuk kepala desa menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-

jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa 

dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

 

5. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Gambar 2: Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

Sumber: Data Sekunder (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa) 

 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat enam siklus pengelolaan keuangan 

desa yang diantaranya ialah sebagai berikut:  
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1. Perencanaan 

Perencanaan menurut Becker (2000) dalam Rustiadi (2008:339) 

dimaknai sebagai suatu proses yang ingin dicapai di masa yang akan 

datang serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 

mencapainya. Secara umum, perencanaan keuangan diartikan sebagai 

kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun 

waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa 

dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKP Desa) yang menjadi dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan hasil dari perencanaan 

keuangan desa. 

Perencanaan pembangunan desameliputi RPJM Desa dan RKP 

Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan 

Desa (Perdes). RPJM Desa untuk jangkawaktu 6 (enam) tahun 

sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang 

disebutRKP Desauntuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan 

pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam 

musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni 

tahun anggaran berjalan (Moedarlis, 2016). 

2. Penganggaran 

Penganggaran menurut Mardiasmo (2009:61) adalah suatu proses 

atau metode yang digunakan untuk mempersiapkan suatu anggaran. 

Sedangkan anggaran didefinisikannya sebagai pernyataan mengenai 

estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu yang 
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dinyatakan dalam ukuran finansial atau keuangan. Setelah RKP Desa 

ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana 

Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam 

RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. 

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah 

desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan 

yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai 

dengan urutan sebagai berikut: 

a. Pelaksana Kegiatan menyampaian usulan anggaran kegiatan kepada 

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan; 

b. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa(RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa; 

c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. 

Rancangan Peraturan Desatentang APB Desa disepakati bersama 

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan 

BPD; 

d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah 

disepakatibersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh 

Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan 

lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; 

e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa 

palinglama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa melakukan 
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penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya hasil evaluasi; 

f. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 

31 Desember tahun anggaran berjalan. 

3. Pelaksanaan 

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan 

implementasi atau eksekusi dari APBDesa. Dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa terbagi menjadi dua yaitu penerimaan dan 

pencatatan pendapatan desa serta pengajuan pendanaan pelaksanaan 

kegiatan melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB). Yang termasuk 

dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan 

jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian 

kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran 

yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. 

4. Penatausahaan 

Kusmayadi (2009:2) dalam jurnalnya mendefinisikan 

pentausahaan sebagai kegiatan untuk melakukan pencatatan secara 

tertib, sistematis, dan kronologis atas penerimaan dan pengeluaran 

daerah untuk satu tahun anggaran. Penatausahaan merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) 

dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur 

tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) 

berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini 

merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi 

dalam satu tahun anggaran, diantaranya: 1) pencatatan penerimaan 
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desa; 2) pencatatan belanja desa, dan; 3) pencatatan pembiayaan desa. 

Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi 

pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan 

adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan itu sendiri. 

5. Pelaporan 

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan 

hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan 

selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab 

(pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada 

pemerintah desa. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan 

realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang selanjutnya akan 

disampaikan kepada bupati/walikota. Adapun rincian laporan yang 

harus disusun oleh kepala desa sebagai berikut: Laporan kepada 

Bupati/Walikota (melalui camat): 1) laporan Semesteran Realiasasi 

Pelaksanaan APB Desa; 2) laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran; 3) laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Sedangkan 

laporan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

ialah laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 

APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

6. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap 

akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada bupati/walikota dan di 

dalam Forum Musyawarah Desa. Pertanggungjawaban Realisasi 
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Pelaksanaan APBDesa dilampiri: 1) format Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 

berkenaan; 2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 

Tahun Anggaran berkenaan, dan; 3) format Laporan Program 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa. 

 

D. Akuntabilitas 

1. Pengertian Akuntabilitas 

Kata akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris accountability yang 

berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya, 

akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2009:20) menyebutkan bahwa 

akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 

Kumorotomo (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran 

yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang 

dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang 

dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 

mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Dengan 

demikian akuntabilitas birokrasi berkaitan dengan falsafah bahwa lembaga 

eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat harus 
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mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. 

Sulistoni (2003) dalam Sopanah dan Wahyudi (2010:6), pemerintahan 

yang accountable memiliki ciri- ciri sebagai berikut:  

a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah 

secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. 

b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 

c. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 

proses pembangunan dan pemerintahan. 

d. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap 

kebijakan publik secara proporsional. 

e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. 

Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai 

derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. 

Sementara itu, akuntabilitas publik sebagaimana diungkapkan oleh 

Halim (2004) yang dikutip Herawaty (2011:32) merupakan pemberian 

informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa melalui informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi 

informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, 

relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan 

pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak 

masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan 

aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut 

pertanggungjawaban. 
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2. Dimensi Akuntabilitas 

Tidak dapat dipungkiri bahwa akuntabilitas publik menjadi landasan 

utama bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, 

aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan 

pelaksanaan kerjanya kepada publik. Penekanan utama akuntabilitas publik 

adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang 

menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga 

terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan 

mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan 

organisasi sektor publik (Mahmudi, 2002:9) 

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22) terdapat 

empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor 

publik, yaitu:  

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum. Akuntabilitas 

kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran 

penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas 

hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya 

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan 

dalam penggunaan sumber dana publik. 

b. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah 

prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup 

baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Pengawasan dan 

pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan 

terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik, 

yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah 

proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory 

Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui pola 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

c. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program terkait dengan 

pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau 

tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang 

memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 



38 
 

d. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan 

pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas 

kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD 

dan masyarakat luas. 

 

 

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Khusniyatun 

(2016:26) adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, 

pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksana 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang selanjutnya 

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada pamong desa. Adapun 

akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain adalah 

sebagai berikut (Riyanto, 2015:123-124): 

a. Keakuratan 

Keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. 

Pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan penyelesaian 

laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus 

dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga 

informasi-informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

tersebut jelas maksudnya. 

b. Transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi menjadi 
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sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa agar pihak pemerintah 

desa transparan kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang 

telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 

masyarakat desa. 

c. Ketepatan Waktu.  

Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan 

tepat waktu atau suatu hasil kerja dapat dicapai tepat waktu. 

d. Validitas.  

Validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian, atau 

kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam 

pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa harus diprioritaskan untuk 

kebutuhan masyarakat desa. 

e. Relevansi.  

Relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang diinginkan. 

Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat desa, secara umum sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. 

f. Keandalan Informasi.  

Keandalan informasi adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran 

atau alat ukur yang sama. Pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa 

dana desa yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya. 
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E. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

1. Sejarah Siskeudes 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang 

dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur 

yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan 

user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan 

aplikasi Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) saat ini telah 

menemukan bentuknya yang pasti. Siskeudes secara bertahap akan diterapkan 

di seluruh Indonesia untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola 

keuangan desa secara efektif dan efisien. 

Menurut keterangan dari BPKP (2017) pengembangan Aplikasi 

Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka 

mengantisipasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan 

ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari Komisi XI Dewan 

Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching 

aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan 

jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI 

tanggal 30 Maret 2015, yang menanyakan kepastian waktu penyelesaian 

aplikasi yang dibangun oleh BPKP, serta memenuhi rekomendasi KPK-RI 

untuk menyusun sistem keuangan desa bersama dengan Kementerian Dalam 

Negeri. 

Aplikasi tata kelola keuangan desa ini pada awalnya dikembangkan 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di 

lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini telah diimplementasikan 
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secara perdana di Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015. 

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada 

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah 

setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh tim yang telah 

ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi 

keuangan desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi 

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di 

Jakarta. 

 

2. Dasar Pengembangan Aplikasi Siskeudes  

Dikembangkannya Siskeudes bukanlah tanpa dasar. Untuk mendorong 

pengelolaan keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel serta 

tertib dan disiplin anggaran memang sudah selayaknya dibutuhkan aplikasi 

Siskeudes. Dasar dari pengembangan aplikasi Siskeudes menurut BPKP 

(2016) antara lain ialah sebagai berikut: 

a. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

b. PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

c. PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari APBN. 

d. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa 

e. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa. 

f. PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. 

 

3. Parameter Siskeudes 

Terdapat beberapa parameter di dalam pengaplikasian Siskeudes yang 

dikemukakan oleh BPKP. Berikut adalah beberapa parameter Siskeudes yang 
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dikutip dari Buku Kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterbitkan 

oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2016): 

a. Parameter Pemda.  

b. Parameter Kode Kecamatan dan Desa.  

c. Parameter Rekening APB Desa.  

d. Parameter Bidang dan Kegiatan.  

e. Parameter Kode Sumber Dana.  

f. Parameter Standar Satuan Harga. 

g. Parameter Belanja Operasional 

h. Parameter Mapping Korolari 

i. Parameter Rekening Kas Desa 

 

Parameter-parameter yang disebutkan di atas sangat penting untuk 

diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes. 

Parameter ini penting untuk dipahami agar pengoperasian Siskeudes dapat 

berjalan sebagaimana mestinya dan dapat menghasilkan laporan keuangan 

desa yang akuntabel. 

 

4. Teknologi Informasi (TI) 

Menurut Warsita (2008:135) teknologi informasi adalah sarana dan 

prasarana (hardware, software, userware) sistem dan metode untuk 

memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, 

mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Prasojo dan Rianto (2011:4) yang mengartikan teknologi 

informasi sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang berbasis 

komputer dan perkembangannya sangat pesat. Tujuan dari teknologi 

informasi adalah menyelesaikan masalah, menumbuhkan kreativitas, 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi didalam melaksanakan suatu pekerjaan 

(Sutarman, 2009:17). Maka dengan adanya teknologi informasi 
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membuatmanusia lebih mudah dan efisien dalam bekerja. Sementara itu, 

fungsi dari TI sendiri menurut Sutarman (2009:18) ada beberapa hal, di 

antaranya: 

a. Menangkap (Capture). Yaitu melakukan atau melaksanakan capture 

terhadap data dan informasi. 

b. Menyimpan (Storage). Menyimpan data atau informasi dalam bentuk 

media untuk kepentingan lain. Seperti disket, hardisk, compact disk dan 

lainnya. 

c. Mengolah (Processing). Fungsi mengolah pada teknologi informasi adalah 

memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. 

Pengolahan data atau pemrosesan bisa berbentuk mengubah data ke bentuk 

lainnya. Menganalisis kondisi, menghitung, menggabungkan dan semua 

dalam bentuk data dan informasi. 

d. Transmisi (Transmission). Transmisi yaitu mengirim data dan juga 

informasi dari satu lokasi menuju lokasi lain dengan jaringan komputer. 

e. Mencari Kembali (Retrifal). Adalah melaksanakan penelusuran untuk 

memperoleh kembali atau menyalin data dan informasi yang sudah 

disimpan. 

f. Menghasilkan (Generating). Adalah mengorganisasi data dan informasi ke 

dalam bentuk yang lebih bermanfaat. 

Pada bidang pemerintahan sendiri, pemanfaatan TI dapat 

diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang di tujukan 

kepada masyarakat. Dengan perkataan lain, pemerintah dapat meningkatkan 

akuntabilitasnya terhadap masyarakat melalui penyampaian laporan 

pertanggungjawaban yang akuntabel dengan bantuan TI.  
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5. Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKeu) 

Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang selanjutnya disebut 

SIMKeu menurut Hidayat (2013) adalah serangkaian manual maupun 

aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan, 

mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, dan penyusunan 

laporan keuangan melalui teknologi informasi. SIMKeu merupakan aplikasi 

berbasis web yang dirancang sebagai sarana komunikasi dalam pengiriman 

data elektronik unit akuntansi ke jenjang di atasnya. Melalui informasi di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa SIM Keuangan merupakan hasil dari 

pengolahan data-data akuntansi menjadi sebuah informasi dalam bentuk 

laporan periodik, laporan khusus, hasil pengolahan matematika, komunikasi 

elektronik, dan saran dari sistem pakar. 

Sistem    informasi    keuangan    mempunyai    tiga    tugas    pokok, 

yakni:    a) mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang; b) membantu 

perolehan dana tersebut, dan; c) mengontrol penggunaannya. Sementara itu, 

tujuan dari pengembangan SIM Keuangan pada dasarnya ada tiga. Pertama, 

SIMKeu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan  

agar  akurat,  tepat  waktu  dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu 

menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya. Kedua, untuk 

mendukung   efisiensi,   efektifitas    dan    kelancaran    penyusunan    

laporan keuangan. Ketiga, sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan 

keuangan. 

Dalam SIMKeu juga terdapat audit internal terhadap pengelolaan 

keuangan yang dalam hal ini berada di ranah pemerintahan termasuk desa. 

Sawyer (2005:10) menyatakan:  



45 
 

“Internal Audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif 

yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang 

berbeda-beda dalam perusahaan untuk menentukan apakah: (1) 

informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) 

risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan 

diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur 

internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang 

memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara 

efisien dan ekonomis; (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif 

semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan 

manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan 

tanggung jawabnya secara efektif”.  

 

Dalam pelaksanaan audit internal terdapat beberapa tahapan. Menurut 

Agoes (2004:222), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor 

adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, 

saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut 

(Agoes, 2004:223): 

a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan 

dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan 

pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan 

pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 

b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-

prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 

c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan 

dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, 

kecurangan dan penyalahgunaan. 

d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam 

organisasi dapat dipercaya. 

e. Menilaimutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan oleh manajemen.  

f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

 

Dengan adanya auditor internal di dalam sebuh organisasi, hal ini 

dapat menjaga akuntabilitas organiasasi yang bersangkutan dan memastikan 
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bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dipertanggugjawabkan. Hal tersebut dikarenakan audit internal dapat 

menghindari adanya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oknum di 

dalam tubuh organisasi yang bersangkutan seperti korupsi. Lebih dari itu, 

adanya audit internal juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

organisasi untuk mencapai tujuannya. 
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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai 

dengan fokus penelitian yang menggambarkan fenomena sosial secara 

terperinci mengenai Inovasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam 

Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor 

Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini 

mendeskripsikan mengenai inovasi Siskeudes yang digagas oleh pemerintah 

sebagai aplikasi yang dianggap mampu mempermudah pekerjaan aparatur 

desa dalam mengelola keuangan desanya serta dapat mewujudkan 

akuntabilitasnya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan respon positif 

terhadap gagasan ini dengan menerapkannya pada seluruh desa di wilayah 

Kabupaten Ponorogo yaitu sebanyak 281 desa yang salah satunya ialah 

tempat penulis akan melakukan penelitian yakni Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel. 

Menurut pengertian yang diberikan oleh Sugiyono (2011:29), metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan 

dengan cara melakukan pencatatan terhadap pengamatan fakta yang telah dan 

berhasil dilihat. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini idak boleh mengisolasikan individu 

atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya 

sebagai suatu keutuhan. 

Sementara itu, penelitian deskriptif menjadi pilihan peneliti karena 

tujuan peneliti yaiu ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan keadaan 

atau fenomena secara menyeluruh yang terjadi dalam tahapan inovasi 

Siskeudes di Desa Sempu. Peneliti juga ingin melihat dan menganalisa hasil 

dari tahapan Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Sempu. Penelitian deskriptif ini sendiri lebih 

mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian 

ataupun kutipan-kutipan. 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh 

penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh mengenai inovasi 

Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di 

Desa Sempu. Melalui data tersebut peneliti menggambarkan bahwa masalah-

masalah yang sedang diamati merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dan saling berhubungan satu sama lain. 

 

B. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2006: 92) fokus penelitian memiliki fungsi 

sebagai pedoman dalam melakukan analisis terhadap hasil penelitian untuk 

memilah dan mengambil data apa yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang 
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bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetauan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tahapan Sistem 

Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa. Berdasarkan latar belakang, ditemukan permasalahan bahwa 

keberadaan Siskeudes dinilai penting untuk mengatasi masalah kurangnya 

akuntabilitas laporan realisasi anggaran pembangun desa, banyaknya 

penyelewengan dana, dan pemborosan. Oleh karena itu, penulis menetapkan 

fokus penelitian yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

yang diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Proses inovasi dalam Siskeudes 

a. Penemuan ide 

1) Identifikasi masalah 

2) Pengumpulan informasi 

3) Interpretasi 

4) Pernyataan sikap organisasi terhadap temuan ide 

b. Adopsi 

1) Sosialisasi 

2) Modifikasi 

c. Implementasi 

1) Pengumpulan sumber daya 

2) Penempatan personel 

3) Pelatihan dan pendampingan 

4) Monitoring dan evaluasi 

5) Faktor pendukung 
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6) Faktor penghambat 

2. Tahapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam mewujudkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo. 

a. Perencanaan keuangan desa 

b. Penganggaran  

c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa 

d. Penatausahaan  

e. Pelaporan  

f. Pertanggungjawaban  

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Menurut pengertian yang diungkapkan oleh Moleong (2011), lokasi 

penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama 

dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang 

akurat. Dalam menentukan lokasi penelitian, cara terbaik yang dapat 

ditempuh peneliti yaitu dengan jalan mempertimbangkan teori substansif 

dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. 

Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1992) dalam Moleong (2011) berpendapat 

bahwa lokasi yang layak dipilih untuk diteliti adalah lokasi yang di dalamnya 

terdapat persoalan substantif dan toritik.  

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa lokasi penelitian 

merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terhadap objek 

penelitiannya berdasarkan pertimbangan substantif dan teoritik. Sehingga, 
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berdasarkan pemaparan tersebut, tempat yang menjadi lokasi penelitian ini 

ialah di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Alasannya ialah, penggunaan 

aplikasi Siskeudes di Ponorogo dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan 

yaitu banyaknya dana yang masuk ke desa, namun sumber daya yang dapat 

mengelola keuangan desa tersebut masih minim. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan situs penelitian adalah 

menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari 

objek atau fenomena yang akan diteliti, sehingga keakuratan data yang 

diperlukan untuk menjawab permasalahan sesuai fokus penelitian dapat 

diperoleh (Henny, 2014:86). Dengan demikian, yang menjadi situs dalam 

penelitian ini ialah di Kantor Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten 

Ponorogo. Dipilihnya situs tersebut dikarenakan Desa Sempu merupakan 

salah satu desa yang mengalami permasalahan dalam pengelolaan keuangan 

desa baik dari aspek efisiensi maupun akuntabilitasnya sebelum 

diterapkannya Siskeudes. Selain itu, situs ini juga dapat menyajikan informasi 

yang akurat dan relevan mengenai pengelolaan keuangan desa menggunakan 

aplikasi Siskeudes. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data, informasi-

inforamasi penting dan fenomena yang dapat mendukung penelotian. Data 

atau informasi yang hendak dikumpulkan harus relevan atau dengan kata lain 

harus memiliki kaitan satu sama lain dengan permasalahan yang dihadapi. 

Menurut Sugiyono (2011), sumber data penelititan kualitatif adalah sumber-

sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi tentang hal-hal 
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yang menjadi pusat perhatian peneliti. Berdasarkan jenis penelitian ini, secara 

umum terdapat dua klasifikasi data yaitu: 

1. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli dengan cara mengamati, mencatat dan mewawancarai 

langsung pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. 

Peneliti dalam menentukan informan awal terebih dahulu melakukan 

pengamatan, kemudian peneliti memilih informan secara purposive pada 

subjek penelitian yang menguasai permasalahan yang diteliti atau key 

informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dengan Kepala Desa Sempu yakni Bapak Fikso Rubianto, Sekretaris 

Desa Sempu yakni Bapak Sunarto, Bendahara Desa Sempu yakni Bapak 

Triyono, Operator Siskeudes Desa Sempu yakni Fatmario dan Kepala 

Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Ponorogo Bapak Boby Aji Antony. Untuk data primer 

lainnya didapatkan dari hasil observasi ke lapangan secara langsung yang 

dapat dilihat pada halaman 77, 108, 113, 126, dan 130. 

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain) dan agar menjadi informasi, tidak memerlukan proses pengolahan 

lebih lanjut. Selain itu, peneliti juga mencari data yang berhubungan 

dengan profil lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan dalam rangka 

melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat. 

Dokumen-dokumen yang digunakan untuk penelitian di lapangan dalam 

mendukung fokus penelitian, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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b. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 

d. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

e. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa 

Sempu Tahun 2017-2021 

f. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Sempu tahun 

2017 

g. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa (LPPD) 

Desa Sempu Tahun 2016-2017 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga teknik pengumpulan 

data, yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan 

masing-masing teknik akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Teknik wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki 

maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (peneliti) dengan informan, yaitu pihak yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan dari pewawancara. Penelitian ini juga menilai 

kebenaran jawaban yang diberikan dan memberi penjelasan tentang 
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pertanyaan yang diajukan mengenai pengelolaan keuangan di Desa 

Sempu menggunakan aplikasi Siskeudes. Dalam penelitian ini 

penggunaan teknik wawacara bertujuan untuk memperoleh jawaban 

secara langsung dari narasumber atau informan terkait dengan 

pengelolaan keangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa 

Sempu. Adapun informan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Aparatur Pemerintah Desa Sempu, yang terdiri dari: 

1) Kepala Desa (Bapak Fikso Rubianto) 

2) Sekretaris Desa (Bapak Sunarto) 

3) Bendahara Desa (Bapak Triyono) 

 

b. Operator Siskeudes Desa Sempu (Fatmario) 

c. Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo (Bapak Boby Aji Antony) 

d. Ketua BPD (Bapak Muryono) 

e. Ketua LPMD (Bapak Rustin) 

f. Warga RT 01 RW 02 Dukuh Segadung, Desa Sempu (Bapak 

Wijianto) 

2. Observasi 

Makna dari observasi adalah suatu studi yang sengaja dilakukan 

dengan sistematis yang berkaitan dengan fenomena-fenomena sosial dan 

gejala psikis melalui jalan pengamatan dan pencatatan. Oleh karena itu, 

observasi dapat dikatakan sebagai pengamatan serta pencatatan terhadap 

suatu objek observasi untuk mendapatkan gambaran mengenai daerah 

penelitian. Pengamatan dilakukan untuk melihat interaksi nyata antara 

objek dan subjek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat langsung 
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dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa menggunakan 

aplikasi Siskeudes. Observasi yang dilakukan peneliti berlangsung antara 

bulan Desember 2017 hingga Februari 2018. Adapun data yang peneliti 

peroleh melalui observasi ini dapat dilihat pada halaman 131 dan terdapat 

pada Lampiran 5. 

3. Dokumen 

Dokumen adalah data yang diperoleh secara sekunder dengan 

cara mencatat langsung data yang tersedia pada sumber data penelitian 

yang dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan, tulisan-tulisan 

ilmiah serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Dokumen yang tercantum pada proposal penelitian ini yaitu semua 

dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa 

menggunakan aplikasi Siskeudes dan foto-foto terkait pelaksanaan 

Siskeudes di Desa Sempu. Adapun dokumen yang peneliti gunakan pada 

penelitian ini tercantum pada halaman 67, 73, 74, 75, 98, dan 99. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Moleong (2008) mengatakan bahwa posisi peneliti dalam sebuah 

penelitian kualitatif cukup rumit, sebab merangkap beberapa peran sekaligus 

yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran 

data dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Dengan demikian, 

instrumen penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

 

 



56 
 

1. Peneliti sendiri 

Peneliti mengamati fenomena-fenomena dan melakukan 

wawancara dengan kelompok sasaran yang memiliki kaitan dengan fokus 

penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan peranan inovasi Siskeudes sebagai perangkat lunak 

dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya 

di Desa Sempu. Adanya permasalahan yang merujuk pada laporan 

keuangan desa yang kurang akuntabel dan adanya inefisiensi yaitu 

diperlukannya waktu yang lama untuk menyusun laporan karena 

menggunakan sistem manual menuntut peneliti untuk secara objektif 

dalam menuliskan laporan hasil penelitiannya. 

2. Pedoman wawancara (interview guide) 

Pedoman wawancara berupa materi-materi atau poin-poin yang 

menjadi acuan dan dasar dalam melakukan wawancara tersebut 

dimaksudkan agar wawancara yang dilakukan benar-benar memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang telah 

ditetapkan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini terkait dengan 

pengelolaan keuangan desa menggunakan Siskeudes sehingga dapat 

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya 

permasalahan yang ditemukan di dalamnya dijadikan acuan pagi peneliti 

untuk memberikan sumbangan pemikiran atau saran. 

3. Perangkat penunjang 

Perangkat penunjang dalam penelitian ini berupa field note atau 

catatan lapangan, alat tulisyang dibutuhkan, recorder, kamera, dan lain 

sebagainya. Penelitian ini menggunakan catatan lapangan untuk mencatat 
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informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu 

terutama berkenaan dengan imbas penggunaan aplikasi Siskeudes 

terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Informasi 

ini akan di dapatkan melalui wawancara dan observasi. Selain itu, 

kamera dan recorder juga digunakan sebagai alat penelitian untuk 

mempermudah pengumpulan informasi dari narasumber atau informan. 

  

G. Analisis Data 

Analisis data pada dasarnya ialah aktivitas yang dilakukan peneliti 

untuk mengolah data yang diperoleh dari lapangan dalam rangka memperoleh 

hasil dari penelitian. Analisis data kualitatif menurut Bigdan dan Biklen 

dalam Moleong (2008), adalah; 

“upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah enjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.  

 

Penelitian ini menggunakan analisis datakualitatif berdasarkan model 

Creswell. Alasan peneliti memilih analisis data model Creswell ini karena 

sebelum data dianalisis, terlebih dahulu dilakukan pengorganisasian data. 

Komponen analisis data model Creswell (2014) terdiri dari enam alur tahapan 

atau kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 3: Analisis Data Penelitian Kualitatif 

Sumber: Creswell, 2014:247 
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1. Mengolah data dan mempersiapkan untuk dianalisis 

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scaning materi. 

Mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data sesuai 

jenisnya berdasarkan sumber informasi. Dalam tahap ini, tentunya 

peneliti akan mempersiapkan data yang relevan dengan pengelolaan 

keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Sempu. 

2. Membaca keseluruhan data 

Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang 

diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan 

umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti 

gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas dan 

penuturan informasi tersebut. Pada tahap ini, peneliti menulis catatan-

catataan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh 

mengenai pengelolaan keuangan desa.  

3. Menganalisis lebih detai dengan men-coding data 

Coding merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi 

segmen-segmen tulisan sebelum memaknasinya. Langkah ini melibatkan 

beberapatahap yaitu: mengambil data tulisan atau gambar yang telah 

dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat dan 

paragraph atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli 

kategori tersebut dengan istilah khusus yang seringkali didasarkan pada 

istilah atau bahasa yang benar-benar berasal dari informan. Pada tahap 

ini, peneliti memilah-memilah mana data penelitian yang termasuk dalam 

sub tema pengelolaan keungan desa menggunakan aplikasi Siskeudes dan 

peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 
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4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, 

kategori-kategori dan tema-tema untuk kemudian dianalisis 

Deskripsi ini melibatkan usaha menyampaikan informasi secara detail; 

mengenai orang, lokasi atau peristiwa dalam setting tertentu yang ada di 

dalam proses penelitian tentang pengelolaan keuangan desa. 

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembali dalam narasi atau laporan kualitatif 

Pendekatan yang paling popular adalah dengan menerapkan pendekatan 

naratif yang meliputi: pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-

tema tertentu atau keterhubungan antar tema dalam menyampaikan hasil 

analisis. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil analisis melalui 

pendekatan naratif terkait pengelolaan keuangan desa dengan 

menggunakan aplikasi Siskeudes dan peningkatan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa.  

6. Menginterpretasikan atau memaknai data 

Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara 

hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. 

Pada tahap terakhir ini, peneliti tentunya akan memberikan interpretasi 

pribadi dan mengaitkannya dengan teori atau literatur terkait dengan 

inovasi Siskeudes dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan desa di Desa Sempu. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo 

a. Sejarah Kabupaten Ponorogo 

Menurut Babad Ponorogo yang dikutip dari laman resmi 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, berdirinya Kabupaten Ponorogo 

diawali ketika Raden Katong telah tiba di wilayah Wengker. Ketika 

itu wilayah Wengker dipimpin oleh Suryo Ngalam yang dikenal 

dengan julukan Ki Ageng Kutu. Raden Katong kemudian memilih 

tempat yang sesuai untuk bermukim (yaitu di Dusun Plampitan 

Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan sekarang). Melalui situasi 

dan kondisi yang penuh dengan hambatan, tantangan, yang datang 

silih berganti, Raden Katong, Selo Aji, dan Ki Ageng Mirah beserta 

pengikutnya terus berupaya mendirikan pemukiman. 

Pada tahun 1482-1486 Masehi, perlahan namun pasti 

kesulitan tersebut dapat teratasi.Upaya pendekatan kekeluargaan 

dengan Ki Ageng Kutu dan segenap pengikutnya ketika itu mulai 

terlihat hasilnya. Dengan persiapan yang matang dalam rangka 

merintis kadipaten yang didukung semua pihak, Bathoro Katong 

(Raden Katong) akhirnya berhasil mendirikan Kadipaten Ponorogo 

pada akhir abad XV, ia pun menjadi adipati yang pertama. 
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Dalam kalender masehi, Kadipaten Ponorogo berdiri pada 

tanggal 11 Agustus 1496.Tanggal inikemudian ditetapkan sebagai 

hari jadi Kabupaten Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan 

hasil dari kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda 

purbakala berupa sepasang batu gilang yang terdapat di depan 

gapura kelima di kompleks makam Batara Katong dan juga mengacu 

pada buku Hand book of Oriental History. Pada batu gilang tersebut 

tertulis candrasengkala memet berupa gambar manusia yang 

bersemedi, pohon, burung garuda dan gajah. Candra sengkala memet 

ini menunjukkan angka tahun 1418 Saka atau tahun 1496 Masehi 

sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai 

Adipati Kadipaten Ponorogo yaitu hari Minggu Pon, tanggal 1 Besar 

1418 Saka bertepatan tanggal 11 Agustus 1496 M atau 1 Dzulhijjah 

901 H. Selanjutnya melalui seminar Hari Jadi Kabupaten Ponorogo 

yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1996 maka penetapan 

tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo telah 

mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Ponorogo.  

Sejak berdirinya Kadipaten Ponorogo dibawah pimpinan 

Raden Katong, tata pemerintahan menjadi stabil dan pada tahun 

1837 Kadipaten Ponorogo pindah dari Kota Lama ke Kota Tengah 

menjadi Kabupaten Ponorogo hingga sekarang. Hari jadi Kabupaten 

Ponorogo diperingati setiap tanggal 11 Agustus, karena pada tanggal 

11 Agustus 1496, Bathara Katong dinobatkan sebagai Adipati 
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pertama Kadipaten Ponorogo. Semenjak tahun 1944 hingga 

sekarang, Kabupaten Ponorogo sudah berganti kepemimpinan 

sebanyak 16 kali. 

Kabupaten Ponorogo dikenal dengan julukan Kota Reog atau 

Bumi Reog sebab daerah ini adalah daerah asal kesenian Reog.Selain 

itu, Ponorogo juga dikenal sebagai Kota Santri karena memiliki 

cukup banyak pondok pesantren Salah satu pondok pesantren yang 

adalah Pondok Modern Darussalam Gontor yang berlokasi di Desa 

Gontor, Kecamatan Mlarak. Setiap tahun pada bulan Suro 

(Muharram), Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan 

rangkaian acara berupa pesta rakyat yang disebut dengan festival 

Grebeg Suro. Dalam pesta rakyat ini menampilkan berbagai macam 

kesenian dan tradisi, diantaranya Festival Reog Nasional, Pawai 

Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di 

Telaga Ngebel. 

b. Visi dan Misi Kabupaten Ponorogo  

1)Visi 

Adapun visi Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 ialah sebagai 

berikut: “Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo yang lebih Maju, 

Berbudaya dan Religius”. 

2) Misi 

Adapun misi Kabupaten Ponorogo Tahun 2017-2022 ialah 

sebagai berikut: 
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1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, 

guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah 

yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal 

memecahkan masalah rakyat. 

2. Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih 

berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta 

bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial. 

3. Terwujudnya pengelolaan infrasruktur strategis secara 

profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk 

menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, 

serta peningkatan kesejahteraan umum. 

4. Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis 

pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya 

saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta 

berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian 

daerah. 

5. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan 

ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan 

kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat 

pengurangan ketimpangan antara wilayah perdesaan dan 

perkotaan. 

6. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta 

perluasan kesempatan kerja. 

7. Meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam 

memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan 

masyarakat, guna mendorong kualitas sumber daya 

manuasia (SDM) yang hebat dan bertaqwa. 

 

c. Letak Geografis Kabupaten Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo terletak di titik koordinat 111°17’ - 

111°52’ BT dan 7°49’ - 8°20’ LS dengan ketinggian antara 92 

sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini 

terletak di sebelah barat dari Provinsi Jawa Timur dan berbatasan 

langsung dengan Provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220km 

arah barat daya dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Batas 

wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk 
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Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek 

Barat : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek 

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek 

 

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² 

yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang 

meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya 

merupakan area dataran rendah. Sebagian besar dari luas yang ada 

terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedangkan sisanya 

digunakan untuk tegal atau pekarangan. Kabupaten Ponorogo 

mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau sebagaimana 

daerah lainnya di Indonesia. Curah hujan paling tinggi terjadi pada 

bulan Desember, Januari, dan Februari, sementara itu curah hujan 

terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Suhu di 

Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-

rata tertinggi 32,2° C dan suhu rata-rata terendah 23,9° C. 

Jarak Ibukota Ponorogo dengan ibukota Provinsi Jawa Timur 

(Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut. Sementara itu, jarak 

ke ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat. Berikut 

adalah peta wilayah Kabupaten Ponorogo yang terdapat dalam laman 

resmi Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah penampakan 

wilayah Kabupaten Ponorogo dalam peta Jawa Timur (Ponorogo dan 

sekitarnya) dan Kabupaten Ponorogo sendiri beserta nama-nama 

kecamatanya: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pacitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung
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Gambar 4: Peta Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (www.google.co.id/map/place 

/ponorogo+regency+eastjava), 2018 

 

Berikut adalah daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo: 

1. Kecamatan Ponorogo  12. Kecamatan Pudak  

2. Kecamatan Siman   13. Kecamatan Sooko  

3. Kecamatan Mlarak  14. Kecamatan Sawoo  

4. Kecamatan Jetis   15. Kecamatan Sambit 

5. Kecamatan Balong  16. Kecamatan Bungkal 

6. Kecamatan Kauman  17. Kecamatan Ngrayun  

7. Kecamatan Sukorejo  18. Kecamatan Slahung 

8. Kecamatan Babadan  19. KecamatanJambon 

9. Kecamatan Ngebel  20. Kecamatan Badegan 

10. Kecamatan Pulung  21.Kecamatan Sampung 

11. Kecamatan Sambit       

 

d. Kondisi Demografis dan Pendidikan di Kabupaten Ponorogo 

 

Menurut publikasi BPS jumlah penduduk di 21 kecamatan di 

Kabupaten Ponorogo pada Sensus penduduk tahun 2010 adalah 

855.281 yang terdiri atas 427,592 pria dan 427,689 wanita dengan 

rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 99,97 yang berarti jumlah 

http://www.google.co.id/map/place%20/ponorogo+regency+eastjava
http://www.google.co.id/map/place%20/ponorogo+regency+eastjava
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penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan jumlah penduduk 

perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Kecamatan Mlarak yaitu 

sebesar 128 (setiap 100 perempuan terdapat 128 laki-laki) dan rasio 

terendah terdapat di Kecamatan Jetis yaitu sebesar 95 (setiap 100 

perempuan terdapat 95 laki-laki). Kecamatan yang paling tinggi 

kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Ponorogo yaitu sebanyak 

3.333 jiwa/km2 dan yang paling rendah adalah Kecamatan Pudak 

yaitu sebanyak 182 jiwa/km2. 

Sementara itu, dari sisi pendidikan, di Kabupaten Ponorogo 

terdapat beberapa pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh 

nasional, di antaranya Nurcholis Madjid, Hasyim Muzadi, Din 

Syamsuddin dan Hidayat Nurwahid. Pesantren yang tercatat di 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk 

tahun 2008 berjumlah 58 pesantren. Selain pesantren, terdapat pula 

pendidikan formal negeri maupun swasta. Berikut ini adalah data 

pendidikan formal di kabupaten Ponorogo dari Data Pokok 

Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) untuk wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 

2011/2012: 

Tabel 1 

Jumlah Sekolah di Kabupaten Ponorogo 

 

Pendidikan 

Formal 

TK/ 

RA 

SD/ 

MI 

SMP/ 

MTS 

SMA/ 

MA 

SMK Perguruan 

Tinggi 

Lain- 

Lain 

Negeri 13 625 63 20 7 0 1 

Swasta 617 88 108 57 25 4 7 

Total 630 713 171 77 32 4 8 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Pendidikan 

Kabupaten Ponorogo, 2017), 2018 
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2. Gambaran Umum Desa Sempu 

a. Sejarah Desa Sempu 

Menurut sumber cerita dari sesepuh Desa Sempu yang tercantum 

dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa) Tahun 2017-2022, asal muasal nama Desa Sempu 

diambil dari sebuah kisah yang terjadi pada zaman dahulu. Dikisahkan, 

dahulu kala ada seorang pengembara yang ingin memperluas wilayah 

sekitar tempatnya menghuni. Setelah berbulan-bulan lamanya, dengan 

peralatan yang sangat sederhana dan dengan susah payah pengembara 

tersebut akhirnya berhasil membuat sebuah rumah untuk tempatnya 

tinggal. 

Hari demi hari pengembara tersebut lalui dengan bertempat 

tinggal di rumah yang telah berhasil ia bangun. Namun lambat laun 

pengembara tersebut merasa kurang puas dengan rumahnya dan ingin 

memiliki rumah yang lebih bagus lagi. Untuk mewujudkan 

keinginannya, ia lalu memutuskan untuk mulai mencari kayu yang akan 

ia gunakan untuk membangun rumah impiannya. Di tengah hutan, ia 

menemukan sebuah pohon yang ukurannya sangat besar dan bahkan 

yang paling besar di antara pohon yang lainnya. Melihat pohon tersebut, 

ia pun berpikir pohon tersebut akan sangat bagus jika dijadikan 

penyangga rumahnya kelak, sehingga timbullah keinginan yang sangat 

besar untuk menebang pohon itu. 
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Namun di luar dugaan, pohon tersebut sangat sulit ditumbangkan 

bahkan setelah berhari-hari ditebang. Melihat hal ini, pengembara itu 

berinisiatif untuk bermalam di bawah pohon tersebut dengan tujuan 

mencari wisik atau petunjuk mengapa pohon tersebut sangat sulit untuk 

ditebang. Tidak menunggu lama, hanya selang beberapa saat ia duduk 

di bawah pohon tersebut tiba-tiba terdengar suara yang tidak diketahui 

dari mana asalnya. Suara tersebut mengatakan bahwa pohon tersebut 

adalah empu, yaitu pohon yang paling tua di antara pohon yang lainnya. 

Setelah mendengar petunjuk tersebut, urunglah niatan sang 

pengembara untuk menebangnya. Pengembara itu pun kemudian 

memberi nama tempat tersebut “Sempu”/”Sempulur” yang berasal dari 

kata empu atau yang dituakan dengan harapan dapat mengayomi warga 

masyarakat yang akan meninggali wilayah yang telah dibukanya 

tersebut. Hingga saat ini, desa Sempu memiliki empat kedukuhan yaitu 

Dukuh Seglagah, Dukuh Sempu, Dukuh Ngepel dan Dukuh Segadung. 

Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Sempu 

sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Desa Sempu tahun 2017-

2022 ialah sebagai berikut: 

1. Mangun Sudiro (1837-1847) 

2. Kariyo Sudiro (1848-1863) 

3. Kariyo Dikromo (1864-1891) 

4. Saijo (1892-1893) 

5. Kromo Dimejo (1894-1899) 

6. Kasan Amat (1900-1907) 

7. Mangun Astro (1909-1925) 

8. Kasan Dimejo (1926-1935) 

9. Sujarwo (1936-1943) 

10. Dono Prawiro (1944-1979) 
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11. Mukadi (1980-1983) 

12. Suhardi (1994-2002) 

13. Mujiono (Pj) (2003-2006) 

14. Fikso Rubianto (2007-sekarang) 

 

b. Visi dan Misi Desa Sempu 

1) Visi 

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, tentang kemana 

dan bagaimana Desa Sempu harus dibawa dan berkarya agar 

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi 

adalah suatu gmabaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun 

melalui proses refleksi dan proyeksi diri yang digali dari nilai-nilai 

luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintah desa. Adapun 

visi yang hendak dicapai oleh Desa Sempu berdasarkan RPJM Desa 

Sempu Tahun 2017-2021 ialah sebagai berikut: 

“Kebersamaan dalam Membangun Demi Desa Sempu yang Lebih 

Maju” 

Pernyataan visi tersebut menggambarkan cita-cita yang ingin 

dicapai oleh Pemerintah Desa Sempu selama 6 (enam) tahun ke 

depan. Visi tersebut juga menggambarkan harapan terwujudnya 

perubahan kearah yang lebih baik bagi Desa Sempu sehingga 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.Melalui semangat 

kebersamaan, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Desa Sempu dapat berjalan sesuai 

dengan harapan. 
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2) Misi 

Adapun misi yang dirumuskan oleh Pemerintah Desa Sempu dalam 

rangka mewujudkan visi di atas ialah sebagai berikut: 

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada 

sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal; 

2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan 

pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang 

partisipatif; 

3. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam 

mewujudkan Desa Sempu yang aman, tenteran, dan damai; 

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

c. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Sempu 

Desa Sempu ditinjau dari kedudukan geografisnya terletak pada 

posisi 7o 31’0” Lintang Selatan dan 111o 54’0” Bujur Timur. Topografi 

ketinggian  desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 724m di 

atas permukaan laut. Curah hujan di Desa Sempu selama tahun 2016 

menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo 

tahun 2016 mencapai 2000 sampai dengan 3000 mm3. 

Secara administratif, Desa Sempu terletak di wilayah Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah 

desa-desa tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tileng 

Kecamatan Dagangan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Suluk 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.Di sisi selatan berbatasan 

dengan Desa Ngrogung sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa 

Ngebel. 



72 
 

Jarak tempuh Desa Sempu ke ibu kota kecamatan (Kecamatan 

Ngebel) adalah empat kilometer. Jarak ini dapat ditempuh dengan 

waktu sekitar sepuluh menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. 

Sementara itu, jarak tempuh dari Desa Sempu ke ibu kota kabupaten 

lebih kurang dua puluh lima kilo meter dan dapat ditempuh dengan 

waktu tiga puluh hingga empat puluh lima menit. 

d. Gambaran Kependudukan Desa Sempu 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Sempu tahun 

2016, jumlah penduduk Desa Sempu terdiri dari 554 keluarga dengan 

jumlah total penduduk 1.738 jiwa. Jumlah total ini terdiri dari 864 

penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 874 sisanya adalah perempuan. 

Adapu rincian data penduduk Desa Sempu dijabarkan dalam tabel di 

bawah ini: 

Tabel 2 

  Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No 
Usia 

(dalam 

tahun) 

LK PR Jumlah % 

1 0-4 62 59 121 6,96 

2 5-9 45 62 107 6,16 

3 10-14 59 63 122 7,02 

4 15-19 58 60 118 6,79 

5 20-24 57 61 118 6,79 

6 25-29 51 55 106 6,10 

7 30-34 54 56 110 6,33 

8 35-39 54 54 108 6,21 

9 40-44 51 58 109 6,27 

10 45-49 50 65 115 6,62 

11 50-54 52 54 106 6,10 
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No 
Usia 

(dalam 

tahun) 

LK PR Jumlah % 

12 55-58 54 50 104 5,98 

13 >59 198 196 394 22,67 

Jumlah Total 845 893 1738 100 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sempu Tahun 

2017-2022), 2018. 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa penduduk usia 

produktif yaitu 20-49 tahun di Desa Sempu berjumlah sekitar 666 orang 

atau hampir 38,32%. Jumlah penduduk produktif yang cukup besar ini 

mengindikasikan bahwa Desa Sempu memiliki potensi sumber daya 

manusia yang besar untuk pembangunan desa.Selain itu, hal ini juga 

merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif. 

Meskipun memiliki kuantitas SDM yang cukup besar, tingkat 

kemiskinan di Desa Sempu sendiri masih tergolong tinggi.Dari total 

554 KK (Kartu Keluarga) di atas, sebanyak 117 KK di antaranya 

tercatat sebagai keluarga pra sejahtera.Sementara itu, sebanyak 256 KK 

tercatat sebagai Keluarga Sejahtera I dan 181 KK tercatat sebagai 

Keluarga Sejahtera II. Jika keluarga pra sejahtera dan Keluarga 

Sejahtera I digolongkan sebagai keluarga miskin, dengan demikian 

lebih dari 67,33% dari jumlah KK di Desa Sempu adalah keluarga 

miskin. 

e. Gambaran Kelembagaan Desa Sempu 

Struktur pemerintahan Desa Sempu dalam penyusunan organisasi 

dan tata kerja pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Daerah 
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(Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur organisasi dan 

tata kerja Pemerintah Desa Sempu telah tercantum dalam dokumen desa 

seperti LPPD dan juga terpasang di dalam ruangan Kantor Desa Sempu. 

Berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa 

Sempu 

 

Gambar 5: Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  

 Sempu 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJM Desa Sempu 

Tahun 2017-2022), 2018. 

 

Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Berikut ini adalah 

susunan organisasi pejabat Pemerintah Desa Sempu: 
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Tabel 3 

Nama Pejabat Pemerintah Desa Sempu 

 

No Nama Jabatan 

1 Fikso Rubianto Kepala Desa Sempu 

2 Mujiono Sekretaris Desa Sempu 

3 Sunarto Kamituwo Seglagah 

4 Marsono Kamituwo Sempu 

5 Aris Tahan Wiyono Kamituwo Ngepel 

6 Mukayin Kamituwo Segadung 

7 Triyono Kaur Keuangan 

8 Indah Purwati Kaur Kesra 

9 Mariyadi Kebayan Segadung 

10 Hariyono Sambong 

11 Suratno Modin 

12 Kusnanto Kebayan Ngepel 

13 Mukaris Jogoboyo Ngepel 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJM Desa Sempu 

Tahun 2017-2022), 2018. 

 

Tabel 4 

Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sempu 

No Nama Jabatan 

1 Muryono Ketua 

2 Pujiono Wakil Ketua 

3 Pardo Sekretaris 

4 Murna Susanto Anggota 

5 Suroso Anggota 

6 Arif Januari Anggota 

7 Dicky Kurniawan Anggota 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJM Desa Sempu 

Tahun 2017-2022), 2018. 

 

Tabel 5 

Nama Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa 

Sempu 

 

No Nama Jabatan 

1 Rustin Ketua 

2 Riadi Wakil Ketua 

3 Ali Mansyur Sekretaris 

4 Sudarto Bendahara 

5 Suratun Seksi Perpus 
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No Nama Jabatan 

6 Nasikun Seksi Linmas 

7 Yuli Purwati Seksi Kesehatan 

8 Suroto Seksi Seni dan Olahraga 

9 1lham Suharno Seksi Agama 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJM Desa Sempu 

Tahun 2017-2022), 2018. 

 

 

B. Penyajian Data 

1. Proses Inovasi dalam Siskeudes 

Aplikasi Siskeudes tidaklah muncul begitu saja melainkan telah 

melalui serangkaian proses sebagaimana sebuah inovasi pada umumnya. 

Inovasi muncul dari adanya suatu permasalahan yang kemudian 

menstimilus seorang individu maupun sebuah organisasi untuk 

memecahkannya. Dengan kata lain, sebelum terwujudnya sebuah inovasi, 

pasti diawali dengan upaya penemuan ide. Meskipun demikian, inovasi 

bukan berarti harus membuat sesuatu yang baru, melainkan juga bisa 

ditempuh dengan cara melakukan adopsi terhadap apa yang sebelumnya 

telah ada, tentunya dengan memberikan pembaharuan tertentu. Setelah 

kedua proses itu terpenuhi, barulah sebuah inovasi dapat 

diimplementasikan untuk melihat sejauhmana manfaatnya. Berikut adalah 

tampilan utama aplikasi Siskeudes: 
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Gambar 6: Tampilan Utama Aplikasi Siskeudes 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Aplikasi Siskeudes 2018 Simulasi), 

2018 

 

Gambar di atas merupakan tampilan depan aplikasi Siskeudes ketika 

user atau pengguna pertama kali masuk. Sebelum dapat 

mengoperasikannya, pengguna terlebih dahulu harus memasukkan 

username dan password yang setiap desa berbeda dan sifatnya rahasia. 

Untuk pengguna maupun masyarakat awam yang ingin mengetahui 

bagaimana aplikasi ini sebenranya dan untuk sarana belajar, BPKP telah 

mengeluarkan aplikasi Siskeudes ini dalam bentuk simulasi. Seperti halnya 

peneliti yang memperoleh aplikasi tersebut dari Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan DesaKabupaten Ponorogo.  
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Adapun rangkaian proses inovasi dalam Siskeudes dapat dilihat melalui 

flowchart berikut: 

 

Gambar 7: Flowchart Proses Inovasi dalam Siskeudes di Desa Sempu 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan Kepala 

Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kabupaten Ponorogo 

dan Perangkat serta Operator Siskeudes Desa Sempu), 2018 

 

Bagan arus tersebut merupakan gambaran mengenai proses inovasi 

yang terjadi dalam Siskeudes di Desa Sempu Kecamatan Ngebel 

Kabupaten Ponorogo. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masing-

masing tahapan dalam proses inovasi tersebut, peneliti telah menyajikan 

data yang relevan yang bersumber dari hasil wawancara. Berikut adalah 

penyajian data terkait dengan proses inovasi dalam Siskeudes di Desa 

Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yang merupakan fokus 

pertama dari penelitian ini: 

a. Penemuan Ide 

Proses penemuan ide dalam Siskeudes diawali dengan 

dikembangkannya aplikasi tata kelola keuangan desa ini oleh 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu proyek 

percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi ini 

kemudian diimplementasikan untuk pertama kalidi lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015.Berangkat dari 

Penemuan 
Ide

↓

BPKP

Adopsi

↓

BPKP dan 
Dinas PMD

Implementasi

↓

Pemerintah 
Desa Sempu
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kesuksesan implementasinya, pengembangan aplikasi ini selanjutnya 

dipercayakan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 

Penyelenggaran Keuangan Daerah setelah melalui tahapan Quality 

Assurance (QA) oleh Tim yang telah ditunjuk. Setelah itu, sejak tanggal 

13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan desa ini telah ditangani 

sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta. 

1) Identifikasi masalah 

Terkait dengan penemuan aplikasi Siskeudes,terdapat 

permasalahan yang melatar belakangi penemuan aplikasi Siskeudes ini. 

Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby 

Aji Antony ketika diwawanarai peneliti pada 29 Januari 2018 di 

ruangannya menjelaskan bahwa: 

“Siskeudes itu kan awalnya dikembangkan oleh BPKP. Awal-

awalnya ada Siskeudes itu karena adanya dana dari pemerintah 

pusat turun ke pemerintah desa. BPKP beranggapan bahwa 

pengelolaan keuangan desa itu, khususnya untuk 

penatausahaannya diperlukan satu aplikasi yang sifatnya satu 

Indonesia itu sama.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa awal 

mula dikembangkannya aplikasi Siskeudes ini ialah karena adanya 

program Dana Desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke 

pemerintah desa melalui APBD Kabupaten. Untuk mengantisipasi 
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besarnya dana yang diterima pemerintah desa tersebut rupanya telah 

mendorong BPKP untuk menciptakan sebuah aplikasi yang mampu 

mengelola keuangan desa dengan format yang sama di seluruh 

Indonesia. Dengan berlandaskan pada Permendagri Nomor 113 tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP kemudian 

menterjemahkan aturan tersebut ke dalam sebuah aplikasi yang 

diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola 

keuangannya dengan baik dan tidak menyalahi peraturan yang ada. 

2) Pengumpulan informasi 

Setelah masalah teridentifikasi, yaitu untuk mengantisipasi 

turunnya Dana Desa yang besar, selanjutnya ialah mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat ide atau gagasan 

tersebut. Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby 

Aji Antony menuturkan: 

“Kalau masalah itu sebenarnya saya juga kurang paham, karena 

yang mengembangkan BPKP secara langsung. Tapi saya rasa 

BPKP juga tidak langsung menyetujui itu kalau tidak ada 

infomasi yang cukup. Artinya informasi itu diperoleh ya dengan 

menangkap keluhan-keluhan pemerintah desa terkait pengelolaan 

keuangan desa. Dan juga kan sudah banyak contoh kasusnya 

kalau banyak terjadi penyelewengan dana di pemerintahan yang 

dikhawatirkan akan merembet ke pemerintah desa.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses 

pengumpulan informasi ini dilakukan dengan menangkap keluhan-
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keluhan dari pemerintah desa yang mengalami permasalahan dalam 

pengelolaan keuangan desa. Selain itu, informasi tentang banyaknya 

kasus korupsi yang terjadi pada lingkup pemerintah daerah juga 

semakin mendorong BPKP untuk memantapkan penemuan tersebut. 

Hal itu bertujuan untuk menghindari kejadian serupa juga terjadi di 

level pemerintah desa yang sekarang ini telah memiliki otonomi yang 

besar. 

c) Interpretasi 

Yang dimaksud dengan interpretasi disini adalah pemberian kesan 

atau pandangan terhadap penemuan aplikasi Siskeudes. Dala hal ini, 

Bapak Bony Aji Antony selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo 

menyatakan: 

“Ya dengan adanya temuan tersebut setelah mengetahui 

manfaatnya apa, dan lagi pula tujuannya juga baik, tentu saja 

banyak yang mendukung. Mulai dari presiden, Kemendagri, 

Kemenkeu,termasuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri 

juga sangat mendukung itu. Kan sudah sesuai dengan 

Permendagri 113 Tahun 2014, artinya sudah pas lah. Kalau ada 

aplikasi yang bisa memudahkan kita, kenapa tidak?” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Dari pernyataan tersebut, tergambar bahwa interpretasi terhadap 

penemuan aplikasi Siskeudes tersebut telah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

berarti bahwa aplikasi tersebut tidak menyalahi aturan sama sekali. 

Dengan adanya dukungan dari presiden, Kementerian Dalam Negeri, 
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dan Kementerian Keuangan, bahkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

sendiri, penemuan tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu 

pernyataan sikap organisasi terhadap temuan ide tersebut. 

d) Pernyataan sikap organisasi terhadap temuan ide 

Setelah interpretasi terhadap temuan ide terlampaui, langkah 

terakhir dalam proses penemuan ide ini ialah dengan memunculkan 

pernyataan sikap dari organisasi terhadap temun ide tersebut. Dalam hal 

ini, Bapak Bony Aji Antony selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset 

Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Ponorogo 

kembali menjelaskan: 

“Sudah jelas. Pernyataan sikap BPKP Pusat menyetujui temuan 

dari BPKP Sulawesi Barat itu. Bahkan presiden, Kemendagri, 

Kemenkeu, Kemendes juga mendukung penuh. Karena ini 

niatnya baik, memudahkan pemerintah desa dan sekaligus 

mencegah penyelewengan penggunaan dana, ya memang harus 

didukung. Jadi Siskeudes bisa diakses oleh Kemendagri, 

Kementerian Desa, pemerintah kabupaten maupun pemerintah 

desa dengan bahasa program yang satu, begitu. Kalau tidak begitu 

ya, yang rugi kan negara sendiri.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018. 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa 

pernyataan sikap terhadap penemuan Siskeudes tersebut sudah sangat 

jelas, yaitu didukung oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Dengan 

deminian, temuan ide ini dapat dilanjutkan untuk dikembangkan 

menjadi bentuk yang lebih matang lagi sebelum didistribusikan ke desa-

desa. Tujuan dari pengembangan satu aplikasi yang dipakai untuk 

seluruh Indonesia ini ialah selain untuk memudahkan pekerjaan 
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pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa juga agar dapat 

diakses oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, 

pemerintah kabupaten dan pemerintah desa itu sendiri. Dengan kata 

lain, BPKP menghendaki pelaporan keuangan dari pemerintah desa, 

baik hasil maupun tampilannya, bisa sama atau sinkron dengan 

pemerintah pusat. Hal ini tidak hanya berlaku di Ponorogo saja namun 

juga diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia agar seluruhnya 

memiliki format penatausahaan keuangan desa yang sama atau 

seragam. 

b. Adopsi 

Proses selanjutnya dalam inovasi pengembangan aplikasi 

Siskeudes ialah proses adopsi. Dalam proses adopsi, ini memuat dua 

aktivitas utama yaitu menyampaikan inovasi kepada pihak lain 

(sosialisasi) dan adanya masukan untuk perbaikan inovasi (modifikasi). 

Di bawah ini akan disajikan data wawancara terkait masing-masing 

aktivitas tersebut. 

1) Sosialisasi 

Dari sisi sosialisasinya, Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten 

Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony mengaku mendapatkan respon 

beragam dari pihak pemerintah desa ketika pertama kali 

memperkenalkan Siskeudes. Beragamnya respon yang diterimanya ini 
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dikarenakan ada berbagai alasan tersendiri dari pihak pemerintah desa. 

Dalam kesempatan tersebut, ayah dari dua orang putra ini menjelaskan: 

“Ketika sosialisasi kita meemui respon beragam.Ada yang 

mendukung ada yang menolak. Yang menolak, itu biasanya 

(beralasan) kalau memakai aplikasi ini kan pereintah desa dibatasi 

(gerak-geriknya). Artinya, kalau mau membuat penatausahaan ya 

harus sesuai koridor peraturan perundangan. Katakanlah kalau 

kita mau mencairkan uang, itu kan ada prasyaratnya sesuai 

dengan standar aplikasi ini. Kalau dulu (sebelum memakai 

aplikasi) pemerintah desa mau mencairkan uang tinggal datang ke 

bank langsung cair, jadi tingkat kontrolnya sulit.Yang menolak itu 

biasanya, orang yang cenderung ingin menyalahgunakan 

keuangan.” 

Sumber: Data Primer Hasil Peneliian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pada masa awal 

sosialisasi aplikasi Siskeudes sempat mengalami penolakan dari 

beberapa pemerintah desa. Penggunaan sistem yang baku dan pakem 

disinyalir membuat pemerintah desa yang bersangkutan merasa kurang 

leluasa dalam mengelola keuangan desanya. Hal ini dikarenakan 

aplikasi Siskeudes murni merupakan turunan dari Permendagri 

113/2014, yang artinya akan sangat mempersempit celah bagi oknum-

oknum pemerintah desa untuk melakukan kecurangan. 

2) Modifikasi 

Terkait modifikasi aplikasi, Kepala Seksi Keuangan dan Asset 

Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) 

Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony memberikan penuturan 

sebagai berikut: 
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“Tidak ada modifikasi.Karena pada dasarnya memang dari BPKP 

aplikasi ini tidak boleh dimodifikasi oleh pemerintah kabupaten 

maupun desa. Jadi BPKP kan membuat aplikasi ini berdasarkan 

Permendagri 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disitu 

bahasa di Permendagri oleh BPKP diterjemahkan dalam bentuk 

aplikasi. Jadi kita tidak bisa modifikasi itu, kalau dimodifikasi 

nanti tidak bisa digunakan di tempat lain.Tetapi, dari BPKP 

sendiri selalu mengeluarkan versi baru setiap tahun, jadi yang 

memodifikasi ya BPKP sendiri.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Jadi jelas, bahwa disini baik pemerintah desa maupun kabupaten 

tidak memiliki hak untuk memodifikasi aplikasi ini secara sepihak.Hal 

ini dikarenakan, aplikasi besutan BPKP ini sudah meiliki bentuk yang 

pakem dan tidak bisa diubah oleh sembarang pihak agar dapat berfungsi 

sama di pemerintahan desa manapun di Indonesia. Meskipun demikian, 

bukan berarti bahwa Siskeudes tidak mengalami modifikasi sama 

sekali. Setiap tahun BPKP mengeluarkan versi baru Siskeudes dengan 

selalu melakukan upgrading sistem untuk meningkatkan kinerja 

aplikasi sekaligus meminimalisir kelemahannya. 

c. Implementasi 

Setelah terpenuhinya proses penemuan ide dan adopsi, langkah 

selanjutnya ialah implementasi. Adapun aktivitas yang dilakukan pada 

tahap ini ialah pengumpulan sumber daya, penempatan personel, 

pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi dan monitoring. Di sisi lain 

juga tidak dapat dipungkiri jika tahapan implementasi berbagai program 

pemerintah selalu diiringi dengan berbagai faktor pendukung dan 

penghambat, tidak terkecuali implementasi aplikasi Siskeudes ini.  
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1) Pengumpulan sumber daya 

Pengumpulan sumber daya disini dimaksudkan dengan menunjuk 

bendahara desa sebagai pihak yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes. 

Idealnya, aplikasi Siskeudes memang menjadi tugas bendahara desa 

selaku pihak yang bertanggungjawab atas pencatatan pendapatan dan 

pengeluaran desa. Namun, bagi desa yang sumber daya bendaharanya 

kurang berkompeten, diberikan kebebasan untuk melakukan diskresi 

dengan menunjuk seseorang diluar perangkat desa yang mampu 

menjadi operator Siskeudes. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala 

Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (Dinas PMD) Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony, 

yaitu: 

“ Bagi desa-desa yang sumber daya manusianya kurang, kita 

memperbolehkan mengangkat tenaga administrasi selain dari 

perangkat yang dinilai memiliki kapasitas terutama dalam 

mengoperasikan komputer untuk menjadi operator Siskeudes. Itu 

langkah kita. Ini berlaku bukan hanya bagi desa yang memiliki 

masalah terkait kualitas SDM, namun juga bagi mereka yang 

kuantitasnya masih kurang. Jadi kita perlu mengangkat orang luar 

untuk membantu mengelola Siskeudes.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Melalui pengangkatan tenaga operator untuk mengoperasikan 

Siskeudes, masalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia tersebut 

dapat teratasi. Meskipun idealnya, Siskeudes seharusnya dioperasikan 

oleh bendahara desa sebagai aktor yang berperan mengelola keuangan 

desa. Namun dikarenakan permasalahan kapasitas sumber daya manusia 
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yang belum mumpuni tadi, pengangkatan seorang operator Siskeudes di 

luar perangkat desa dinilai menjadi solusi yang paling tepat untuk saat 

ini. 

2) Penempatan personel 

Penempatan personel disini berkaitan dengan peletakan setiap 

orang pada bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan keahlian serta 

tugas dan tanggungjawabnya. Dalam proses inovasi ini, penempatan 

personel menurut pendapat Bapak Bony Aji Antony selaku Kepala 

Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Ponorogo ialah sebagai berikut: 

“Dalam hal penemuan Siskeudes ini? Ya pertama dari BPKP 

sendiri yang bertindak sebagai pengembang. Lalu dari pemerintah 

pusat mulai dari presiden ke kemeterian-kementerian itu 

istilahnya apa ya, ya bisa pengawas bisa pembina juga. Nah kalau 

pemerintah desa sendiri itu sebagai eksekutor atau pelaksana di 

lapangan. Kalau terkait pelaksanaan Siskeudes di desa sendiri 

penempatan personilnya ya yang pertama Kepala Desa sebagai 

pelaksana pembangunan desa, Sekretaris sebagai koordinator, 

Bendahara sebagai penatausaha atau yang mengoperasikan 

Siskeuedes. Nah kalau bendaharanya tidak bisa komputer ya 

terpaksa ditangani operator.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa masing-

masing stakeholder memiliki perannya masing-masing dalam proses 

inovasi Siskeudes. Sementara itu, penempatan personel pada tataran 

pemerintah desa tentu saja lebih teknis dalam pengelolaan keuangan 

desa itu sendiri. Untuk personel yang menempati posisi sebagai 

pengendali Siskeudes, sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa 
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itu merupakan tugas bendahara atau operator (jika bendahara kurang 

berkompeten). 

3) Pelatihan dan Pendampingan 

Pelatihan dan pendampingan disini dimaksudkan untuk 

membekali para bendahara dan operator sebagai pelaksana Siskeudes di 

lapangan agar mereka dapat mengoperasikan Siskeudes dengan baik. 

Terkait hal ini, Bapak Boby Aji Antony selaku Kepala Seksi Keuangan 

dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten 

Ponorogo menuturkan: 

“Pelatihan dan pendampingan itu sangat perlu. Pada awal 

munculnya Siskeudes ini kan mereka belum kenal sama sekali 

dengan aplikasi ini. Yang dulunya memakai manual sekarang 

menggunakan sistem yang sudah otomatis, tentu saja harus ada 

pelatihan dan pendampingan dari Dinas PMD. Kita sendiri juga 

telah melakukan diklat Siskeudes dan tidak dipungkiri memang 

masih banyak yang kesulitan. Maka dari itu lah ada tim 

pendamping dari kecamatan yang bertugas mendampingi desa 

dalam pengoperasian Siskeudes. Selain itu kita juga setiap 

muncul versi baru dari Siskeudes juga melakukan sosialisasi ke 

pemerintah desa. Ya meskipun terkadang tidak terdapat 

perubahan yang terlalu signifikan.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tergambar bahwa dalam 

penerapan Siskeudes di pemerintahan desa di Kabupeten Ponorogo, 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berperan sebagai 

penyelenggara pelatihan Siskeudes. Setiap tahun juga ketika muncul 

versi baru Siskeudes yang diluncurkan BPKP, pihak Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan sosialisasi 
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kepada perwakilan dari masing-masing pemerintah desa, entah itu 

bendahara, operator atau pendamping. Dalam forum sosialisasi tersebut 

juga sekaligus menjadi sarana monitoring dari pihak Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ketika menjumpai adanya 

kesalahan yang dilakukan oleh operator dalam menginput data ke dalam 

aplikasi Siskeudes.  

4) Monitoring dan evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memantau 

pelaksanaan Siskeudes oleh pemerintah desa sehingga dalam 

pelaksanaanya dapat berjalan sesuai koridor yang ada. Sementara itu, 

evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangannya 

menggunakan aplikasi Siskeudes. Terkait hal ini, Bapak Boby Aji 

Antony selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Ponorogo memberikan 

penjelasan: 

“Itu sudah pasti lah, Mbak. Monitoring itu sangat perlu, gunanya 

untuk memantau penerapan Siskeudes sudah sesuai atau belum, 

operatornya paham atau tidak, atau masih keliru menginputnya 

seperti itu. Kita bisa mementau itu lewat laporan keuangannya. 

Sebelum itu juga kan lewat kecamatan dulu, jadi kecamatan juga 

memonitor. Kalau masih ada kesalahan nanti akan dikembalikan 

ke desa lagi untuk dibenahi. Nah, kalau evaluasi, selama ini kita 

di forum sosialisasi pun juga sekalian melakukan evaluasi. 

Misalnya ada desa yang masih salah laporannya ya kita 

sampaikan  di  situ.  Inspektorat  pun  juga  melakukan monitoring  
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dan evaluasi ini, tapi lebih luas mencakup kegiatan desa secara 

keseluruhan, bukan hanya Siskeudes saja.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses 

monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi Siskeudes dilakukan oleh 

pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kecamatan, dan 

inspektorat kabupaten. Monitoring tersebut dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan yang mungkin dilakukan dalam mengelola 

keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Sementara itu evaluasi 

diperlukan untuk menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah desa 

agar kedepannya tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat 

memperbaiki kinerjanya. 

5) Faktor pendukung 

Terkait faktor pendukung implementasi Siskeudes, Kepala Seksi 

Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(Dinas PMD) Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony 

menuturkan: 

“Faktor pendukung itu yang jelas pemerintah desa beranggapan 

bahwa uang yang mereka kelola besar dan mereka butuh aplikasi, 

itu yang pertama.Kedua, pemerintah pusat mewajibkan 

pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk menggunakan 

aplikasi ini.Tahun 2017 bagi pemerintah desa yang masih 

menggunakan aplikasi dari pihak ketiga, mulai tahun 2018 ini 

diwajibkan untuk memakai Siskeudes.Jadi biar penatausahaannya 

satu.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa paling 

tidak ada dua faktor pendukung implementasi Siskeudes. Pertama, 

adanya kebutuhan dari pihak pemerintah desa sendiri untuk memiliki 

aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan mereka dalam mengelola 

keuangan yang jumlahnya cukup besar. Kedua, selain memang 

dibutuhkan oleh pemerintah desa, penggunaan aplikasi Siskeudes ini 

sifatnya wajib yang diamanatkan oleh pemerintah pusat kepada 

pemerintah desa. Dengan demikian dapat disimpulkan, implementasi 

Siskeudes ini didorong oleh dua alasan utama, yaitu kebutuhan dan 

kewajiban. 

Selain itu, Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten 

Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony menambahkan adanya faktor 

pendukung lain yang berasal dari dalam aplikasi Siskeudes itu sendiri, 

yaitu: 

 “Faktor pendukung yang lain juga sebenarnya didukung dengan 

keunggulan Siskeudes sendiri dibanding aplikasi lain. Yang 

pertama gratis. Ya karena aplikasi ini tidak dipungut biaya, yang 

mengembangkankanBPKP, pemerintah desa yang memakai ini 

tidak dipungut biaya. Ada beberapa teman kabupaten yang di 

tahun 2016 awal itu juga mengembangkan aplikasi serupa itu kan 

beli, setiap desa rata-rata mengeluarkan tiga sampai lima juta 

untuk satu tahun. Yang kedua, yang membuat aplikasi ini 

kanBPKP, yangmerupakan unsur pengawas yang diakui oleh 

negara. Jadi kalau aplikasinya yang mengeluarkan BPKP kan 

nanti hasilnya isyaallah sesuai standar.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. 

Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 
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Sampai disini peneliti memperoleh gambaran bahwa penerapan 

aplikasi Siskeudes ini juga didukung oleh keunggulan aplikasi itu 

sendiri. sisi efisiensi waktu dan tenaga, seperti yang diungkapkan. 

Pertama, aplikasi Siskeudes ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi 

seluruh pemerintah desa di Indonesia, yang tentunya tidak membebani 

APBD Desa Sempu juga. Kedua, aplikasi ini dikembangkan oleh BPKP 

yang merupakan unsur pengawas keuangan dan pembangunan yang 

resmi, artinya aplikasi yang dikembangkan oleh mereka ini 

akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai standar yang 

ada. 

6) Faktor penghambat 

Sementara itu, implementasi Siskeudes juga tidak terlepas dari 

faktor yang dinilai menghambat pelaksanaannya. Artinya, penerapan 

Siskeudes di pemerintah desa tidak serta merta berjalan dengan mulus 

melainkan juga menemui berbagai faktor penghambat. Dalam hal ini, 

Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby 

Aji Antony memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Faktor penghambatnya yang pertama menurut saya, Permendagri 

113 itu kurang bisa diimplementasikan di lapangan.Terlalu 

saklek. Jadi di Permendagri 113 itu model penatausahaannya desa 

dianggap seperti kota. Desa tidak memiliki kesempatan misalnya 

kalau kita itu biasanya ada uang dulu baru beli. Tapi kalau 

modelnya  Permendagri  113  ini  kan  barang  datang  dulu  baru  
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dibayar. Ya model-model pembelanjaan seperti itu kalau di desa 

belum terlalau familiar.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Faktor penghambat yang pertama menurut penjelasan tersebut 

berasal dari dalam peraturan yang menjadi landasan penerapan aplikasi 

Siskeudes itu sendiri. Di sini Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten 

Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony beranggapan bahwa model-model 

transaksi keuangan yang ada di Permendagri 113 tahun 2014 kurang 

dapat diimplementasikan di wilayah perdesaan. Hal ini dikarenakan 

budaya masayarakat desa yang terbiasa membayar terlebih dahulu 

untuk memperoleh barang.Artinya, model pembiayaan dengan 

mendatangkan barang terlebih dahulu baru kemudian uang dapat 

dicairkan dan bisa membayar tersebut lebih familiar dengan kebiasaan 

masyarakat perkotaan. Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah 

desa tidak dapat menyesuaikan diri sama sekali dengan aturan tersebut. 

Adanya peraturan tersebut membuat pemerintah desa mau tidak mau 

harus mempelajari model-model transaksi dalam setiap kegiatan 

pengelolaan keuangan desa agar dapat beradaptasi dengan baik. 

Selain faktor penghambat tersebut, masih ada faktor lain yang 

juga turut menghambat implementasi aplikasi Siskeudes di Ponorogo. 

Faktor tersebut merupakan faktor yang selama ini selalu menjadi 

momok bagi pemerintahan terutama pemerintah desa. Faktor tersebut 
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tidak lain adalah masalah kapasitas sumber daya manusia, dalam hal ini 

ialah perangkat desa atau orang yang menjadi operator aplikasi 

Siskeudes itu sendiri. Terkait hal ini, Kepala Seksi Keuangan dan Asset 

Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) 

Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony menceritakan: 

“(faktor penghambat) Yang kedua adalah masalah sumber daya 

manusia. Kalau di Ponorogo itu perangkat desa yang bisa 

mengoperasikan komputer rata-rata paling banter hanya satu atau 

dua orang. Dan yang sudah bisa komputer itu pun biasanya selain 

mengoperasikan Siskeudes juga mengelola administrasi lain satu 

desa. Itu kelemahan kita.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 

 

Permasalahan sumber daya manusia sedari dulu nampaknya selalu 

menjadi masalah yang tidak kunjung tuntas, terlebih di lingkungan 

pemerintah desa tak terkecuali Pemerintah Desa Sempu.Selaras dengan 

pernyataan Kepala Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten 

Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony tersebut, Sekretaris Desa Sempu 

juga mengakui bahwa SDM yang ada di pemerintahan Desa Sempu 

masih sangat minim untuk mengoperasikan Siskeudes. Berikut 

pernyataan penanggung jawab (Pj) Sekretaris Desa Sempu, Bapak 

Sunarto: 

“Dengan  adanya Siskeudes ini sangat membantu kami khususnya 

di desa  dengan  terbatasnya SDM kami.  Nggak semua  perangkat 

bisa  mengakses  ke  Siskeudes. Kalau  bagi saya  sendiri itu  

super  mulek  dan  saya  tidak paham. Makanya kemarin hasil dari  

musyawarah   kita   menetapkan  atas  nama Mas  Rio itu  sebagai  
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operatornya desa. Dengan didikung skill dan kemampuan dia di 

bidang itu.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pj. 

Sekretaris Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pj. Sekretaris Desa Sempu, 

Bapak Sunarto sendiri telah mengakui bahwa sumber daya yang 

dimiliki pemerintah desa Sempu untuk mengoperasikan operator masih 

sangat minim. Bahkan ia juga mengaku kesulitan dalam 

mengoperasikan aplikasi tersebut. Namun pihaknya merasa sangat 

terbantu dengan kehadiran operator Siskeudes yang mampu 

mengoperasikan Siskeudes dengan baik.  

Terdapat satu lagi faktor penghambat dalam penerapan aplikasi 

Siskeudes ini. Hal tersebut terkait dengan sumber daya jaringan yang 

masih belum memadai. Berikut adalah penjelasan Bapak Boby Aji 

Antony selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 

“Aplikasi ini sementara memang masih offline. Bisa sebenarnya kita 

online-kan tapi sumberdaya di desa utamanya sumberdaya jaringan 

di Kabupaten Ponorogo itu masih belum mampu.60% (enam puluh 

persen) persen internet memang sudah masuk, namun utuk wilayah 

pegunungan seperti Ngebel, Sooko, Ngrayun untuk internet itu 

masih sulit.Untuk saat ini kita masih offline.Jadi desa menyetor data 

penatausahaan ke kecamatan, kecamatan ke kita.Kalau online 

sebenarnya bisa langsung.Tahun ini di 2018 kita sedang 

merencanakan untuk membangun infrastruktur agar bisa online 

semua.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD 

Kabupaten Ponorogo, 9 Januari 2018), 2018 
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Dari sini dapat diketahui bahwa sumber daya jaringan juga masih 

menjadi faktor penghambat. Daerah yang posisinya berada di 

pegunungan seperti wilayah Kecamatan Ngebel, Sooko dan Ngrayun 

masih sangat sulit memperoleh internet. Meskipun sebenarnya di Desa 

Sempu sendiri telah memiliki perangkat wifi. Keadaan yang masih 

offline tersebut membuat data-data yang ada di dalam aplikasi apabila 

akan dikirim ke kecamatan atau kabupaten tetap lewat flashdisk atau 

dalam bentuk hard copy.  

Meskipun demikian, operator Desa Sempu, Fatmario justru lebih 

memilih fitur offline ini dengan alasan sebagai berikut: 

“Ya bisa sih sebenarnya kalau mau di-online-kan. Tapi kalau saya 

pribadi lebih suka offlinesoalnya tidak akan merepotkan saat 

menginput data karena kondisi jaringan internet di Desa Sempu 

sendiri yang kurang mendukung. Di kantor desa memang ada 

wifi, tapi kan saya juga ada kegiatan lain, jadi ya bisa 

mengerjakan dimana saja, tidak harus di kantor desa.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018), 2018 

 

Pernyataan tersebut juga senada dengan Pj. Sekretaris Desa 

Sempu, Bapak Sunarto yang kurang setuju kalau aplikasi Siskeudes 

diperasikan secara online: 

“Wah ya memang harus offline, tidak bisa kalau online. Kan ini 

dokumen desa, jadi ya cuma desa, kecamatan, dan kabupaten 

yang tau. Masyarakat secara luas tidak boleh mengotak-atik. 

Kalau online dikhawatirkan seperti itu, nanti malah kacau 

semuanya.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pj. 

Sekretaris Desa Sempu, 20 Januari 2018), 2018 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pj. Sekretaris Desa Sempu, 

Bapak Sunarto memandang makna online disini berarti data-data desa 



97 
 

dalam aplikasi Siskeudes dapat diakses oleh khalayak umum. Persepsi ini 

keliru, sebab yang dimaksud dengan online disini adalah bahwa data atau 

laporan yang akan dikirimkan desa ke kecamatan atau ke kabupaten dapat 

langsung melalui komputer. Online disini juga dimaksudkan agar pihak 

kementerian pun dapat mengakses data-data desa secara langsung sehigga 

apabila terjadi penyelewengan dapat langsung dilacak sampai ke akarnya. 

 

2. Tahapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pengelolaan keuangan desa 

menjadi pusat perhatian pemerintah dikarenakan banyaknya gelontoran 

dana yang harus dikeluarkan negara demi terlakasananya pembangunan di 

kawasan perdesaan. Pada tahun 2018, presiden telah menetapkan besarnya 

jumlah anggaran Dana Desa lewat Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 

2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2018 sebesar Rp. 60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun 

rupiah). Jumlah yang sangat besar dan belum lagi tambahan dana dari 

Alokasi Dana Desa dan sumber-sumber penerimaan desa yang lainnya. 

Apabila pengelolaan dana desa ini tidak dikawal dengan serius, maka 

hampir dapat dipastikan pengelolaannya pun rawan penyelewengan. untuk 

itu, pemerintah melalui BPKP telah membesut satu aplikasi yang dianggap 

jitu dalam membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangannya. 
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Desa Sempu, tentunya juga tidak luput dari penerimaan Dana Desa 

maupun Alokasi Dana Desa serta sumber pendapatan yang lain. 

Berdasarkan informasi dari operator Siskeudes, Pemerintah Desa Sempu 

telah menetapkan besarnya APB Desa Sempu lewat Peraturan Desa Sempu 

Nomor 01 Tahun 2018 sebesar Rp. 1.272.998.396,00 (satu milyar dua 

ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga 

ratus sembilan puluh enam rupiah. Jumlah tersebut menurun dari total 

APB Desa sebelumnya yang mencapai RP. 1.298.825.768,00. Penurunan 

ini dikarenakan adanya kegiatan yang sudah dianggarkan namun belum 

terlaksana sehingga anggaran tersebut masuk ke dalam Silpa yang tetap 

bisa digunakan pada tahun berikutnya. Sayangnya, peneliti tidak diizinkan 

untuk memperoleh dokumen perdes APB Desa tahun 2018 tersebut dengan 

alasan belum saatnya di share ke publik dan masih dalam tahap pengajuan. 

Meskipun demikian, peneliti berhasil memperoleh dokumen garis besar 

APB Desa Desa Sempu dari Ketua BPD, Bapak Muryono. 

Adapun sumber pendapatan dan alokasi belanja dari APB Desa 

Sempu untuk tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 6 

Pendapatan Desa Sempu 

 

Sumber Pendapatan Jumlah 

Pendapatan Asli Desa Rp. 19.060.000,00 

Alokasi Dana Desa Rp. 430.461.000,00 

Dana Desa    Rp. 782.290.000,00 

Bagi Hasil Pajak     Rp. 20.854.768,00 

Hibah dan sumbangan tidak mengikat Rp.11.000.000,00 

Total             Rp. 1.298.825.768,00 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen APB Desa Sempu 

Tahun 2017), 2018 
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Tabel 7 

Belanja Desa Sempu 

 

Alokasi Belanja Jumlah 

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 371.904.000,00 

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 695.440.000,00 

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan    Rp. 91.971.768,00 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat     Rp. 89.010.000,00 

Bidang Tak Terduga Rp. 500.000,00 

Penyertaan Modal Desa Rp. 50.000.000,00 

Total Rp. 1.298.825.768,00 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen APB Desa Sempu 

Tahun 2017), 2018 

 

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ataupun pembangunan, 

Pemerintah Desa Sempu sama sekali tidak melakukan pungutan apapun 

terhadap masyarakat. Masyarakat hanya diminta untuk memberikan 

sumbangan berupa tenaga dalam bentuk kerja bakti. Berdasarkan 

keterangan salah satu warga RT 01 RW Dusun Segadung, Bapak Wijianto 

melalui pesan singkat menyatakan, “Kalau sumbangan uang tidak ada. 

Paling hanya tenaga. Itupun juga kadang ada warga yang tidak ikut kerja 

bakti.” (Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti 

dengan Warga Desa Sempu, 15 April 2018), 2018) 

Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Operator 

Siskeudes Desa Sempu, Fatmario yang memberikan konfirmasi via 

Whatsapp sebagai berikut: 

“Sama sekali tidak ada Mbak. Dana DD dan ADD murni tanpa 

ditambahi pungutan dari masyarakat. Swadaya masyarakat hanya 

berupa tenaga. Bahkan kita membelikan makanan untuk warga yang 

sudah ikut membantu kerja bakti.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan 

Operator Siskeudes Desa Sempu, 15 April 2018), 2018 
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Berdasarkan kedua keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Desa Sempu sama sekali tidak melakukan pungutan kepada 

warga karena semua biaya telah teranggarkan dalam APB Desa. Swadaya 

masyarakat disini hanya menuntut tenaga dari warga untuk membantu 

terlaksananya kegiatan ataupun pembangunan yang berjalan di Desa 

Sempu melalui kerja bakti. Bahkan pihak Pemerintah Desa Sempu juga 

memberikan makanan kepada warga yang telah memberikan tenaganya 

dalam kerja bakti tersebut. 

Besarnya dana yang harus dikelola Pemerintah Desa Sempu tersebut 

membutuhkan pengelolaan yang benar-benar baik agar akuntabilitasnya 

dapat diwujudkan. Melalui penggunaan aplikasi Siskeudes yang 

merupakan inti sari dari pengelolaan keuangan desa berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa bukan menjadi utopia belaka. Sementara itu, operator dalam 

mengoperasikan Siskeudes harus berpedoman pada Buku Kerja Sistem 

Keuangan Desa (Buker Siskeudes) yang telah dikeluarkan oleh BPKP. 

Buku kerja tersebut berfungsi sebagai panduan sekaligus untuk 

memudahkan operator dalam manjalankan aplikasi Siskeudes  sesuai 

dengan aturan yang ada. Dalam buku kerja tersebut berisi tentang 

pengetahuan mengenai Siskeudes dan cara-cara mempraktikkan 

penggunaan Siskeudes dalam satu siklus transaksi keuangan yang dapat 

terjadi dalam satu tahun anggaran pada lingkup pemerintah desa. 
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Adapun makna dari aplikasi Siskeudes menurut sudut pandang 

operator Siskeudes Desa Sempu, Fatmario ialah sebagai berikut: 

“Siskeudes adalah sistem keuangan  desa sistem yang ada untuk 

mempermudah pekerjaan yang ada di desa. Di situ menunya ada 

banyak sekali mulai dari penganggaran, penatausahaan, pembukuan 

dan bahkan yang lain-lain ada juga penyetoran pajak.Jadi siskeudes 

itu sendiri adalah aplikasi yang digunakan oleh operator desa yang 

digunakan untuk menginput data-data yang ada di penganggaran.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018), 2018 

 

Sementara itu, menurut pendapat penanggung jawab (Pj) Sekretaris 

Desa Sempu, Bapak Sunarto, ialah: 

“Siskeudes itu muncul karena adanya program Dana Desa. Terus 

dari pemerintah itu dibuat aplikasi yang namanya Siskeudes yang 

ada di seluruh desa di Indonesia.Kenapa? Karena dengan tujuan 

untuk memudahkan penatausahaan atau administrasi desa. Karena 

dengan banyaknya alokasi dana desa yang kita terima kalau tidak 

ada sistem itu pasti kita kelimpungan juga mengerjakannya. Selain 

didukung dengan SDM kita yang terbatas mungkin kalau tidak ada 

Siskeudes ribet yang pasti gitu.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Sekretaris Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, tampaklah betapa pentingnya 

keberadaan dari aplikasi Siskeudes ini untuk memudahkan pengelolaan 

keuangan desa. Bahkan Sekretaris Desa Sempu sendiri mengatakan bahwa 

pihkanya akan kebingungan apabila tidak ada aplikasi ini. Artinya, 

pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes memang jauh 

lebih praktis dalam artian tidak perlu menggunakan cara manual yang 

membutuhkan waktu lebih lama serta potensi kesalahan yang lebih besar.  

Pengelolaan keuangan desa sebelum adanya aplikasi Siskeudes ini 

sendiri masih menggunakan sistem manual yaitu menggunakan Microsoft 
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Excel dan juga pencatatan ke dalam buku kas pembantu desa yang 

merupakan tugas bendahara. Setelah adanya Siskeudes, Pemerintah Desa 

Sempu merasa sangat terbantu sebab pengelolaan keuangan desa menjadi 

lebih efisien. Meskipun demikian, Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso 

Rubianto mengaku bahwa pihaknya tidak merasa kesulitan dalam 

menggunakan sistem yang lama yaitu sistem manual. Hanya saja memang 

kurang efisien karena memakan waktu yang lebih lama. Dalam wawancara 

yang dilakukan peneliti, beliau menyampaikan: 

“Sistem sebelumnya tidak ada, ya manual. Siskeudes itu ada saat 

munculnya DD itu kok. Dulu kan ADD cuma enam puluh juta. Lha 

begitu 2014 ketika ada DD itulah muncul Siskeudes. Sebenarnya 

(ketika memakai sistem manual) juga tidak ada kendala, tapi 

manakala ada Siskeudes kan lebih enak, kita di pemerintahan juga 

pencairan itu juga enak, secara aturan juga enak, jadi sangat 

membantu sekali. Kalau dulu kendalanya ya itu, lebih lama 

mengerjakannya. Belum lagi kalau salah memasukkan data ya 

dikembalikan lagi sama dinas. Tapi sekarang sudah enak pakai 

Siskeudes, kalau salah memasukkan data bisa langsung kelihatan dan 

gampang dicari salahnya dimana.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Kepala 

Desa Sempu, 15 Januari 2018), 2018 

 

Pendapat ini sedikit sesuai dengan fakta di lapangan yang pernah 

ditemui oleh Bapak Boby Aji Antony selaku Kepala Seksi Keuangan dan 

Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Ponorogo. Ada kasus di desa lain (yang tidak bisa beliau sebutkan nama 

desanya) yang membuat kesulitan pihak dari Bapak Boby Aji Antony 

ketika membantu menemukan akar dari kesalahan penatausahaan 

keuangan di desa tersebut. Dalam kesempatan yang masih sama, Kepala 

Seksi Keuangan dan Asset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
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Desa (Dinas PMD) Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony 

menceritakan: 

“Pengalaman kita, kita pernah ke lapangan, 2015 kita kan belum 

pernah memakai aplikasi sama sekali. Pada waktu itu dana desa 

sudah masuk sekitar tiga ratus juta, itu kita mencari selisih uang lima 

ratus rupiah saja kita satu malam nggak tidur. Tapi kalau memakai 

aplikasi ini kan semuanya tertata. Jadi mulai penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, itu kan bisa memantau.” 

(Sumber: Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset 

Desa, 9 Januari 2018) 

 

Dengan mendengarkan penjelasan dari Kepala Seksi Keuangan dan 

Asset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) 

Kabupaten Ponorogo, Bapak Boby Aji Antony tersebut, didukung dengan 

ekspresi dan mimik wajah yang beliau tampilkan, peneliti dapat menerima 

gambaran betapa rumitnya pengelolaan keuangan desa menggunakan 

sistem manual apabila terjadi kesalahan. Namun dengan adanya aplikasi 

Siskeudes ini, pengelolaan keuangan desa dapat terkendali dan potensi 

terjadinya kesalahan dapat diminimalisir. Lebih dari itu, yang pasti 

aplikasi ini merupakan aplikasi resmi dari pemerintah sehingga 

kuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. 

a. Perencanaan keuangan desa 

Perencanaan keuangan desa ini merupakan tahapan paling awal 

dari siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam tahapan ini, ada dua 

proses yang ditempuh oleh pemerintah desa, yaitu proses penyusunan 

RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun penjelasan yang peneliti peroleh 

dari Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto terkait proses ini ialah 

sebagai berikut: 
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“Kalau RPJM kan lima tahun sekali, kalau RKP setahun sekali. 

Kita menyusunnya ya yang pertama dari tingkat dukuhan terlebih 

dahulu atau istilahnya musdus (musyawarah dusun). Setelah dari 

musdus kemudian dibawa ke pramusdes (pramusyawarah desa), 

lalu ke musdes dan hasilnya selanjutnya disepakati di musdes. 

Singkatnya, dari usulan dukuh-dukuh itu kan dibawa ke desa. 

Dari dukuh-dukuh itu yang prioritas mana, baru diputuskan dan 

disahkan di desa.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Sempu, 14 Januari 2018), 2018 

 

Menurut penjelasan Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto 

tersebut dapat dipahami bahwa proses penyusunan RPJM Desa maupun 

RKP Desa terlebih dahulu haruslah melalui musyawarah dusun. 

Artinya, program-program yang nantinya disepakati dalam RPJM Desa 

dan RKP Desa merupakan hasil dari penggalian gagasan dari masing-

masing dusun.Sehingga, segala program pembangunan, baik fisik 

maupun non fisik, yang nantinya akan dilaksanakan di Desa Sempu 

merupakan program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. 

Senada dengan pendapat Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso 

Rubianto, penanggung jawab (Pj) Sekretaris Desa Sempu, Bapak 

Sunarto juga memberikan penjelasan kepada peneliti ketika ditemui di 

waktu yang berbeda. Menurutnya, penggalian gagasan di tingkat 

perdukuhan itu sangat penting untuk mementukan program-program 

prioritas di tahun berikutnya.Dalam kesempatan tersebut, penanggung 

jawab (Pj) Sekretaris Desa Sempu, Bapak Sunarto menuturkan: 

“Kalau kita menyusun perencanaan kerja, RKP maupun APBDesa 

itu jelas kita gali dari mayarakat langsung.Pertama-tama dengan 

adanya musyawarah perdukuhan kita jarimg aspirasi di 

musyawarah dukuhan dan semua usul yang ada di semua dukuhan 

itu kita tampung, kita sharing bersama.Setelah itu kita adakan lagi 
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musyawarah di tingkat desa untuk menentukan titik-titik yang 

akan kita bangun selama tahun berikutnya.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawacara Peneliti dengan Pj. 

Sekretaris Desa Sempu, 20 Januari 2018), 2018 

 

Melalui penjelasan tersebut, peneliti memperoleh   gambaran 

bahwa masyarakat melalui perwakilan BPD dan lembaga 

kemasyarakatan yang lain memiliki peran penting dalam menentukan 

program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa Sempu. Untuk itulah proses penggalian gagasan dari masyarakat 

perdukuhan menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebelum 

memutuskan dan mengesahkan RPJM Desa maupun RKP Desa. 

Dengan perkataan lain, tanpa adanya usul atau gagasan dari masyarakat 

Desa Sempu, Pemerintah Desa Sempu tidak dapat memutuskan sendiri 

program-program yang akan dilaksanakan untuk kepentingan 

masyarakat Desa Sempu secara utuh. 

Berbicara megenai keterlibatan BPD dalam proses perencanaan 

ini, pendapat Kepala Desa dan Sekretaris Desa Sempu di atas 

dibenarkan oleh Ketua BPD Desa Sempu, Bapak Muryono. 

Menurutnya, BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam hal 

perencanaan karena pihaknya lah yang melakukan penjaringan aspirasi 

dari masyarakat. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

Bapak Muryono selaku Ketua BPD Desa Sempu, lelaki yang juga 

berprofesi sebagai guru SD ini memberikan penjelasan: 

“Awal pembentukannya dimulai pada bulan Desember. Di situ 

BPD beserta masyarakat mengadakan pramusbangdes. Dalam 

pramusbangdes itu BPD membentuk satu tim yang namanya tim 
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verifikasi yang terdiri dari tujuh orang. Tujuh orang itu diambil 

tiga orang dari perangkat desa kemudian tiga orang daritokoh 

masyarakat dan satuorang bisa dari anggota BPD. Setelah itu, 

tujuh orang ini melaksanakan penggalian aspirasi masyarakat ke 

dukuh-dukuh.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Ketua BPD Desa Sempu, 5 Februari 2018), 2018 

 

Pernyataan Ketua BPD Desa Sempu, Bapak Muryono tersebut 

menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan, BPD bersama-sama 

angota tim verifikasi yang lain melakukan penggalian aspirasi dari 

masyarakat per dukuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai program atau kegiatan pembangunan apa yang 

akan dijadikan prioritas di masing-masing dukuhan. Dengan perkataan 

lain, penjaringan aspirasi ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang 

akan dilaksanakan nantinya benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat 

bagi masyarakat. 

Di sisi lain, penliti juga memperoleh gambaran yang serupa 

mengenai keterlibatan masyarakat terkait dengan penjaringan aspirasi 

untuk perencanaan Desa Sempu. Bapak Rustin selaku perwakilan dari 

masyarakat yang sekaligus menjabat sebagai ketua LPM Desa Sempu 

mengaku kurang memahami terkait dengan pengelolaan keuangan desa, 

namun ia sepakat bahwa dalam musbangdes masyarakat juga 

dilibatkan. Melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bapak 

Rustin menyampaikan: 

“Kalau masalah uang itu saya kurang ngerti, lebih jelasnya ke 

pemerintah desa. Tapi kalau ada rapat atau musdes itu ya kita 

hadir, kalau sekiranya ad yang ingin disampaikan ya kita 

menyampaikan gagasan.Lihat situasi, kalau ada masalah ya kita 
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sampaikan kalau tidak ada ya cukup hadir.Selain itu kanada 

penggalian gagasan darir dukuhan, missaltahun ini mau ada 

proyek apa gitu saya menawarkan dan menanyai apa yang 

dibutuhkan di dukuh ini baik pembangunan fisik maupun 

nonfisik.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

tokoh masyarakat sekaligus Ketua LPM Desa Sempu, 16 

Februari 2018), 2018 

 

Tidak sampai disitu, tahapan dalam proses perencanaan ini juga 

dientri (dimasukkan) ke dalam aplikasi Siskeudes. Sebagai bukti bahwa 

Pemerintah Desa Sempu telah mengoperasikan Siskeudes untuk 

mengelola keuangan di desanya, yang dalam tahapan perencanaan ini 

yaitu RPJM Desa dan RKP Desa. Berkaitan dengan hal ini operator 

Siskeudes untuk Desa Sempu, Fatmario menjelaskan dengan lebih 

teknis: 

“Kalau untuk perencanaan sendiri, pastinya kan disusun RKP dan 

RPJM dulu. Jadi prosesnya itu bukan RKP dan RPJM yang 

diinput ke Siskeudes, RKP dan RPJM itu sendiri kan proses dari 

penyusunan APB Desa, ya nanti fixnya itu di APB Desa tahun 

anggaran berjalan itu. Jadi apa apa yang direncanakan di RKP 

dijadikan satu dan di-fix-kan atau di-deal-kan di APB Desa. Nah 

setelah APB Desa jadi, RAB-nya jadi, saya masukkan ke 

Siskeudes.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh operator Siskeudes 

yang akrab dengan sapaan Mas Rio itu dapat dipahami bahwa data 

RPJM Desa dan RKP Desa tidak diinput ke dalam Siskeudes, namun 

prosesnya menunggu APB Desa fix terlebih dahulu, barulah diinput ke 

dalam aplikasi Siskeudes. Artinya, keduanya adalah proses dari 

penyusunan APB Desa itu sendiri. Jadi, data yang nantinya akan diinput 
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oleh operator ke dalam aplikasi Siskeudes. Berikut adalah tampilan dari 

simulai aplikasi Siskeudes untuk tahap perencanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Tampilan Simulasi Aplikasi Siskeudes pada Menu Data 

Entri Perencanaan 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Aplikasi Siskeudes 2018 

Simulasi), 2018 

 

Gambar di atas adalah tampilan dari menu perencanaan dalam 

aplikasi Siskeudes.Menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Desa yang telah dituangkan 

dalam RPJMDesa.Sementara itu menu RPJM Desa digunakan untuk 

memasukkan data RPJM Desa dan RKP Desa. Data yang dientri ke 

dalamnya termasuk pagu indikatif dari masing-masing kegiatan yang 

akan diadakan setiap tahun RKP Desa. 

b. Penganggaran 

Tahap kedua dalam pengelolaan keuangan desa ialah 

penganggaran. Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses 

penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran 

Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam 
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proses penganggarannya. APB Desa merupakan rencana anggaran 

keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan 

desa. Menurut keterangan dari Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso 

Rubianto, proses penganggaran yang ada di Desa Sempu ialah sebagai 

berikut: 

“Penganggaran dilihat situasi dan kondisi di lapangan atau 

masing-masing dukuh. Di Desa Sempu kan ada empat dukuh, kita 

bagi rata biar satu tahun itu per dukuh harus dapat program. 

Artinya yang di dukuh itu juga yang diprioritaskan per dukuh itu 

tadi.Kalau dulu harus menunggu giliran karena dananya kecil, 

tapi sekarang karena dananya besar jadi semua dukuh itu dapat 

program semua dalam waktu satu tahun.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Sempu, 14 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa perspektif 

penganggaran menurut Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso 

Rubiantolebih kepada melihat situasi kondisi yang ada di 

lapangan.Artinya, Pemerintah Desa Sempu sebelum menganggarkan 

biaya untuk program di masing-masing dukuh harus melihat terlebih 

dahulu kebutuhan mereka. Pandangan ini menunjukkan bahwa hal yang 

mempengaruhi penganggaran ialah kondisi di lapangan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. 

Sementara itu, perspektif yang lain ditunjukkan oleh Sekretaris 

Desa Sempu yang lebih menyoroti kondisi keuangan yang dimiliki 

Desa Sempu. Menurutnya, proses penganggaran dipengaruhi oleh besar 

kecilnya dana yang dimiliki, jenis anggarannya, dan jenis kegiatan yang 
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akan dilaksanakan. Adapun keterangan penanggung jawab (Pj) 

Sekretaris Desa Sempu, Bapak Sunarto terkait hal tersebut ialah sebagai 

berikut: 

“Nah untuk penganggaran itu yang jelas sesuai dengan keuangan 

yang ada. Dalam artian, kan sudah ada dua sisi, dua alokasi dana 

yang satu ADD yang satu DD dan itu aturan penganggarannya 

juga ada. Dana itu digunakan untuk apa saja posnya sudah ada 

juklaknya dan undang-undangnya. Jadi kadangkala kedua dana itu 

tidak bisa masuk ke ruang yang satu ke ruang lainnya. 

Penganggaran itu yang jelas setelah ada musyawarah dari 

dukuhan yang dibawa ke desa lalu kita tentukan anggaran untuk 

tahun berikutnya, itu pasti sudah terencana dan melalui 

mekanisme yang ada.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pj. 

Sekretaris Desa Sempu, 20 Januari 2018), 2018 

 

Pemaparan Pj. Sekretaris Desa di atas menunjukkan bahwa dalam 

proses penganggaran, Pemerintah Desa Sempu membagi setiap kegiatan 

ke dalam pos-pos tertentu sesuai dengan bidang kegiatannya. Ada 5 

(lima) bidang yang dibiayai dengan keuangan desa baik itu bidang 

pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan bidang tak terduga. Kelima 

bidang ini telah dibagi sesuai dengan sumber pembiayaannya, apakah 

itu dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Sehingga antara 

kegiatan satu dengan yang lainnya tidak dapat dicampuradukkan 

sumber pembiayaannya. 

Sementara itu, dalam tahapan penganggaran ini yaitu proses 

penyusunan APB Desa, BPD juga kembali memainkan perannya. Peran 

BPD disini ialah ikut serta dalam pembahasan Raperdes tetang APB 
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Desa. Dalam wawancaranya dengan peneliti, Bapak Muryono selaku 

ketua BPD Desa Sempu menjelaskan: 

“Setelah RAPB Desa itu sudah dimusyawarahkan di tingkat 

dusun dibantu denganSiskeudes untuk menyusun satu ketetapan 

RAB yang telah dibakukan. Namun ini masih berupa rencana 

pendapatan dan belanja desa. Setelah disahkan oleh BPD, 

kemudian jarak satu bulan lagi baru ditetapkan menjadi APB 

Desa.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Ketua BPD Desa Sempu, 5 Februari 2018), 2018 

 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sebelum menjadi RAPB 

Desa, terlebih dahulu dilakukan usaha pejaringan aspirasi terkait 

program-program prioritas yang di butuhkan masyarakat Desa Sempu. 

Setelah mejadi RAPB Desa kemudian disosialisasikan kembali ke 

masyarakat per dukuhan untuk memberikan gambaran kepada 

masyarakat terkait program-program apa saja yang akan dijalankan di 

desa mereka serta untuk melihat respon dari masyarakat itu sendiri. 

Setelahnya barulah RAPB Desa itu disahkan oleh BPD, barulah dapat 

menjadi APB Desa. Dengan kata lain, tanpa persetujuan dan 

pengesahan dari BPD, APB Desa tidak akan jadi. 

Terkait dengan tahapan ini, pengoperasian penganggaran di dalam 

aplikasi Siskeudes dipergunakan untuk mengentri data yang bertujuan 

untuk menyusun APB Desa.Penginputan atau entri data dilakukan 

secara berturut-turut sesuai dengan menu yang terdapat dalam 

aplikasi.Menurut keterangan yang diperoleh peneliti dari operator 

Siskeudes Desa Sempu ialah sebagai berikut: 
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“Ya kalau APB Desa disitu kan ada gelondongan-gelondongan 

(kelompok-kelompok) biasanya bidang pemerintahan desa, 

bidang pembangunan, bidang pembinaan, pemberdayaan dan 

bidang tidak terduga. Di APB Desakan ada satu format excel yang 

masih gelondongan. Setelah jadi itu, saya minta RAB-nya yang 

sudah rinci dan APB Desa-nya juga. Setelah RAB-nya jadi, 

kemudian saya memasukkan sesuai bidang-bidang yang ada, 

kegiatan-kegiatan yang ada dan jumlah rincian yang ada, entah itu 

semen, cangkul, sewa molen, dan honor pekerja seperti itu.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018) 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memperoleh gambaran 

bahwa proses penginputan data APB Desa ke dalam aplikasi Siskeudes 

harus menunggu RAB terlebih dahulu untuk mengetahui anggaran yang 

terperinci dari masing-masing kebutuhan untuk setiap kegiatan. 

Misalnya kegiatan pembangunan rabat jalan, pembangunan tersebut 

anggaran totalnya sudah disepakati namun belum terperinci untuk setiap 

material atau kebutuhan lainnya seperti anggaran untuk membeli 

semen, pasir, peralatan, dan upah pekerja sekalipun. Dengan demikian, 

semuanya dapat lebih terencana dan teliti serta demi laporan keuangan 

yang sesuai standar dan akuntabel. 

Berikut adalah tampilan pada menu penganggaran dalam aplikasi 

Siskeudes: 
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Gambar 9: Tampilan Simulasi Aplikasi Siskeudes pada Menu Data 

Entri Penganggaran 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Aplikasi Siskeudes Simulasi 

2018), 2018 

 

Memasuki isian yang lebih detail, pada menu penganggaran 

tersebut setiap akun Siskeudes harus melakukan beberapa isian data 

seperti data umum, kegiatan, pendapatan, dan belanja.Isian data umum 

digunakan untuk memasukkan data pemerintah desa yang bersangkutan, 

dalam hal ini ialah Pemerintah Desa Sempu, seperti nama kepala desa, 

sekretaris desa, bendahara desa, tanggal Perdes dan tanggal perubahan 

Perdes.  

Kemudian menu kegiatan digunakan untuk mengentri data 

kegiatan yang hendak dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Data 

kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan atribut kegiatan yang berisi 

kode, nama kegiatan, lokasi, waktu pelaksanaan, nama pelaksana 

kegiatan, keluaran dan pagu anggaran dalam satu tahun. Untuk mengisi 
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atribut-atribut tersebut datanya bersumber dari RKP Desa yang telah 

dibuat. 

Selanjutnya ialah menu pendapatan.Menu ini difungsikan untuk 

menginput data anggaran pendapatan pemerintah desa. Pendapatan itu 

sendiri dapat berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil 

pengelolaan pasar desa, hasil usaha desa lainnya, hasil swadaya, Dana 

Desa, Alokasi Dana Desa, dan pendapatan hibah dari pihak ketiga yang 

tidak mengikat. Sumber data untuk isian sendiri juga berasal dari RKP 

Desa. 

Terakhir ialah menu belanja.Di menu inilah penginputan RAB 

yang rinci dilakukan. Langkah pertama untuk mengisinya ialah dengan 

membuka menu dengan membuka menu penganggaran kemudian 

memilih nama kecamatan dan nama desa. Setelah itu masuk ke belanja 

dan memilih tombol tambah lalu memilih kode nama bidang, nama 

kegiatan dan RAB. Kemudian operator melakukan isian data RAB rinci 

dan terakhir jika sudah benar baru disipan atau jika dirasa masih ada 

yang salah bisa memiih tombol batal. 

c. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa 

Tahap ketiga dalam siklus pengelolaan keuangan desa ialah 

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa.Tahap ini berkaitan 

dengan penerimaan pendapatan desa melalui rekening kas desa dan 

pengajuan pendanaan pelaksanaan kegiatan melalui RAB.Dalam tahap 

ini, Pemerintah Desa Sempumenerima transfer dana dari pemerintah 
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pusat yang disalurkan melalui rekening kas desa secara langsung 

melalui APBD Kabupaten Ponorogo. Menurut keterangan dari Kepala 

Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto terkait pelaksanaan penerimaan ini 

ialah sebagai berikut: 

“Jadi dari negara itu ke rekening desa, rekening kas desa secara 

langsung.Kemudian kita mencairkan terkait dana itu melalui 

aplikasi Siskeudes itu tadi. Dana yang mengambil bendahara, dari 

bendahara kita salurkan ke PKD-PKD (Pelaksana Kegiatan 

Desa).” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Sempu, 14 Januari 2018), 2018 

 

Penjelasan dari Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto 

tersebut menunjukkan bahwa dana yang diperoleh oleh desa berasal 

dari negara yang disalurkan ke rekening kas Desa Sempu secara 

langsung melalui APBD Kabupaten Ponorogo. Untuk proses 

pencairannya harus dengan tanda tangan kepala desa, sekretaris desa, 

dan juga bendahara. Setelah bendahara mencairkan dana tersebut ke 

bank, selanjutnya ialah menyalurkan dana kepada PKD untuk 

membiayai pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan APB Desa dan 

RAB yang telah disepakati bersama.   

Sementara itu, dalam proses penerimaan melalui rekening kas 

desa, Bendahara Desa Sempu, Bapak Triyono mengemukakan: 

“Kalau ADD yang 2017 kandibagi menjadi semester I dan 

semester II, kalau DD yang pertama 60 persen yang kedua 40 

persen. Artinya semuanya ada terminnya masing-masing. Jadi 

kita kalau mau pencairan sebelum ada dana transfer ke rekening 

belum bisa mencairkan.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Bendahara Desa Sempu, 20 Januari 2018), 2018 
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Dalam penjelasan tersebut, Bapak Triyono selaku Bendahara 

Desa Sempu menekankan adanya segmen atau termin pencairan 

danabaik itu Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Jadi bendahara 

tidak dapat mengambil atau mencairkan dana lebih dari termin yang 

sudah ditentukan. Proses pencairan dana juga harus menunggu 

masuknya dana transfer dari pemerintah pusat yang tentunya juga 

menuntut syarat kepada pemerintah desa berupa laporan-laporan seperti 

LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LPPD (Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Desa), dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

Penjelasan terkait penerimaan melalui rekening kas desa tersebut 

dilengkapi oleh Sekretaris Desa Sempu yang menambahkan tentang 

peran PKD dan operator Siskeudes. Dalam penjelasannya, Sekretaris 

Desa Sempu mencoba menunjukkan bahwa proses pencairan dana tanpa 

campur tangan dari pihak PKD dan operator Siskeudes tidak akan dapat 

berjalan lancar. Penanggung jawab (Pj) Sekretaris Desa Sempu, Bapak 

Sunartomengatakan: 

“Di dalam mekanisme pencairan yang pasti di semua bidang 

proyek itu kan ada PKD-nya. Jadi untuk masalah pencairan itu 

biasanrya PKD membuat surat kepada operator atau dengan kata 

lain mengajukan SPP (Surat Permintaan Pencairan) dulu lalu kita 

mengambilnya ya bendahara, kepala desa dan PKD. 

Mekanismenya kan seperti itu setiap bidang kegiatan.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pj. 

Sekretaris Desa Sempu, 20 Januari 2018), 2018 

 

Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum 

tindakan penncairan dilakukan, PKD terlebih dahulu mengajukan 
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usulan danamelalui RAB kepada operator Siskeudes. Jika usulan dana 

telah sesuai, kemudian operator menindaklanjutinya dengan membuat 

SPP. SPP inilah yang kemudian harus ditandatangani oleh kepala desa, 

bendahara serta ketua PKD untuk kemudian bisa dicairkan. 

Sementara itu, berkaitan dengan penginputan RAB ke dalam 

aplikasi Siskeudes, operator Siskeudes Desa Sempu, Fatmario 

memberikan gambaran yang cukup teknis sebagai berikut: 

“Setelah APB Desa jadi, di rencana anggaran biaya disitu poin-

poin RAB sudah ada semua.Misalnya kegiatan proyek yang 

pernah saya contohkan tadi.Kalau mungkin kegiatan lain seperti 

PKK atau kegiatan pemerintah desa seperti operasional kantor 

desa disitu ada alat tulis kantor atau mungkin kita akan belanja 

buku atau kertas. Di situkan ada poin-poin apa saja, kemudian 

dikali jumlah ketemu uang. Lalu di situ kita masuk ke input data 

anggaran kita enter ke belanja, setelah itu nanti akan muncul 

nama kegiatan apa, barang yang akan dibeli apa. Setelah itu kita 

akan masukkan jumlah barangnya, dikali dengan harga satuan dan 

nanti akan otomatis ketemu jumlahnya. Begitu terus untuk 

masing-masing barang, nanti totalnya akan ketemu tapi tetap 

sesuai dengan RAB yang ada.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan 

operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018), 2018 

 

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa penginputan data 

RAB harus dilakukan secara cermat dan teliti.Sebab, RAB merupakan 

rincian biaya yang sangat detail untuk setiap barang bahkan yang 

bernilai kecil sekalipun.Oleh karena itu, operator harus benar-benar jeli 

dalam memasukkan angka demi angka jika tidak ingin terjadi kesalahan 

dalam pencatatan. Adapun contoh tampilan aplikasi Siskeudes yang 

menampilkan rincian RAB ditunjukkan oleh gambar di bawah ini: 
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Gambar 10: Contoh Tampilan Data RAB Rinci dalam Aplikasi 

Siskeudes 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Buku Kerja Siskeudes 2016), 

2018 

 

Gambar tersebut menampilkan contoh data RAB rinci dari 

kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan 

perangkat desa. Untuk kepala desa, disitu dicontohkan mendapatakan 

pengahasilan tetap sebanyak Rp. 18.000.000 dalam satu tahun yang 

bersumber dari Alokasi Dana Desa. Hasil tersebut diperoleh dari harga 

satuan (gaji dalam satu bulan) dikali dua belas, karena dalam satu tahun 

ada 12 bulan. Maka disitu akan keluar hasilnya sebanyak jumlah total 

tersebut. Begitu pula dengan perangkat desa yang lain juga memiliki 

perhitungan masing-masing sehingga apabila dijumlahkan akan keluar 

hasilnya secara total atau keseluruhan. 
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d. Penatausahaan 

Tahapan setelah pelaksanaan dalam siklus pengelolaan keuangan 

desa ialah tahap penatausahaan.Penatausahaan secara sederhana dapat 

dipahami sebagai kegiatan mencatat segala bentuk transaksi yang 

dilakukan oleh pemerintah desa baik berupa penerimaan maupun 

pengeluaran desa.Pencatatan ini sejatinya merupakan tugas bendahara 

yang telah ditunjuk oleh kepala desa. Oleh karena penatausahaan 

berkaitan dengan keluar masuknya keuangan desa, maka bendahara 

harus cermat dan teliti dalam melakukan pencatatan. 

Sebenarnya, tahapan penatausahaan ini masih berhubungan atau 

mirip dengan tahap sebelumnya yaitu pelaksanaan karena juga 

merupakan proses mencatat penerimaan dan belanja desa. Bedanya, 

dalam tahap pelaksanaan penerimaan dan belanja desa terdapat proses 

transaksi yang melalui rekening kas desa. Berkaitan dengan hal ini, 

Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto memberikan keterangan 

sebagai berikut: 

“Kita mencairkan dana itu kan ya itu tadi, begitu ada Siskeudes 

itu kan pencairan lewat Siskeudes yang sudah ada pagunya. Tapi 

kita kalau mau mengambil semuanya itu tidak bisa, kita harus 

tahapan ketahapan, nggak bisa langsung diambil semua, itu harus 

ada sistemnya itu tadi.Dan manakala ada pencairan yang lebih itu 

saja kita juga sulit, ya harus sesuai dengan kondisi perencanaan 

pelaksanaan.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Sempu, 15 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Kepala Desa 

Sempu, Bapak Fikso Rubianto cenderung memaknai kegiatan 



120 
 

penatausahaan lebih kepada proses pencairan danadan tahapan dari 

pencairan itu sendiri. Lewat penjelasan tersebut, Kepala Desa Sempu, 

Bapak Fikso Rubianto juga berusaha menekankan betapa pentingnya 

kecermatan dalam proses pencairan. Sebab, apabila dana yang dicairkan 

berlebih, hal tersebut akan menimbulkan masalah baru yaitu 

mengembalikan kelebihannya dan hal tersebut bukan merupakan 

perkara yang sederhana. 

Sedangkan penjelasan dari penatausahaan menurut penanggung 

jawab (Pj) Sekretaris Desa Sempu, Bapak Sunarto ialah sebagai berikut: 

“Selama ini dengan kapasitas SDM kami, yang pasti kita 

mengikuti alur dan untuk penatausahaan keuangan atau SPJ tetap 

di PKD masing masing. Di desa itu ada empat sampai limaPKD 

di masing masing bidang. Baik di fisik itu ada di operasional dan 

di dalam kantor juga ada, jadi yang bertanggungjawab sebenarnya 

selama ini ada di PKD masing-masing untuk membuat SPJ-nya 

dan tentunya bersama-sama (perangkat desa) untuk 

mengerjakannya.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan PJ. 

Sekretaris Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses penatausahaan keuangan 

desa menurut Sekretaris Desa Sempu ialah tugas dari PKD masing-

masing kegiatan. Penatausahaan disini diartikan sebagai pembuatan SPJ 

oleh PKD sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan 

yang telah mereka laksanakan kepada pemerintah desa.Jadi, Sekretaris 

Desa Sempu menyoroti kegiatan penatausahaan ini dari sisi 

pertanggungjawaban yang dibuat oleh masing-masing PKD yang 

kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Sempu. 
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Bendahara Desa Sempu, Bapak Triyono dalam hal ini juga memberikan 

penjelasan yang sangat singkat, sebagai berikut: 

“Kan itu sudah ada di Siskeudes.Kita ada dana masuk itu kan di 

Sikeudes juga ada. ADD tahap I berapa, sudah diambil berapa kan 

di Siskeu sudah ada semua.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Bendahara Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 

 

Berdasarkan penjelasan yang sangat singkat tersebut dapat 

diketahui bahwa Bapak Triyono selaku Bendahara Desa Sempu sangat 

mengandalkan Siskeudesuntuk hal penatausahaan yaitu pencatatan 

penerimaan, belanja, dan pembiyaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

klaim bahwa semua pencatatan tersebut telah termaktub dalam aplikasi 

Siskeudes. Berarti, secara tidak langsung disini Bapak Triyono selaku 

Bendahara Desa Sempu telah menunjukkan pentingnya peran operator 

selaku pengendali aplikasi Siskeudes. 

Sementara itu, operator Siskeudes Desa Sempu, Fatmario selaku 

pihak yang menguasai aplikasi Siskeudes menjelaskan: 

“Ya kalau untuk penerimaan dan belanja itu sendiriitu ya apa 

yang akan kita belanjakan di dalam Siskeudes itu sesuai dengan 

APB Desa. Sedangkan untuk pembiayaan itu yang akan dibiayai 

itu apa, misalnya kalau di desa nanti kalau membiayai kegiatan 

seperti untuk BUMDes. Misalnya satu tahun kita kasih dua puluh 

lima juta yang disetujui pemerintah desa, kades, sekdes. Barulah 

kita bentuk BUMDesdan setelah itu saya masukkan ke menu 

pembiayaan di penyertaan modal.Modal 25 juta kita kasih ke 

bumdes untuk dikembangkan ya selama berjalan ini. 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018), 2018 
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Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memperoleh gambaran 

bahwa operator Siskeudes di sini sangat berperan penting dalam 

pengelolaan keuangan desa utamanya dalam hal penatausahaan 

keuangan desa. Hal ini dikarenakan penatausahaan keuangan desa 

berkaitan erat dengan proses pencatatan segala bentuk transaksi 

keuangan yang diolah menggunakan aplikasi Siskeudes. Oleh karena 

yang memiliki kapasitas untuk mengoperasikan Siskeudes di Desa 

Sempu hanya operator sendiri, maka keberadaanya memiliki arti yang 

sangat krusial.Berikut adalah contoh tampilan penatausahaan keuangan 

desa menggunakan aplikasi Siskeudes yakni dalam hal penerimaan: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Simulasi Penginputan Penerimaan Bank ke   

dalam Aplikasi Siskeudes 

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Buku Kerja Siskeudes 2016), 

2018 

Tampilan di atas menunjukkan adanya transaksi penerimaan bank 

yang dicatat dalam menu penatausahaan pada aplikasi Siskeudes. Menu 
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penerimaan bank digunakan untuk mencatat penerimaan desa yang 

diterima melalui trasnfer bank atau yang masuk ke rekening kas desa. 

Disitu tampak bahwa terdapat lima jenis penerimaan yang melalui bank 

di antaranya Dana Desa tahap I, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

(BHPRD), Alokasi Dana Desasemester I, Bantuan Keuangan (BK) dari 

APBD Provinsi, dan BK dari APBD Kabupaten. 

e. Pelaporan 

Tahap pelaporan adalah tahap kelima dalam siklus pengelolaan 

keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun laporan 

realisasi pelaksanaan APB Desa setiap semester yang selanjutnya akan 

disampaikan kepada bupati/walikota dan ada pula laporan yang 

disampaikan kepada BPD. Laporan diperlukan untuk menilai ketaatan 

dan kelayakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa yang juga merupakan unsur yang sangat penting dalam 

mewujudkan ankuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa 

Sempu, Bapak Fikso Rubianto menyampaikan pendapatnya mengenai 

pentingnya tahapan pelaporan ini kepada peneliti, yakni sebagai 

berikut: 

“Ya kita kalau tidak melaporkan ya salah no, wong itu uang 

negara kok. Untuk menunjukkan kalau kita sudah melaksanakan. 

Kegiatan itu setiap tahapan 20 persen 40 persen itu ada laporan 

terus, ndak bisa kita laporan langsung 100 persen itu ndak ada.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Sempu, 15 Januari 2018), 2018 

 

Jika menelaah pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Kepala 

Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto mencoba menekankan arti 
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pentingnya pelaporan terutama yang disampaikan kepada tingkatan 

pemerintahan di atasnya yaitu Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui 

kecamatan. Pelaporan harus dilakukan pada setiap tahap atau termin 

pelaksanaan pembangunan sebagai bukti bahwa pembangunan telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bukan hanya itu, pelaporan 

menjadi hal yang krusial sebab merupakan syarat bagi pemerintah desa 

untuk dapat mencairkan dana sebagai alat utama pembiayaan 

pembangunan desa. Terkait dengan pelaporan, Bendahara Desa Sempu, 

Bapak Triyono menjelaskan laporan apa saja yang diberikan pemerintah 

desa ke pihak kabupaten yaitu sebagai berikut:  

“Kalau yang disampaikan ke bupati itu kan RKP Desa, APB 

Desa, dan SPJ. Kaitannya RKP dan APB Desa kan kita ke Pak 

Camat dulu, selang 10 hari sesudah disampaikan ke bupati akan 

disampaikan apakah sudah betul atau belum, baru kemudian 

disahkan oleh desa.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Bendahara Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 

 

Di sisi lain, penanggung jawab (Pj) Sekretaris Desa Sempu, 

Bapak Sunarto lebih menyoroti terkait laporan yang diberikan kepada 

BPD. Dalam wawancaranya dengan peneliti, ia menerangkan: 

“Biasanya kalau pelaporan setelah adanya tim monitoring itu 

langsung kita kirim ke kabupaten melalui kecamatan. Kalau yang 

disampaikan ke BPD itu semua dokumen yang benar-benar harus 

diketahui BPD itu seperti halnya tadi di awal untuk musdes atau 

perencanaan pembangunan ataupun surat berita acara penyerahan 

pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh BPD.Itu semua 

harus diketahui BPD.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara Peneliti dengan 

Sekretaris Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 
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Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bendaharadan 

Sekretaris Desa Sempu tesebut dapat diketahui laporan apa saja yang 

disampaikan kepada bupati dan juga BPD. Laporan yang disampaikan 

kepada bupati menurut Bapak Triyono selaku Bendahara Desa Sempu 

di antaranya ialah RKP Desa, APB Desa, dan SPJ. Sementara itu, 

laporan yang diberikan kepada BPD menurut Sekretaris Desa Sempu di 

antaranya ialah dokumen perencanaan pembangunan dan berita acara 

penyerahan pembangunan. 

Pelaporan juga merupakan ranah dari aplikasi Siskeudes. Bahkan 

laporan-laporan yang disampaikan kepada bupati dan BPD seperti yang 

telah disinggung di atas juga berasal dan diolah terlebih dahulu di 

dalam aplikasi Siskeudes. Di sinilah, operator kembali memainkan 

perannya yaitu dengan mengelola menu laporan di Siskeudes. Operator 

Siskeudes menuturkan seara langsung kapada peneliti sebagai berikut: 

“Kalau laporan sendiri kanada menu laporannya di Siskeudes itu. 

Letaknya di menu bar atas.Laporan itu banyak sekali mulai dari 

laporan penganggaran, laporan penatausahaan, pembukuan, LRA. 

Di laporan itu sendiri kan muncul berapa yang kita sudah 

gunakan, berapa sisa, berapa silpa, dan itu wajib dilaporkan ke 

kecamatan juga ke BPD. Jadi mereka juga harus tau, bahkan nanti 

harus dikirim ke kabupaten lewat kecamatan.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Operator Siskeudes Desa Sempu, 30 Januari 2018), 2018 

 

Sebagai gambaran, berikut akan disajikan contoh tampilan dari menu 

pelaporan dalam aplikasi Siskeudes: 
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Gambar 12: Menu Laporan dalam Aplikasi Siskeudes 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Aplikasi Siskeudes 2018 

Simulasi), 2018 

 

Pada menu Laporan tepatnya pada pembukuan keuangan desa 

tersebut telah muncul berbagai jenis laporan yang memiliki arti dan 

fungsi masing-masing. Disinilah kelebihan dari aplikasi Siskeudes 

dimana bendahara maupun operator tidak perlu repot-repot lagi 

menyusun laporan penggunaan anggaran karena akan secara otomatis 

tersusun. Data-data yang telah diinput oleh operator terkait segala 

macam transaksi keuangan desa baik pendapatan maupun pengeluaran 

kemudian sistem akan langsung mengisi format laporan dan dapat 

langsung dicetak. 
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f. Pertanggungjawaban 

Langkah pamungkas dalam pengelolaan keuangan desa adalah 

pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini sangat berkaitan erat 

dengan pelaporan karena laporan-laporan tersebut juga merupakan 

bagian dari pertanggungjawaban dari pemerintah desa atas pengelolaan 

keuangan desa. Terkait dengan pertanggungawaban ini, Kepala Desa 

Sempu, Bapak Fikso Rubianto memberikan pejelasan kepada peneliti 

sebagai berikut: 

“Biasanya kita pertanggungjawaban itu kan ada monitoring, 

kegiatan setiap berapa persen itu ada monitoring dari kecamatan, 

turun dari kabupaten. Setiap kegiatan nanti kan ada inspektorat 

kabupaten dikumpulkan di kecamatan juga di desa desa untuk 

terjun ke lapangan melihat realisasi.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Kepala Desa Sempu,15 Januari 2018), 2018 

 

Dari penjelasan Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto 

menyoroti makna pertanggungjawaban lebih kepada adanya monitoring 

atau pengawasan  yang dilakukan oleh pihak inspektorat dari 

kabupaten. Kepala Desa Sempu, Bapak Fikso Rubianto berusaha 

menggambarkan bahwa dalam setiap tahapan kegiatan akan ada tim 

dari kecamatan dan inspektorat kabupaten yang terjun ke desa untuk 

melihat dan memantau secara langsung realisasi pelaksanaan kegiatan. 

Hal tersebut bertujuan untuk menilai dan mengotrol jalannya kegiatan 

agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan demikian, proses pembangunan yang ada di desa akan tetap 

berjalan sesuai koridor yang ada.  
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Sementara itu, keterangan dari penanggung jawab (Pj) Sekretaris 

Desa Sempu, Bapak Sunarto terkait pertanggungjawaban ialah sebagai 

berikut: 

“Pertanggungjawaban itu ya itu tadi, kaitannya sama laporan. 

Kalau SPJ itu kan pastinya ranahnya setelah itu jadi pertama 

lewat kecamatan dulu itu dalam pelaporannya, kan banyak 

mekanisme juga. Dalam artian SPJ itu juga kita yang buat, nanti 

ada verifikator dari kecamatan. Dealnya atau fixnya kalau sudah 

nanti disampaikan ke kabupaten.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan Pj. 

Sekretaris Desa Sempu, 22 Januari 2018), 2018 

 

Dari sini peneliti memperoleh gambaran yang semakin kuat 

bahwa petanggungjawaban memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

pelaporan. Pertanggungjawaban ialah kewajiban pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk segala bentuk 

program dan kegiatan yang dijalankan di desa. Wujud dari 

pertanggungjawaban itu sendiri ialah laporan yang disampaikan kepada 

bupati dan BPD. 

Ketua BPD, Bapak Muryono sendiri telah mengkonfirmasi terkait 

pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sempu dengan memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

“Menurut pengawasan BPD selama ini 90% sudah berjalan 

dengan baik atau transparan. Kemarin ada spanduk atau banner 

yang berisi penggunaan danaDD dan ADD di depan balai desa. 

Kemudian di setiap kegiatan penggunaan anggaran pemerintah 

baik ituDD dan ADDserta ada pengumuman yang menunjukkan 

kegiatan-kegiatanbeserta penjadwalannya dan beberapa dokumen 

di masyarakat.” 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Wawancara peneliti dengan 

Ketua BPD Desa Sempu, 5 Februari 2018), 2018 
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Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa menurut 

pengamatan dari pihak BPD Desa Sempu, pengelolaan keuangan di 

desa oleh Pemerintah Desa Sempu telah transparan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya banner yang menampilkan informasi tentang 

APB Desa Desa Sempu yang terpasang di dinding luar balai Desa 

Sempu. Selain itu, BPD juga menerima dokumen-dokumen terkait 

dengan penggunaan dana baik Dana Desa maupun Alokasi Dana 

Desayakni berupa laporan-laporan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Pemerintah Desa Sempu telah mempertanggungjawabkan pengelolaan 

keuangan desanya kepada masyarakat melalui BPD. 

Di bawah ini adalah banner yang berisi informasi mengenai APB Desa 

Sempu Tahun Anggaran 2017 yang di pasang pada dinding luar Kantor 

Desa Sempu sebagaimana yang dimaksud oleh Ketua BPD Desa 

Sempu: 
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Gambar 13: Banner Informasi APB Desa Sempu Tahun 2017 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian (Observasi peneliti), 2018 

Dalam banner tersebut tertera bahwa jumlah pendapatan Desa 

Sempu pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.298.825.768,00 yang bersumber 

dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil 

Pajak, Bantuan Keuangan, dan Hibah. Selain itu juga dapat dilihat 

bahwa Desa Sempu masih memiliki Silpa sebesar Rp. 4.243.392,00 dari 

anggaran tahun 2016. Total pendapatan tersebut dialokasikan untuk 

kegiatan di lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, 
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bidang pemberdayaan, dan bidang tak terduga serta penyertaan modal 

desa. Bidang yang anggarannya paling besar yaitu bidang pembangunan 

desa dengan anggaran sebesar Rp. 695.440.000,00 dan yang paling 

kecil yaitu bidang tak terduga sebesar Rp. 500.00,00.  

 

C. Analisis Data 

1. Proses Inovasi dalam Siskeudes 

Eksistensi inovasi di era serba digital seperti sekarang ini bak angin 

segar dalam berbagai sektor kehidupan tak terkecuali sektor pemerintahan. 

Inovasi dinilai menjadi jalan alternatif untuk keluar dari kesemrawutan 

administratif di bidang pemerintahan yang seringkali menjadi momok. 

Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132) mengatakan, inovasi adalah 

transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan 

menggunakan sesuatu yang baru.Pengertian tersebut selaras dengan 

aplikasi Siskeudes sebagai salah satu inovasi di bidang pemerintahan 

khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa. Tidak dapat dipungkiri 

lagi bahwa kemunculannya pada akhir tahun 2015 telah menjadi alat baru 

dalam mengelola keuangan desa yang sekaligus menggantikan posisi 

pengelolaan keuangan desa secara manual.  

Sementara itu, Yogi dalam LAN (2007:115) berpendapat bahwa 

inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik 

dinamis dan berkembang. Pendapat tersebut memang sesuai dengan 

kondisi yang melatarbelakangi kemunculan Siskeudes. Sebagaimana yang 
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kita ketahui bahwa aplikasi Siskeudes muncul setelah adanya program 

Dana Desa yang digelontorkan pemerintah. Kabupaten Ponorogo sebagai 

salah satu daerah yang juga menerima aliran dana tersebut kemudian 

terdorong untuk mengadopsi Siskeudes sebagai alat pengelola keuangan 

untuk seluruh desa di wilayahnya.  

Keputusan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan 

aplikasi ini di wilayahnya selaras dengan pendapat Mulgan dan Albury 

(2003:3). Mereka mendefinisikan inovasi sebagai “the creation and 

implementation of new processes, products, services and methods of 

delivery which result in significant improvements in the efficiency, 

effectiveness or quality of outcomes”. Dengan demikian, dapat diartikan 

bahwa inovasi merupakan sebuah alat yang digunakan untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efektif, efisien, dan 

berkualitas. Sudah jelas bahwa tujuan dari Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo mengadopsi aplikasi tersebutadalah untuk meningkatkan 

efektifitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan desa di 

wilayahnya. Dengan begitu diharapkan pengelolaan keuangan desa di 

Kabupaten Ponorogo menjadi lebih baik yang kemudian berimbas pada 

peningkatan akuntabilitasnya. 

Sebagai produk dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, 

aplikasi Siskeudes memiliki beberapa fungsi yang sepadan dengan 

pendapat Sutarman (2009:18), yaitu menangkap, menyimpan, mengolah, 

transmisi, mencari kembali, dan menghasilkan. Dikatakan memiliki fungsi 
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menangkap (capture) sebab Siskeudes menghimpun data dan informasi 

yang dimasukkan operator ke dalam aplikasi tersebut. Dalam hal 

menyimpan (storage), aplikasi Siskeudes tentunya juga dapat menyimpan 

data-data yang sudah diinput oleh operator sehingga tidak hilang untuk 

kemudian dapat diolah dan dipergunakan kembali nantinya. Setelah data 

tersimpan ke dalam sistem, aplikasi Siskeudes dapat mengolah 

(processing) data yang telah disimpan atau dimasukkan sebelumnya 

menjadi suatu informasi atau laporan keuangan yang dibutuhkan desa. 

Selanjutnya ialah transmisi (transmission), melalui jaringan internet, 

aplikasi Siskeudes dapat mengirimkan data atau laporan keuangan yang 

telah dibuat kepada pihak kecamatan ataupun kabupaten dengan mode 

online. Kemudian mencari kembali, fungsi ini juga dimiliki Siskeudes 

yang dapat melakukan penelusuran untuk memperoleh kembali atau 

menyalin data dan informasi yang sudah disimpan sebelumnya. Terakhir 

ialah menghasilkan (generating). Dalam hal ini aplikasi Siskeudes mampu 

mengorganisasikan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat yaitu 

berupa laporan keuangan yang selanjutnya dapat dijadikan acuan bagi 

pemerintah desa untuk merencanakan keuangannya pada tahun anggaran 

yang akan datang. 

Sementara itu, dari segi manfaat, Richard Heeks dalam LAN 

(2007:98) telah mengelompokkan manfaat inovasi yang lahir dari 

perkembangan tekonologi, informasi, dan komunikasi ke dalam dua 

kelompok yaitu manfaat dari segi proses dan pengelolaan. Dari segi 
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proses, inovasi memiliki manfaat dalam hal efisiensi biaya, waktu, dan 

mengurangi keterbatasan. Aplikasi Siskeudes disini merupakan aplikasi 

yang bebas biaya dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, 

berbeda dengan aplikasi sejenis lain yang harus membayar tagihan 

sebanyak tiga sampai lima juta dalam satu tahun. Dari sini sudah dapat 

dilihat bahwa aplikasi Siskeudes telah memenuhi unsur efisiensi biaya.  

Selain itu, penggunaan aplikasi Siskeudes juga dapat menghemat 

waktu pengerjaan laporan keuangan desa dan juga kegiatan penatausahaan 

lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh operator Siskeudes Desa 

Sempu. Dan terakhir ialah manfaat Siskeudes yang dapat mengurangi 

keterbatasan akses bagi berbagai stakeholder seperti pemerintah sendiri, 

BPD dan masyarakat untuk dapat mengetahui pengelolaan keuangan di 

Desa Sempu secara transparan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan 

dipasangnya banneryang berisi informasi mengenai anggaran penerimaan 

dan belanja Desa Sempu tahun 2017 di dinding luar Balai Desa Sempu. 

Dengan demikian, Pemerintah Desa Sempu telah menunjukkan bahwa 

pengelolaan keuangan desa yang mereka jalankan dapat dipercaya oleh 

masyarakat sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri.  

Pada sisi pengelolaan, inovasi memiliki manfaat di antaranya dapat 

merubah perilaku aparatur, merubah perilaku masyarakat dan memantik 

pemberdayaan. Merubah perilaku aparatur disini diartikan bahwa 

keberadaan inovasi dapat mendorong kepentingan rasional sealigus 

nasional dan mengurangi kepentingan pribadi. Sebagai contohnya, 
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keberadaan inovasi di tengah-tengah penyelenggaraan pemerintahan dapat 

mengurangi perilaku korupsi oleh para oknum aparaturnya. Dalam 

pembahasan ini, Siskeudes sebagai sebuah inovasi aplikasi tidak diragukan 

lagi dapat menjadi toolatau alat yang mampu memperkecil celah 

kemungkinan bagi pemerintah desa untuk melakukan tindakan 

penyelewengan seperti korupsi. 

Selain itu, keberadaan inovasi juga dapat merubah perilaku 

masyarakat menjadi lebih aktif dan partisipatif dalam setiap pengambilan 

keputusan oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan nilai yang terdapat 

dalam aplikasi Siskeudes yang mana pada  tahapan perencanaan 

mengharuskan adanya penggalian aspirasi dari masyarakat. Di Desa 

Sempu sendiri, penggalian gagasan telah dilakukan pada setiap dusun 

untuk kemudian diakomodir oleh BPD yang selanjutnya dibahas pada 

forum musyawarah desa. Dari sini sudah terlihat bahwa Siskeudes di Desa 

Sempu memberikan manfaat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

untuk memberikan sumbangan ide maupun aspirasi guna mensukseskan 

pembangunan yang berlangsung di desanya. 

Manfaat inovasi yang terakhir dari sisi pengelolaan ialah dapat 

memantik pemberdayaan, yaitu mampu meningkatkan keseimbangan 

kekuatan antar kelompok melalui kemudahan akses ke informasi 

kepemerintahan. Penjelasan ini relevan dengan aplikasi Siskeudes yang 

mempermudah akses bagi tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi untuk 

dapat mengontrol kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. 
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Seperti halnya di Desa Sempu, melalui aplikasi Siskeudes laporan 

keuangan dapat tersusun dengan sistematis dan sesuai standar sebelum 

kemudian dikirim ke Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Kecamatan 

Ngebel untuk dinilai kesesuaian dan kelayakannya. Dengan demikian, 

menurut hemat peneliti, keberadaan Siskeudes di Desa Sempu telah 

memberikan begitu banyak manfaat dalam penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan desa yang baik serta transaparan dan akuntabel baik bagi 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun masyarakat Desa Sempu sendiri. 

Sementara itu, ditinjau dari proses inovasi sendiri Herbert A. 

Shepard telah mengemukakan adanya tahapan-tahapan tertentu dalam 

proses terbentuknya inovasi organisasional. Sebagaimana pendapat 

Herbert A Shepard (1967: 470-477) yang dikutip oleh Rahadi dan Budi 

(2014:4) menyebutkan bahwa terdapat tiga tahapan proses inovasi dalam 

sebuah organisasi. Ke tiga tahapan tersebut di antaranya ialah penemuan 

ide, adopsi atau penerimaan, dan yang ketiga ialah implementasi. Dalam 

penelitiannya, peneliti telah mengidentifikasi ketiga proses ini dalam 

aplikasi Siskeudes. Penjelasan lebih dalam akan peneliti uraikan pada sub 

fokus berikut ini. 

a. Penemuan Ide 

Menurut Shepard, tahap awal dari inovasi ialah dengan menemukan 

ide terlebih dahulu untuk inovasi itu sendiri. Biasanya ide tersebut akan 

muncul ketika terdapat suatu permasalahan yang membutuhkan 

penyelesaian. Pada tahap pemunculan ide atau idea generation ini, 
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terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan, antara lain: indentifikasi 

masalah; pengumpulan informasi; interpretasi; dan pernyataan sikap 

organisasi terhadap temuan ide untuk berinovasi. 

a. Indentifikasi masalah 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh, kemunculan aplikasi 

Siskeudes dilatarbelakangi oleh masuknya Dana Desa ke lingkungan 

pemerintahan desa yang mendorong BPKP untuk membuat sebuah aplikasi 

yang dapat mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Jadi, 

munculnya aplikasi Siskeudes tersebut merupakan langkah untuk 

menyogsong aliran Dana Desa yang jumlahnya cukup besar. Dari sini, 

masalah telah diidentifikasi.  

Menurut peneliti, ide tersebut sangat patut diapresiasi dengan 

melihat banyaknya manfaat yang akan diperoleh jika aplikasi tersebut 

dioperasikan. Pemerintah desa akan semakin mudah dalam mengelola 

keuangannya. Pelaporan yang dibuat pun akan sangat sistematis, logis, dan 

sesuai standar. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan adanya 

Siskeudes ini, celah-celah untuk memanipulasi keuangan desa akan 

semakin mengecil sehingga kemungkinan penyelewengan anggaran oleh 

oknum pemerintah desa dapat dihindari. Dengan demikian, pengelolaan 

keuangan desa akan semakin akuntabel, andal, dan terpercaya. Jika semua 

hal tersebut dapat diwujudkan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa yang selama ini diharapkan pun tidak akan hanya hidup dalam utopia 

belaka.  



138 
 

b. Pengumpulan informasi 

Pengumpulan informasi dilakukan dengan menangkap keluhan-

keluhan dan fenomena ruwetnya pengelolaan keuangan desa oleh 

pemerintah desa sehingga ide untuk membuat aplikasi tersebut semakin 

kuat. Selain itu juga dengan melihat fenomena maraknya korupsi yang 

terjadi pada lingkup pemerintah daerah sehingga dikhawatirkan akan 

merambah ke pemerintah desa. Langkah ini memang tepat dilakukan 

karena dengan besarnya aliran Dana Desa yang akan diterima pemerintah 

desa juga diiringi dengan risiko penyelewengan yang dilakukan oknum 

pemerintah desa yang tidak bertanggungjawab.  

Jadi menurut hemat peneliti, langkah ini sudah tepat dan hasilnya 

diharapkan dapat mengatasi problem tersebut. Untuk selanjutnya, 

pengumpulan informasi ini menurut peneliti tetap perlu dilakukan untuk 

meninjau permasalahan-permasalahan atau keluhan pemerintah desa dalam 

mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan demikian, perbaikan terhadap 

aplikasi Siskeudes ini dapat terus dilakukan untuk meminimalisir 

kekurangan-kekurangan yang masih melekat padanya.  

c. Interpretasi 

Setelah informasi terakomodasi, pemerintah pusat kemudian 

memberikan interpretasi atau penelaahan terhadap temuan tersebut. 

Dengan melihat  manfaat yang diberikan dan setelah melalui uji kualitas 

yang memenuhi standar, aplikasi Siskeudes ini memang layak jika 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari presiden, 
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kementerian, bahkan pemerintah desa sendiri. Bagi pemerintah desa yang 

menghendaki pengelolaan keuangan desa yang akuntabel tentunya akan 

sangat antusias dengan adanya aplikasi ini. Namun sebaliknya, aplikasi ini 

akan menjadi mala petaka bagi oknum pemerintah desa yang memiliki niat 

menyelewengkan anggaran desa. 

Kehadiran aplikasi ini sudah sepantasnya didukung oleh semua 

pihak terutama oleh pemerintah desa sendiri yang bertindak sebagai 

pengguna di lapangan. Efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan aplikasi 

ini tentunya menjadi nilai tambah tersendiri bagi pemerintah desa jika 

tidak ingin kerepotan dalam mengelola Dana Desa yang jumlahnya cukup 

besar. Terlebih lagi dengan nilai akuntabilitas yang dijunjung tinggi 

melalui perwujudan aplikasi Siskeudes ini dalam mengelola keuangan desa 

demi terlaksananya otonomi desa. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah 

desa dan semua pihak yang terlibat dapat manyatukan suara untuk 

mensukseskan terwujudnya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik 

dan menguntungkan bagi semua. 

d) Pernyataan sikap organisasi terhadap temuan ide 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, bahwa pihak BPKP sebagai 

pengembang dan pemerintah pusat telah sepakat untuk terus 

mengembangkan aplikasi Siskeudes ini. Langkah tersebut sudah tepat 

mengingat informasi yang diperoleh sudah cukup jelas bahwa kehadiran 

aplikasi tersebut memang diperlukan serta dukungan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan juga sudah terakomodir. Dengan pernyataan sikap 
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persetujuan ini akan menjadi pintu gerbang bagi BPKP untuk 

mengembangkan aplikasi ini menjadi bentuk yang lebih matang dan 

sempurna sebelum diimplementasikan pada tataran pemerintah desa. Dari 

sinilah proses adopsi aplikasi Siskeudes oleh Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo dimulai. 

b. Adopsi 

Pada poses adopsi ini terdapat dua aktivitas utama yaitu sosialisasi 

dan modifikasi. Kabupaten Ponorogo sendiri semenjak awal 

diperkenalkannya aplikasi Siskeudes di lingkungan pemerintah daerahnya 

telah memiliki komitmen untuk mengadopsi aplikasi tersebut. Melalui 

Bupati Ponorogo Ipong Mukhlissoni, keputusan untuk menerapkan 

aplikasi Siskeudes di wilayah Ponorogo telah deal pada akhir tahun 2015. 

1) Sosialisasi 

Pada proses sosialisasi ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa telah dapat melakukannya secara maksimal. Hal ini terbukti dengan 

tercovernya seluruh wilayah perdesaan di Kabupaten Ponorogo yang 

berjumlah 281 desa dari 21 kecamatan. Kemudian, pada awal tahun 2016 

aplikasi Siskeudes pun telah siap dioperasikan di seluruh lingkungan 

pemerintahan desa di Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, hingga 

awal 2018 ini, penerapan aplikasi Siskeudes di Kabupaten Ponorogo telah 

mamasuki tahun ketiga. 

Kendati demikian, sosialisasi aplikasi Siskeudes di Kabupaten 

Ponorogo oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak berarti 
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bebas dari kendala apapun. Sebagaimana data yang peneliti peroleh 

terdapat  respon beragam yang ditunjukkan pihak pemerintah desa di 

Kabupaten Ponorogo mulai dari yang mendukung hingga menolak. 

Mereka yang mendukung memiliki alasan bahwa besarnya dana yang 

mereka terima membutuhkan pengelolaan yang lebih mudah dan murah. 

Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah desa yang mendukung pada 

dasarnya telah memiliki kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa.  

Salah satu pemerintah desa yang mendukung impelementasi aplikasi 

Siskeudes tersebut ialah Desa Sempu yang dibuktikan dengan pernyataan 

Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Siskeudes 

Desa Sempu. Mereka sangat menyambut aplikasi tersebut dengan antusias 

dan telah mengakui besarnya peran Siskeudes dalam memudahkan tata 

kelola keuangan Desa Sempu selama kurang lebih tiga tahun berjalan ini. 

Bukan hanya dari segi akuntabilitasnya saja, faktor efisiensi atau 

kemudahan juga menjadi dorongan tersendiri bagi mereka untuk 

mendukung diterapkannya aplikasi tersebut. Meskipun hal tersebut juga 

memiliki konsekuensi bahwa Pemerintah Desa Sempu harus memiliki skill 

yang kompeten dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, yang saat ini 

dipercayakan kepada operator Siskeudes Desa Sempu. 

Sementara itu, pemerintah desa yang kurang menyambut baik 

hadirnya aplikasi ini didorong oleh alasan kurang “bebas” nya mereka 

dalam mengelolaan keuangan desa. Kata bebas disini hampir dapat 
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disinonimkan dengan artian tidak ingin dikekang oleh peraturan dan 

koridor yang berlaku. Artinya, mereka yang tidak mendukung penerapan 

aplikasi ini selain karena faktor kompetensi SDM yang masih kurang juga 

dikarenakan adanya kecemasan bagi pemerintah desa terhadap hilangnya 

celah dalam pengelolaan keuangan desa. Celah disini dikonotasikan 

sebagai adanya  kesempatan bagi mereka yang terindikasi menjadi oknum 

pemerintah desa yang ingin melakukan penyelewengan penggunaan 

anggaran.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Siskeudes selain memiliki 

nilai efisiensi dan efektivitas yang baik, keberadaannya ternyata juga 

mampu menjadi alat yang bersifat preventif terhadap munculnya gejala-

gejala korupsi di lingkungan pemerintah desa. Dengan demikian, 

kemunculan aplikasi ini membawa dampak bagi terwujudnya pengelolaan 

keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pada akhirnya, 

dengan instruksi dari pemerintah pusat dan kabupaten, semua desa di 

wilayah Kabupaten Ponorogo baik yang mendukung maupun kurang 

mendukung telah menyepakati penggunaan aplikasi tersebut sebagai alat 

pengelola keuangan desa mereka yang baru. 

2) Modifikasi 

Sementara itu, ditinjau dari sisi modifikasi, aplikasi Siskeudes di 

Kabupaten Ponorogo tidak dimodifikasi atau diperbaharui oleh Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo sebab hal tersebut akan menyalahi aturan yang 

berlaku. Aplikasi Siskeudes merupakan besutan dari badan pengawasan 
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keuangan internal yang mana dalam pengembangannya telah mengadopsi 

alur atau siklus pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri 

Nomor113 tahun 2014. Apabila Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

memodifikasi aplikasi tersebut secara sepihak, maka hal tersebut 

merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Artinya, pihak yang 

berhak melakukan modifikasi terhadap aplikasi tersebut ialah BPKP 

sendiri.  

Tindakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tersebut sudah betul 

dengan mengadopsi aplikasi Siskeudes secara bulat tanpa merubahnya 

sedikitpun. Sikap ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten 

Ponorogo telah percaya sepenuhnya kepada BPKP sebagai pembesut dari 

aplikasi ini. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga tidak 

perlu khawatir terhadap kekurangan yang terdapat dalam aplikasi tersebut 

sebab BPKP akan selalu melakukan upgrade atau peningkatan kualitas 

sistem setiap awal tahun. Jadi aplikasi Siskeudes disini bukannya tidak 

mengalami modifikasi sama sekali tetapi justru selalu mengeluarkan versi 

terbaru setiap awal tahun seperti halnya aplikasi pada android. Hal tersebut 

merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPKP untuk 

meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi itu sendiri dan juga 

mengaktifkan fitur-fitur yang sebelumnya belum bisa digunakan secara 

perlahan. Dengan demikian, pemerintah desa khususnya operator dapat 

semakin mudah mengperasikan Siskeudes dan menggunakan fitur-fitur 

pendukung yang sebelumnya belum aktif. 
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c. Implementasi 

Tahap ketiga sekaligus terakhir dalam proses inovasi menurut 

Shepard (1967: 470-477) dalam Rahadi dan Budi (2014:4) adalah 

implementasi. Adapun aktivitas yang dilakukan pada tahap ini ialah 

pengumpulan sumber daya, penempatan personel, pelatihan dan 

pendampingan, serta evaluasi dan monitoring. Selain itu dalam tahap ini 

juga akan dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya 

implementasi aplikasi Siskeudes di Kabupaten Ponorogo secara umum dan 

Desa Sempu secara khusus. 

1) Pengumpulan sumber daya 

Pengumpulan sumber daya dilakukan pihak Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa dengan menunjuk bendahara untuk mengoperasikan 

aplikasi Siskeudes. Bagi desa yang bendaharanya kurang berkompeten 

dalam mengoperasikan komputer, pemerintah desa diberikan kebebasan 

untuk menunjuk sesorang di luar perangkat desa yang dapat 

mengoperasikan aplikasi tersebut. Tentunya dengan catatan bahwa orang 

tersebut memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah 

desa yang bersangkutan serta yang paling penting adalah ia harus 

memahami setiap alur pengelolaan keuangan desa.Di Desa Sempu sendiri, 

telah menunjuk seorang operator Siskeudes yang berasal dari luar 

pemerintah desa namun tetap berasal dari Desa Sempu sendiri.  

Menurut hasil observasi yang peneliti lakukan secara langsung, 

peneliti sampai pada kesimpulan bahwa operator Desa Sempu tersebut 
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memiliki skill yang sangat baik dan mumpuni dalam mengoperasikan 

Siskeudes. Hal ini merupakan kabar baik bagi Pemerintah Desa Sempu 

sebab dengan dimilikinya tenaga operator yang berkompeten akan 

berdampak positif bagi proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu. 

Oleh karena keahliannya dalam mengoperasikan komputer dan 

pemahamannya terhadap keuangan desa, Pemerintah Desa Sempu telah 

menunjuknya sebagai operator Siskeudes Desa Sempu pada forum Musdes 

tahun 2016 lalu. 

2) Penempatan personel 

Dalam proses implementasi aplikasi Siskeudes ini, penempatan 

personel dalam lingkup pemerintah desa untuk Desa Sempu sendiri sudah 

sesuai aturan, baik Kepala Desa maupun Sekretaris. Hanya saja, aplikasi 

Siskeudes yang seharusnya dioperasikan oleh bendahara harus digantikan 

oleh operator karena permasalahan sumber daya manusia. Meskipun 

demikian, hal tersebut tidak menyalahi aturan sebab pemerintah desa telah 

diberikan kebebasan untuk menunjuk operator Siskeudes yang berasal dari 

luar pemerintah desa apabila kompetensi bendahara belum mumpuni.  

Menurut hemat peneliti, memang benar bahwa pengangkatan tenaga 

operator tersebut sah-sah saja, namun alangkah baiknya jika bendahara dan 

perangkat desa yang lain juga mau belajar untuk mengoperasikan 

komputer dan aplikasi Siskeudes. Terlepas dari tinggi rendahnya tingkat 

pendidikan yang mereka miliki, jika ada kemauan untuk belajar, tidak ada 

yang tidak mungkin. Jadi, peneliti merasa bahwa Pemerintah Desa Sempu 
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dapat menyelenggarakan pelatihan untuk perangkat desanya, khususnya 

dalam penguasaan komputer. 

3) Pelatihan dan pendampingan 

Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu dengan 

menyelenggarakan pelatihan bagi operator Siskeudes. Pihak Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desajuga tidak segan untuk memberikan 

arahan bagi para operator yang ingin berkonsultasi terkait pengeoperasian 

Siskeudes. Hal tersebut sangat baik sehingga operator dapat mengatasi 

permasalahannya dan memahami tata cara pengoperasian yang benar. 

Dalam hal pendampingan juga sudah terlaksana dengan baik yaitu dengan 

menyediakan tenaga pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu oleh 

pihak kecamatan sehingga dapat membantu desa dalam menyelenggarakan 

kegiatannya. 

Selanjutnya, melalui pelatihan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan dan Aset Desa, operator Desa Sempu telah meningkatkan 

kemampuan dan pemahamannya dalam mengoperasikan aplikasi 

Siskeudes. Meskipun latar belakang pendidikan operator Desa Sempu 

sendiri bukanlah dari bidang IT ataupun keuangan melainkan adalah 

seorang arsitek, namun dedikasinya yang tinggi membuktikan bahwa latar 

belakang pendidikan yang berbeda bukanlah suatu alasan bagi seseorang 

untuk menolak mempelajari hal yang baru. Berkat ketekunannya, 

Pemerintah Desa Sempu sangat jarang melakukan kesalahan dalam 
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pengelolaan keuangan desa, kalaupun ada, itupun bukan merupakan 

penyelewengan anggaran melainkan sekedar permasalahan administratif.  

4) Monotoring dan evaluasi 

Meskipun kinerja operator Siskeudes Desa Sempu menurut hemat 

peneliti sudah sangat baik, bukan berarti kontrol dan monitoring tidak lagi 

diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan desa tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat 

menciptakan iklim pengelolaan keuangan desa yang bersih, transparan, 

dan akuntabel. Artinya, kegiatan monitoring disini menjadi sarana menilai 

sejauhmana akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan 

oleh pemerintah desa. 

Pengawasan ini telah dilakukan oleh pihak Desa Sempu sendiri 

melalui kepala desanya terhadap perangkat desa termasuk operator 

(internal). Pengawasan juga dilakukan oleh pihak kecamatan dengan cara 

memeriksa setiap laporan yang akan dikirim ke kabupaten, dan dari 

inspektorat dengan mengamati pelaksanaan pembangunan secara langsung 

di lapangan serta memeriksa dokumen-dokumen desa (eksternal). Seperti 

yang sudah berjalan sampai saat ini, apabila pihak inspektorat menemukan 

kekurangan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa maka 

pihaknya akan mengakomodasi temuan-temuan tersebut untuk kemudian 

disampaikan kepada pihak desa lagi melalui Dinas Pemberdayaan dan 

Masyarakat Kabupaten Ponorogo.  
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Untuk Desa Sempu sendiri selama tahun 2017 kemarin hanya 

melakukan kesalahan terkait penulisan kode pencairan Dana Desa. 

Informasi ini peneliti dapat ketika melakukan kegiatan magang di Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Ponorogo selama bulan 

Agustus hingga September 2017 lalu. Dengan demikian, dapat peneliti 

katakan bahwa pada dasarnya pengelolaan keuangan di Desa Sempu telah 

berjalan cukup baik yang didukung dengan sumber daya operator yang 

mumpuni, meskipun masih terdapat kesalahan yang harus diperbaiki 

kedepannya. Dengan kata lain, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di 

Desa Sempu sudah dapat terwujud melalui pelaporan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan melalui penerapan aplikasi Siskeudes. 

Harapannya, Pemerintah Desa Sempu dapat senantiasa menyelenggarakan 

pengelolaan keuangan desa yang baik dan menjujung tinggi kepentingan 

masyarakat Desa Sempu di atas kepentingan perangkat Desa Sempu 

sendiri. 

5) Faktor pendukung  

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, faktor pendukung yang 

pertama, ialah adanya kebutuhan dari pihak pemerintah desa sendiri. 

Dengan jumlah anggaran yang cukup besar yang harus dikelola dengan 

baik, pemerintah desa beranggapan bahwa mereka memang membutuhkan 

suatu alat yang dapat membantu mereka menatausahakan keuangan desa 

dengan baik. Tanpa adanya Siskeudes, pengelolaan keuangan desa akan 

mejadi semrawut, bahkan tanpa dibantu dengan aplikasi Siskeudes, untuk 
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menemukan selisih anggaran sekecil apapun akan sangat menyita waktu 

dan tenaga. Namun setelah adanya Siskeudes, keuangan desa menjadi 

lebih tertata dan sistematis. Hal  tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan desa saat ini telah berjalan dengan lancar berkat kehadiran 

aplikasi Siskeudes jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang 

tanpa aplikasi alias manual. 

Faktor pendukung kedua ialah adanya tuntutan dari pemerintah pusat 

yang sebelumnya hanya sebatas anjuran namun mulai tahun 2018 ini 

sifatnya menjadi wajib bagi seluruh desa di wilayah Indonesia. Dengan 

kewajiban tersebut,  maka tidak ada alasan lagi bagi pemerintah desa untuk 

menolak menggunakan Siskeudes sebagai aplikasi penatausahaan 

keuangan desa. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri 

patut berbangga sebab sejak awal tahun 2016 lalu seluruh desa di wilayah 

Kabupaten Ponorogo telah mengaplikasikan Siskeudes. Berkat 

keberhasilan impelementasinya di Kabupaten Ponorogo, Bupati Ponorogo, 

Ipong Mukhlissoni bahkan telah menerima penghargaan dari World Bank 

dan diundang untuk menularkan ilmu aplikasi Siskeudes ke India pada 

2016 lalu. Prestasi ini selayaknya menjadi cambuk bagi Pemerintah 

Kabupaten Ponorogo dan pemerintah desa sendiri untuk tetap 

mempertahankannya dengan cara terus meningkatkan kualitas 

implementasi aplikasi Siskeudes di daerahnya melalui pelatihan dan 

evaluasi. 
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Faktor pendukung ketiga yaitu berasal dari sisi internal aplikasi 

Siskeudes itu sendiri. Aplikasi Siskeudes yang membawa efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan keuangan desa, tidak dipungutnya biaya atas 

penggunaan aplikasi ini alias gratis dan merupakan besutan dari BPKP 

secara langsung menjadi nilai tambah tersendiri yang dapat mendukung 

penerapannya. Dengan kelebihan yang dimiliki aplikasi Siskeudes ini 

sudah selayaknya menjadi penyemangat bagi pemerintah desa untuk dapat 

menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa yang semakin akuntabel. 

Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi 

Siskeudes, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah desa untuk tidak 

menggunakan aplikasi ini dalam pengelolaan keuangan desanya. 

Sebagaimana Desa Sempu sendiri yang telah mengoperasikan aplikasi 

Siskeudes ini dengan baik, sehingga laporan yang dihasilkan pun juga 

sesuai standar.` 

6) Faktor penghambat 

Selain faktor pendukung, implementasi aplikasi Siskedes juga tidak 

terlepas dari adanya faktor penghambat. Berdasarkan data yang telah 

peneliti peroleh dan sajikan sebelumnya, terdapat tiga faktor penghambat 

dalam implementasi aplikasi Siskeudes di Kabupaten Ponorogo. Faktor 

penghambat yang pertama terkait dengan regulasi yang menaungi aplikasi 

Siskeudes itu sendiri yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Model-model transaksi keuangan yang 

terdapat dalam regulasi ini kurang dapat diimplementasikan di lapangan 
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yakni di lingkungan desa. Dalam regulasi ini model-model transaksi 

keuangan yang menuntut barang didatangkan terlebih dahulu baru 

kemudian uang dicairkan dan kemudian dibayarkan ini lebih akrab dengan 

budaya perkotaan ketimbang di desa. Masyarakat di desa biasanya lebih 

memilih untuk menunggu uang datang terlebih dahulu baru kemudian 

membeli barang.  

Hal ini lah yang dinilai kurang sesuai dengan tradisi masyarakat 

perdesaan, dalam hal ini di Kabupaten Ponorogo. Terlepas dari keluhan 

tersebut, sejauh prinsip transaksi keuangan yang terdapat dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tersebut baik, pemerintah desa di 

Kabupaten Ponorogo seharusnya dapat menyesuaikan dengan peraturan 

yang ada. Pemerintah desa mungkin belum terlalu terbiasa dengan model-

model transaksi keuangan ala kota tersebut, namun dalam perjalanannya 

pemerintah desa akan familiar dengan aturan ini. Selama prinsip 

tersebutbertujuan baik, yakni menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa, seharusnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan segenap 

pemerintah desa di Kabupaten Ponorogo mendukung peraturan ini demi 

lancarnya pembangunan yang ada di desa. 

Meskipun demikian, tidak lantas membuat Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desadan pemerintah desa di Kabupaten Ponorogo menjadi 

apatis dan tidak kritis terhadap permasalahan yang terjadi. Apabila dirasa 

terdapat kejanggalan atau hal-hal yang menghambat jalannya pengelolaan 

keuangan maupun pembangunan yang ada di desa, aspirasi tersebut dapat 



152 
 

disampaikan ke jajaran pemerintahan di atasnya atau langsung ke 

Kemendagri agar ditindaklanjuti. Selain itu, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa sebagai unsur pembina juga sebaiknya terus 

meningkatkan inisiatifnya dalam mencari solusi atas setiap masalah yang 

muncul di lapangan. Dengan melakukan pelatihan dan pembinaan secara 

rutin, perlahan pemerintah desa di Kabupeten Ponorogo akan semakin 

handal dalam mengelola keuangan desanya. 

Adapun faktor penghambat yang kedua ialah masalah yang sudah 

sangat tidak asing di telinga kita, yaitu masalah SDM. Sebagaimana yang 

telah peneliti jelaskan dan didukung dengan data yang telah peneliti 

paparkan, permasalahan utama dalam implementasi Sikeudes di 

Kabupaten Ponorogo ialah kurangnya kompetensi perangkat desa dalam 

penguasaan IT. Hal ini menjadi permasalahan yang krusial sebab 

pengoperasian aplikasi Siskeudes hanya dapat dilakukan oleh orang yang 

benar-benar memahami IT sekaligus paham dengan sistem pengelolaan 

keuangan desa. Jika menurut data yang peneliti peroleh hanya sebanyak 

satu atau dua orang saja di setiap lingkungan pemerintahan desa yang 

menguasai IT, artinya sedikit sekali perangkat yang berkompeten dalam 

menggunakan komputer apalagi harus mengoperasikan aplikasi Siskeudes. 

Kondisi ini menjadi momok sekaligus tantangan tersendiri bagi 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menemukan solusi yang 

tepat guna memecahkan masalah tersebut. Pengoperasian aplikasi 

Siskeudes ini sebenarnya menjadi tugas dari bendahara desa selaku pihak 
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yang berwenang melakukan penatusahaan keuangan desa. Namun apabila 

bendahara tidak memiliki kompetensi dalam mengoperasikan aplikasi 

tersebut, pemerintah desa dapat melakukan diskresi dengan menunjuk 

seseorang di luar pemerintah desa untuk menjadi operator dari aplikasi 

Siskeudes. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sempu 

yang telah menunjuk operator Siskeudes di Desa Sempu. Hal ini membuat 

tugas-tugas bendahara yang sebagian besar telah terangkum dalam aplikasi 

Siskeudes berpindah ke tangan operator. Bendahara kemudian hanya 

melakukan tugas-tugas administratif lain seperti menyimpan dokumen dan 

memberikan tanda tangan apabila diperlukan. 

Kondisi ini menurut peneliti bukanlah hal yang baik, sebab 

bagaimanapun juga tugas bendahara sudah diatur dalam Permendagri 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa seperti menyusun buku 

kas tunai, buku bank, dan buku pembantu pajak. Meskipun ketiga buku ini 

telah ada dalam Siskeudes, namun sebaiknya bendahara juga membuat 

salinannya dalam bentuk manual yang sekaligus sebagai backup atau 

cadangan data manakala data Siskeudes hilang atau rusak. Selain itu, 

bendahara desa seharusnya juga belajar mengoperasikan aplikasi 

Siskeudes yang sebenarnya merupakan tanggung jawabnya. Sehingga 

bendahara dapat membantu operator ataupun menggantikan operator 

ketika berhalangan untuk mengoperasikan Siskeudes. Apabila bendahara 

juga memiliki skill untuk mengopersikan Siskeudes, hal ini akan 
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berdampak sangat baik bagi Pemerintah Desa Sempu karena dapat 

melakukannya secara mandiri dan tidak bergantung pada operator saja. 

Di samping kedua faktor penghambat tersebut, peneliti dalam 

observasinya telah menangkap satu faktor penghambat lagi yaitu terkait 

jaringan internet. Sekitar 40% dari wilayah Ponorogo adalah pegunungan 

yang kondisi jaringan internetnya kurang baik. Hal ini juga dialami oleh 

Desa Sempu sendiri. Letak geografis Desa Sempu yang masuk di wilayah 

Kecamatan Ngebel yang terkenal dengan pegunungannya membuat 

infrastruktur jaringan internet yang masuk ke Desa Sempu masih sangat 

minim. Hanya beberapa wilayah saja yang sudah mengoperasikan 

Siskeudes ini dalam fitur online, tentunya mereka yang infrastruktur 

jaringan internetnya sudah memadai. Oleh sebab itu lah Desa Sempu 

beserta ratusan desa yang memiliki nasib serupa masih mengoperasikan 

aplikasi Siskuedes dalam fitur offline. Padahal, jika pengaplikasian 

Siskeudes ini sudah dalam bentuk online akan semakin memudahkan 

pemerintah desa sebab transfer data tidak lagi membutuhkan flashdisk 

namun dapat langsung diakses oleh pihak kecamatan, kabupaten, bahkan 

kementerian sekalipun.  

Namun, kondisi offline ini di Desa Sempu sendiri justru didukung 

oleh operator Siskeudes dan perangkat desa. Mereka beralasan bahwa 

kondisi offline ini lebih aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung 

jawab yang dapat mengacaukan pengelolaan keuangan mereka. Mereka 

khawatir bahwa masyarakat luas akan secara gampang mengetahui dan 
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“mengobok-obok” tata kelola keuangan Desa Sempu. Selain itu juga 

operator merasa lebih nyaman dengan mode offline ini sebab dapat 

dikerjakan kapanpun dan dimanapun serta tidak membebani operator, 

terlebih jika melihat kondisi jaringan di Desa Sempu sendiri yang kurang 

mendukung.  

Padahal, menurut hemat peneliti, perangkat desa seharusnya tidak 

perlu khawatir bahwa data keuangan mereka akan berubah, hilang, 

ataupun rusak oleh karena dapat diakses oleh masyarakat umum. 

Pemahaman ini keliru, sebab yang dimaksud dengan online disini 

bukanlah untuk masyarakat umum namun khusus untuk jajaran yang 

terkait yaitu kecamatan, kabupaten, bahkan sampai kementerian. Dengan 

demikian, apabila terdapat indikasi penyelewengan dalam pengelolaan 

keuangan desa dapat dilacak sampai ke tingkat desa oleh kementerian dan 

BPKP secara langsung. Kekhawatiran pengelolaan keuangan desa dapat 

dilihat oleh masyarakat umum ini juga malah menunjukkan bahwa seakan 

ada yang disembunyikan dari pengelolaan keuangan desa tersebut. Jika 

Pemerintah Desa Sempu merasa yakin bahwa pengelolaan keuangan desa 

yang mereka jalankan sudah akuntabel, seharusnya mereka tidak keberatan 

melakukan trasparansi. Meskipun, dengan catatan, masyarakat tidak harus 

memperoleh informasi tersebut melalui daring, namun dengan cara lain 

misalnya memasang banner seperti yang sudah dilakukan Pemerintah 

Desa Sempu selama ini. 
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2. Tahapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Akuntabel menurut LAN (2003) mempunyai pengertian bahwa 

setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau 

berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. 

Sedangkan kata akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris accountability 

yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

pembahasan ini akan merujuk pada tahapan aplikasi Siskeudes dalam 

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu. 

Peneliti akan membahas bagaimana peran aplikasi Siskeudes ini dalam 

meningkatkan atau mewujudkan sebuah pengelolaan keuangan desa yang 

dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal (jajaran pemerintah di 

atasnya) dan horizontal (masyarakat Desa Sempu). 

Mardiasmo (2009:20) menyebutkan bahwa akuntabilitas dipahami 

sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak 

pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam teori principal-

agenttersebut, yang menjadi pihak pemegang amanah atau agent ialah 

Pemerintah Desa Sempu sementara itu yang menjadi principal atau 
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pemberi amanah ialah Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat 

Desa Sempu sendiri. Hubungan antara keduanya ini sangat erat dan tidak 

dapat dipisahkan, keduanya saling bersinergi demi terwujudnya 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 

Sebagai agent, Pemerintah Desa Sempu telah menerima amanah 

dari pemrintah Kabupaten Ponorogo dan masyarakat Desa Sempu untuk 

mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin demi kemaslahatan 

masyarakat Desa Sempu. Melalui aplikasi Siskeudes, amanah tersebut 

dapat dilaksanakan secara lebih maksimal oleh Pemerintah Desa Sempu 

yang dibuktikan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai 

dengan standar. Detailnya pengaturan yang ada dalam Siskeudes membuat 

segala sesuatu terkait keuangan desa menjadi lebih tertata, tercatat, dan 

tersimpan dengan baik. Di sisi lain, pemerintah dan masyarakat sebagai 

principal dapat mengawasi dan mengontrol kinerja pemerintah desa 

melalui pelaporan yang disampaikan. Tertatanya pengelolaan keuangan 

desa menggunakan aplikasi Siskeudes diharapkan mampu mewujudkan 

akuntabilitas keuangan desa sekaligus memberantas praktik-praktik 

korupsi dalam penyelenggaraan pemeritahan desa.  

a. Perencanaan Keuangan Desa 

Perencanaan menurut Becker (2000) dalam Rustiadi (2008:339) 

dimaknai sebagai suatu proses yang ingin dicapai di masa yang akan 

datang serta menentukan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk 

mencapainya. Secara umum, perencanaan keuangan diartikan sebagai 
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kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun 

waktu tertentu di masa yang akan datang.Sebagaimana yang tercantum 

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dalam pengelolaan 

keuangan desa perencanaan ini dilakukan dengan menyusun RPJM 

Desa dan RKP Desa yang kemudian dijadikan dasar  atau acuan dalam 

menentukan APB Desa. Di Desa Sempu, sebagaimana desa lain pada 

umumnya, menyusun RPJM Desa dengan jangka waktu lima tahun, 

sedangkan RKP Desa jangka waktunya satu tahun. RPJM Desa terakhir 

di Desa Sempu hingga saat ini ialah tahun 2017 sampai dengan 2022.  

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling 

lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan (Moedarlis, 2016). 

Pendapat ini sesuai dengan realita di Desa Sempu sendiri yang selalu 

melibatkan unsur masyarakat dalam musyawarah desa dan dilaksanakan 

paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan. Pelibatan unsur 

masyarakat ini di dalamnya terdapat BPD, LPMD, serta Ketua RT dan 

RW masing-masing dukuhan. Sebelum masuk pada forum musyawarah 

desa, BPD terlebih  dahulu melakukan penggalian aspirasi masyarakat 

setiap dukuh untuk menampung saran-saran dari masyarakat terkait 

pembangunan apa yang mereka butuhkan di masing-masing dukuhan. 

Setelah saran-saran tersebut ditampung, langkah selanjutnya ialah 

melakukan pramusdes untuk menyaring dan menyusun prioritasnya 

sebelum kemudian dibawa ke musdes. 
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Pada dasarnya proses perencanaan di Desa Sempu ini sudah benar 

dan sesuai dengan teori. Sebagaimana menurut Riyanto (2015:124) 

aspek validitas diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. 

Validitas disini dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana kesesuaian 

antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, 

pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan ini merupakan sarana 

untuk menyesuaikan rencana pemerintah desa dengan apa yang 

sebenarnya masyarakat butuhkan.  

Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan 

desa melalui RPJM Desa dan RKP Desa, hal tersebut menunjukkan 

bahwa Pemerintah Desa Sempu telah menerapkan prinsip partisipatif 

dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana kita ketahui, 

masyarakat bukan lagi objek dari pembangunan, melalinkan subjek dari 

pembangunan itu sendiri. Perencanaan yang tanpa melibatkan unsur 

masyarakat di dalamnya akan membuat rencana pembangunan desa ke 

depannya menjadi gamang dan tidak tepat sasaran. Akibatnya, anggaran 

yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan 

guna mewujudkan kesejahteraan rakyat justru tidak dapat dinikmati 

manfaatnya oleh masyarakat sendiri. Di sisi lain, penggunaan aplikasi 

Siskeudes dalam tahap ini juga sangat penting yaitu untuk memasukkan 

data RPJM Desa dan RKP Desa ke dalamnya. Dengan demikian, data 

tersebut akan tersimpan dengan baik dan menjadi satu kesatuan yang 

terintegrasi dengan data lain yang nantinya juga akan dimasukkan ke 
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dalamnya baik itu data yang berkaitan dengan profil desa maupun data 

mengenai keuangan desa sendiri. Langkah awal ini akan menjadi pintu 

gerbang menuju akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih 

komprehensif lagi pada tahap-tahap selanjutnya. 

b. Penganggaran 

Mardiasmo (2009:61) mendefinisikan anggaran sebagai 

pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau keuangan. 

Sementara itu, makna penganggaran sendiri menurut Mardiasmo 

(2009:61) adalah suatu proses atau metode yang digunakan untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Dalam pengelolaan keuangan di Desa 

Sempu, penganggaran pada dasarnya merupakan suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh pemerintah desa untuk menentukan besaran anggaran 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan desa pada tahun 

berjalan. Penganggaran dalam bidang pemerintahan termasuk 

pemerintah desa merupakan ranah dari proses politik sehingga dalam 

pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat guna menerima saran 

ataupun kritik yang membangun. Dalam hal ini di realita di Desa 

Sempu sendiri memang relevan dengan prinsip tersebut, dimana BPD 

kembali memainkan perannya. Peran BPD disini ialah ikut serta dalam 

pembahasan Raperdes tetang APB Desa. 

Penganggaran dalam pengelolaan keuangan desa pada dasarnya 

merupakan proses penyusunan APB Desa. Pemerintah Desa Sempu 
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dalam menyusun APB Desa mengacu pada RKP Desa yang telah  

dibuat sebelumnya, oleh karena itulah proses penganggaran ini sangat 

berhubungan erat dengan perencanaan. Dalam proses penganggaran ini, 

sekretaris desa memainkan peran yang sangat penting. Menurut 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam hal perencanaan dan 

penganggaran, sekretaris desa bertugas untuk menyusun Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa serta menyampaikan Raperdes APB 

Desa tersebut kepada kepala desa. Setelah melalui tahap-tahap 

sebagaimana yang telah diatur, RAPBBDes kemudian akan disahkan 

menjadi APB Desa dan berlaku selama tahun berjalan. 

Realita di Desa Sempu, penyusunan APB Desa disini lebih 

banyak menyita tenaga operator Siskeudes dibandingkan dengan 

sekretaris desa sendiri. Untuk rincian anggarannya, yang menyusun 

adalah operator sebagai orang yang menguasai penggunaan aplikasi 

Siskeudes. Sementara itu sekretaris desa lebih kepada redaksionalnya 

saja yang mana dapat menyalin dari Raperdes terdahulu. Hal ini 

menunjukkan bahwa kehadiran Siskeudes telah meringankan beban 

perangkat desa secara drastis, namun disisi lain beban tersebut 

berpindah ke tangan operator. Inilah perubahan yang dibawa Siskeudes 

di Desa Sempu, pekerjaan perangkat desa menjadi ringan berkat 

kemahiran dan kecerdasan operator dalam mengelola keuangan desa 

menggunakan aplikasi Siskeudes. 
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Kendati demikian, Pemerintah Desa Sempu meskipun tugas-

tugasnya telah banyak diambil alih oleh operator Siskeudes, sebaiknya 

tidak lantas hanya mengandalkan operator Siskeudes saja. Terlebih 

jabatan operator Siskeudes bukanlah bagian dari perangkat Desa Sempu 

yang sewaktu-waktu bisa saja berhalangan atau bahkan berhenti karena 

suatu alasan tertentu. Desa Sempu beruntung karena memiliki operator 

Siskeudes yang andal dan cerdas dalam pengelolaan keuangan desa. 

Terbukti dengan kemampuannya menunjukkan dan menjelaskan secara 

terperinci langkah-langkah mengoperasikan aplikasi Siskeudes kepada 

peneliti. Namun ada baiknya perangkat Desa Sempu yang lainnya juga 

belajar bagaimana mengoperasikan Siskeudes serta memahami 

bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik. Langkah ini 

diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga yang 

mengharuskan perangkat desa turun tangan secara langsung untuk 

mengoperasikan Siskeudes. Dengan kata lain, Pemerintah Desa Sempu 

dapat berusaha melakukan tindakan preventif untuk mencegah 

kemungkinan terburuk yang akan terjadi, sehingga tidak akan merusak 

nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang selama ini telah 

dibangun. 

c. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Desa 

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan 

implementasi atau eksekusi dari APB Desa. Yang termasuk dalam 

pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta 
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proses pembayaran. Tahap pelaksanaan ini merupakan rangkaian 

kegiatan untuk melaksanakan APB Desa dalam satu tahun anggaran 

yang dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Lebih dari itu, 

tahap ini berkaitan dengan penerimaan pendapatan desa melalui 

rekening kas desa dan pengajuan pendanaan pelaksanaan kegiatan 

melalui RAB. Dalam tahap ini, pemerintah desa menerima transfer dana 

dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui rekening kas desa secara 

langsung melalui APBD Kabupeten. 

Pemerintah Desa Sempu sendiri telah melaksanakan penerimaan 

dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Sebelum dana disalurkan ke PKD Desa 

Sempu untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, terlebih dahulu PKD 

mengajukan pendanaan yang dilengkapi dengan RAB dari kegiatan 

yang akan dilaksanakan tersebut. PKD Desa Sempu juga sudah 

memenuhi ketentuan untuk mengajukan SPP terlebih dahulu kepada 

Kepala Desa Sempu. Setelah barang dan jasa diterima, maka SPP dapat 

disetujui dan bendahara melakukan pembayaran.  

Tugas bendahara setelah melakukan pembayaran adalah 

melakukan pencatatan pengeluaran. Namun lagi-lagi disini yang 

berperan mengambil alih tugas bendahara adalah operator Siskeudes 

Desa Sempu. Oleh karena Bendahara Desa Sempu kurang memiliki 

kompetensi dalam mengoperasikan Siskeudes, maka tugas catat-
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mencatat sepenuhnya diserahkan kepada operator. Bukan hanya terkait 

pengeluaran saja, segala bentuk transaksi keuangan termasuk 

pemungutan pajak pun semua dicatat dalam Siskeudes. Tidak salah jika 

aplikasi Siskeudes memang sangat memudahkan perangkat desa 

terutama bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya 

terkait penatausahaanya, namun disini Bendahara Desa Sempu terkesan 

menggantungkan tugas-tugasnya kepada operator Siskeudes dengan 

tidak melakukan pencatatan secara manual. Pencatatan secara manual 

ini berguna sebagai data cadangan atau backup dari data yang ada 

dalam Siskeudes itu sendiri. 

Di sisi lain, guna mewujudkan penatausahaan yang tertata, 

operator Siskeudes Desa Sempu dalam tahap pelaksanaan ini telah 

melakukan tugasnya secara baik yaitu dengan melakukan penginputan 

RAB ke dalam aplikasi Siskeudes. Berdasarkan penjelasan yang telah 

dipaparkan operator Siskeudes mengenai tata cara penginputan RAB ke 

dalam aplikasi, peneliti dapat melihat bahwa pemahaman dan 

kemampuan operator ini tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, 

dalam melakukan tugasnya, operator harus tetap cermat dan berhati hati 

guna menghindari kesalahan pencatatan akibat human error. Terlebih 

lagi, RAB merupakan rincian biaya yang sangat detail untuk setiap 

barang bahkan yang bernilai kecil sekalipun. Oleh karena itu, operator 

harus benar-benar jeli dalam memasukkan angka demi angka jika tidak 



165 
 

ingin terjadi kesalahan dalam pencatatan dan menciderai akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desanya sendiri. 

d. Penatausahaan 

Penatausahaan menurut pengertian yang diutarakan oleh 

Kusmayadi (2009:2) dalam jurnalnya adalah kegiatan untuk melakukan 

pencatatan secara tertib, sistematis, dan kronologis atas penerimaan dan 

pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran. Dengan demikian 

penatausahaan keuangan desa dapat diartikan sebagai aktivitas 

pencatatan yang dilakukan secara tertib, sistematis, dan kronologis atas 

segala penerimaan dan pengeluaran desa selama satu tahun anggaran. 

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi 

keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diantaranya: 

1) pencatatan penerimaan desa; 2) pencatatan belanja desa, dan; 3) 

pencatatan pembiayaan desa. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan 

keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap 

pelaksanaan APB Desa.Hasil dari penatausahaan adalah laporan 

yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan itu sendiri. 

 Kondisi penatausahaan keuangan di Desa Sempu saat ini sudah 

sangat baik dan tertata dengan bantuan aplikasi Siskeudes dalam 

pengerjaannya. Tertatanya pencatatan keuangan desa ini mengacu pada 

prinsip keakuratan seperti yang digambarkan oleh Riyanto (2015:123) 

yang menyatakan bahwa dalam pembuatan dan penyelesaian laporan 
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keuangan dan pertanggungjawaban harus dikerjakan dengan teliti, tepat 

dan bebas kesalahan. Hal ini juga sesuai dengan dimensi akuntabilitas 

proses sebagaimana yang diungkapkan oleh Elwood (1993) dalam 

Mardiasmo (2009:21-22), bahwa aplikasi Siskeudes telah mencukupi 

prosedur sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan 

prosedur administrasi. Dengan adanya aplikasi Siskeudes, pencatatan 

keuangan desa termasuk pembuatan laporan keuangan menjadi lebih 

terjamin dari kesalahan. Operator pun harus berusaha untuk lebih teliti 

dan cermat dalam menginput data keuangan sehingga informasi-

informasi dari laporan keuangan desa tersebut valid dan jelas 

maksudnya. 

Di sisi lain, sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebelum 

melaksanakan penatausahaan keuangan desa terlebih dahulu harus ada 

bendahara desa yang ditunjuk oleh kepala desa sebelum dimulainya 

tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini, Kepala Desa Sempu, 

Bapak Fikso Rubiantotelah menunjuk Bendahara Desa Sempu yang 

merupakan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Sempu, yaitu Bapak 

Triyono. Berdasarkan regulasi yang berlaku, bendahara desa memiliki 

tugas untuk membuat Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, 

dan Buku Bank. Oleh karena buku-buku tersebut sudah terakomodir di 

dalam aplikasi Siskeudes, maka tugas tersebut secara otomatis 

dilaksanakan oleh operator Siskeudes Desa Sempu. Sementara itu, 
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bendahara desa hanya bertugas membantu operator Siskeudes dalam 

menginput data, namun secara praktis yang melaksanakan adalah 

operator Siskeudes itu sendiri. 

Selain itu, Sekretaris Desa Sempu justru meyoroti penatausahaan 

keuangan desa tersebut sebagai tanggungjawab dari masing-masing 

PKD. Memang benar dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan, 

PKD selaku pelaksana kegiatan berkewajiban untuk membuat SPJ 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kepala desa. Namun makna 

penatausahaan disini terlalu dipersempit ke ranah SPJ saja. Padahal 

menurut Permendagri 113 tahun 2014 sebagaimana yang telah peneliti 

jelaskan, tugas penatausahaan keuangan desa itu diembankan kepada 

bendahara desa. Bukan hanya terkais SPJ saja namun semua trasaksi 

yang masuk ke Buku Kas Umum, Buku Bantu Pajak, dan Buku Bank. 

Justru, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa SPJ tersebut sebenarnya 

masuk ke ranah pelaporan dan pertanggungjawaban, yaitu tahap 

selanjutnya setelah penatausahaan. Dari sini tampak bahwa perspektif 

tentang pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan oleh Sekretaris 

Desa Sempu tersebut masih terlalu sempit. 

Aplikasi Siskeudes di Desa Sempu dalam hal penatausahaan ini 

dapat dikatakan memiliki peran yang sangat vital. Betapa tidak, segala 

bentuk pencatatan mulai dari penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, 

dan segala bentuk traksaksi akan dicatat dalam aplikasi ini dengan 

mudah dan tersistem. Berbeda dengan kondisi terdahulu yang tidak 
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jarang harus menguras energi dan waktu Pemerintah Desa Sempu 

ketika melakukan penatausahaan dengan menggunakan sistem manual 

yaitu Microsoft Excel. Meskipun Microsoft Excel merupakan perangkat 

lunak pengolah angka yang pengerjaannya menggunakan komputer, 

namun sifatnya belum tersistem secara otomatis dalam mengelola 

keuangan desa. Ditambah lagi kompetensi Bendahara Desa Sempu yang 

masih kurang dalam penguasaa IT sehingga yang mengerjakan 

penatausahaan kala itu adalah Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat 

(Kaur Kesra) Desa Sempu yaitu Ibu Indah Purwati. Jadi, lagi-lagi disini 

yang menjadi titik permasalahan adalah pada SDM aparatur Pemerintah 

Desa Sempu. Tidak heran jika Pemerintah Desa Sempu kemudian 

sangat mengandalkan operator dan aplikasi Siskeudes karena tugas-

tugas mereka sangat terbantu dengan kehadiran aplikasi tersebut. 

Kendati demikian, hasil dari penatausahaan di Desa Sempu tetap 

patut diapresiasi karena telah berjalan dengan baik dengan 

memanfaatkan fasilitas aplikasi Siskeudes. Sehingga, penatausahaan 

keuangan Desa Sempu menjadi lebih baik, logis, sistematis dan 

kronologis yang mengindikasikan terwujudnya penatausahaan yang 

akuntabel. Hal tersebutlah yang selama ini menjadi keinginan dan 

harapan baik bagi pemerintah pusat sebagai pemberi wewenang, 

pemerintah desa sendiri sebagai pelaksana, dan masyarakat sebagai 

pemberi amanah dan sekaligus subjek pembangunan. 
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e. Pelaporan 

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah desa untuk 

menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang 

telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan kepada 

pemerintah desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014, pada tahap ini pemerintah desa menyusun 

laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap semester yang 

selanjutnya akan disampaikan kepada bupati/walikota serta laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 

terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada BPD. 

Tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini pada dasarnya 

adalah untuk memberikan informasi yang relevan terkait kondisi 

keuangan desa beserta seluruh transaksi yang dilakukan pemerintah 

desa selama periode tertentu kepada pihak-pihak yang memberi amanah 

kepada desa. Di Desa Sempu semua laporan keuangan baik laporan 

realisasi anggaran maupun laporan pertanggungjawaban relatif sudah 

berjalan dengan baik dan dikerjakan menggunakan aplikasi Siskeudes. 

Kesadaran akan pentingnya arti pelaporan untuk menjaga prinsip 

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga sudah dimiliki oleh 

Kepala Desa Sempu. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas 

kejujuran dan akuntabilitas hukum menurut Ellwood (1993) dalam 
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Mardiasmo (2009:21-22). Dengan adanya laporan, kemungkinan 

adanya penyalahgunaan jabatan (abuse of power) dapat ditekan 

seminimal mungkin karena aspek moral yaitu kejujuran. Di lain sisi, 

dengan melalakukan pelaporan berarti Pemerintah Desa Sempu juga 

menegakkan kepatuhan terhadap hukum maupun peraturan yang 

disyaratkan dalam penggunaan dana publik. 

Sementara itu, Sekretaris Desa Sempu dalam wawancaranya 

dengan peneliti menyampaikan bahwa laporan yang disampaikan 

kepada BPD adalah laporan terkait dokumen perencanaan 

pembangunan dan berita acara penyerahan pembangunan. Padahal 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 

menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan 

kewajibannya kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan 

penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir 

tahun anggaran. Jadi bukan hanya dokumen-dokumen terkait 

pelaksanaan pembangunan yang diberikan pada awal tahun anggaran, 

namun LRA dan LPPD juga sangat penting untuk disampaikan kepada 

BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut penting untuk 

disampaikan sebagai alat kontrol bagi masyarakat melalui BPD untuk 

menilai kinerja Pemerintah Desa Sempu dalam menyelenggaraan 

pemerintah desa termasuk di dalamnya penggunaan anggaran desa 

sehingga nilai akuntabilitasnya dapat terpenuhi.  
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Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:159) bahwa 

laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk 

menciptakan akuntabilitas sektor publik. Sudah selayaknya dan 

sepantasnya Pemerintah Desa Sempu selaku penerima amanah dari 

pemerintah kabupaten dan masyarakat Desa Sempu melaksanakan 

pembangunan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaannya, 

Pemerintah Desa Sempu juga harus menyampaikan laporan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah kabupaten 

saja namun juga kepada BPD selaku wakil masyarakat Desa Sempu.  

Laporan adalah bukti tertulis bahwa Pemerintah Desa Sempu 

telah melaksanakan segala kewajibannya yang telah diatur baik oleh 

undang-undang maupun peraturan lain termasuk oleh peraturan desa 

sendiri. Laporan dengan demikian memiliki fungsi untuk menunjukkan 

kepada stakeholder yang bersangkutan yaitu masyarakat Desa Sempu, 

Kecamatan Ngebel, dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo guna 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan di desa yang 

merupakan inti dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa itu sendiri. 

Peneliti yakin, dengan adanya aplikasi Siskeudes yang memiliki 

manfaat luar biasa terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa, 

Pemerintah Desa Sempu tidak akan mengalami kesulitan sama sekali 

dalam menyusun laporan. Terlebih dengan dimilikinya sumber daya 

operator yang sangat berkompeten, akuntabilitas pengelolaan keuangan 

desa melalui laporan akan lebih mudah terwujud. 
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f. Pertanggungjawaban 

Pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan bagian dari tahap 

pelaporan. Pertanggungjawaban ialah kewajiban pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk segala bentuk 

program dan kegiatan yang dijalankan di desa. Wujud dari 

pertanggungjawaban itu sendiri ialah laporan yang disampaikan kepada 

bupati dan BPD. Pemerintah Desa Sempu sampai saat ini telah 

melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik terkait pengelolaan 

anggaran untuk pembangunan di Desa Sempu. Hanya saja, masih ada 

laporan yang seharusnya juga disampaikan kepada BPD namun belum 

semuanya disampaikan secara tertulis. Harapannya, ke depan 

Pemerintah Desa Sempu dapat melaksanakan pelaporan dan 

pertanggungjawaban dengan lebih baik lagi agar akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Desa Sempu juga semakin meningkat. Langkah 

Pemerintah Desa Sempu untuk membuat banner yang berisikan 

informasi mengenai APB Desa agar dapat dilihat ole masyarakat sudah 

sangat baik karena transparansi juga merupakan pintu menuju 

akuntabilitas. 

Adanya laporan pertanggungjawaban ini juga menggambarkan 

prinsip trasnparansi itu penting. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Riyanto (2015:124) bahwa salah satu prinsip pengelolaan keuangan 
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desa adalah transparansi. Melalui musdes yang diselenggarakan untuk 

mempertanggungjawabkan penggunaan APB Desa, keterbukaan 

mengenai APBDesa yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa dapat terpenuhi. Transparansi menjadi sangat penting 

dalam pengelolaan keuangan desa agar pihak pemerintah desa 

transparan kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang 

telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 

masyarakat desa. Di Desa Sempu sendiri dalam 

pertanggungjawabannya terkait penggunaan APB Desa selain 

menggunakan cara-cara di atas juga menggunakan cara lain yaitu 

dengan memasang banner yang berisi infirmasi mengenai APB Desa 

sehingga dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Desa Sempu. 

Sekali lagi, dengan adanya aplikasi Siskeudes telah membuktikan 

bahwa aplikasi ini memberikan begitu banyak kemudahan bagi 

pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dalam mengelola 

keuangan desa. Meskipun Pemerintah Desa Sempu sendiri terkadang 

belum bisa memberikan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada pihak-pihak terkait di awal waktu yang telah ditentukan, namun 

sampai saat ini Pemerintah Desa Sempu belum pernah mengalami 

keterlambatan. Lagi-lagi, kemajuan ini tentunya juga tidak terlepas dari 

peran operator yang telah memberikan dedikasinya terhadap 

Pemerintah Desa Sempu dengan membantu membuat laporan 

pertanggungjawaban menggunakan aplikasi Siskeudes.  
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BPD sendiri sebagai alat kontrol dan pengawas kinerja 

pemerintah juga tidak boleh lengah dan apatis apabila Pemerintah Desa 

Sempu melakukan kesalahan. Sebagai wakil dari masyarakat Desa 

Sempu, BPD memegang amanah untuk selalu mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sempu dan memberikan saran 

atau masukan yang membangun demi terselenggaranya pemerintahan 

desa yang baik. Selain itu, BPD juga berhak mempertanyakan 

pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sempu terkait penggunaan APB 

Desa apabila Pemerintah Desa Sempu tidak menyampaikan laporannya 

pada akhir tahun anggaran atau selambat-lambatnya tiga bulan setelah 

tahun anggaran berakhir. Perlu pemahaman bersama baik antara BPD 

maupun Pemerintah Desa Sempu sendiri bahwa laporan 

pertanggungjawaban bukan sekedar formalitas hitam di atas putih saja, 

namun hakikat yang sebenarnya merupakan wujud akuntabilitas 

pengelolaan keuangan desa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

IV, peneliti dengan ini mengambil kesimpulan: 

1. Proses Inovasi dalam Siskeudes 

Sebagaimana sebuah inovasi pada umumnya, kehadiran Siskeudes 

bukanlah suatu kebetulan melainkan merupakan sebuah rangkaian proses 

sehingga bisa disebut sebagai inovasi. Terdapat tiga proses dalam inovasi 

Siskeudes berdasarkan teori dari Herbert A. Shepard yang peneliti 

gunakan. Pertama, adanya proses penemuan ide, kedua proses adopsi, dan 

yang ketiga adalah implementasi. 

a. Penemuan Ide 

Pada identifikasi masalah, latar belakang penemuaan ide aplikasi 

Siskeudes ini ialah untuk mengantisipasi aliran Dana Desa pada tahun 

2016 lalu. Selanjutnya, pengumpulan informasi dilakukan dengan 

menangkap keluhan dari pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan 

desa dan adanya kasus korupsi yang sering terjadi pada lingkup 

pemerintah daerah. Kemudian, interpretasi dari temuan ide ini 

menghasilkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari presiden, 

kementerian, BPKP dan pemerintah desa sendiri. Terakhir, pernyataan 

sikap organisasi terhadap temuan ide ini ditunjukkan dengan persetujuan 
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pemerintah pusat melanjutkan pengembangan aplikasi Siskeudes ini 

melalui BPKP. 

b. Adopsi 

Terkait proses adopsi, dalam hal ini sosialisasi aplikasi Siskeudes di 

Kabupaten Ponorogo berjalan lancar dengan sepakatnya seluruh 

pemerintah desa untuk menerapkan aplikasi tersebut meskipun pada 

awalnya sempat ada pemerintah desa yang menolak. Sementara itu, dari 

sisi modifikasi, pemerintah Kabupaten Ponorogo maupun Desa Sempu 

sendiri tidak momodifikasi aplikasi ini sama sekali karena hal tersebut 

dilarang. Pihak yang berwenang untuk memodifiksi aplikasi ini adalah 

BPKP sendiri sebagai pengembang yang oleh karenanya selalu 

mengeluarkan versi terbaru dari Siskeudes setiap awal tahun.  

c. Implementasi 

Pertama, pengumpulan sumber daya di Desa Sempu dilakukan 

dengan menunjuk operator untuk mengoperasikan Siskeudes. Kedua, 

penempatan personel dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sempu 

sudah tepat meskipun tugas bendahara harus digantikan oleh operator. 

Ketiga, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Mayarakat dan Desa sudah baik dengan memberikan 

arahan yang tepat kepada operator pemerintah desa yang masih belum 

paham. Keempat, monitoring dan evaluasi yang ada juga sudah berjalan 

dengan baik, masing-masing pihak baik dari Dinas Pemberdayaan 

Mayarakat dan Desa, kecamatan, dan inspektorat. Kelima, faktor yang 
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mendukung penerapan Siskeudes di Kabupaten Ponorogo yaitu adanya 

kebutuhan dari pihak pemerintah desa dan tuntutan dari pemerintah pusat, 

serta kelebihan yang melekat pada aplikasi Siskeudes itu sendiri. Keenam, 

faktor yang menghambat penerapan Siskeudes di Kabupaten Ponorogo di 

antaranya kebiasaan pemerintah desa yang kurang sesuai dengan model-

model transaksi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kurangnya kompetensi sumber daya 

aparatur desa, dan minimnya infrastruktur jaringan internet. 

 

2. Tahapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sempu Kecamatan 

Ngebel Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan analisis peneliti, penerapan aplikasi Siskeudes di Desa 

Sempu telah membawa pengelolaan keuangan desa menuju ke arah yang 

lebih baik. Pemerintah Desa Sempu telah berupaya memenuhi segala 

kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan 

aplikasi Siskeudes. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, namun 

secara umum pengelolaan keuangan di Desa Sempu dapat 

dipertanggungjawabkan dengan memenuhi prinsip akuntabilitasnya. 

a. Perencanaan 

Dari sisi perencanaan, secara umum perencanaan keuangan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sempu sudah berjalan dengan baik. 

Dengan dilakukannya proses penggalian gagasan oleh BPD ke setiap 
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dukuh menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sempu telah menerapkan 

prinsip partisipatif dalam perencanaan keuangan desa. Langkah partisipatif 

ini sudah sangat tepat dan sudah selayaknya untuk terus dipertahankan 

bahkan ditingkatkan lagi. 

b. Penganggaran 

Terkait penganggaran, sebenarnya tugas sekretaris desa adalah 

menyusun Raperdes tentang APB Desa serta menyampaikannya kepada 

kepala desa. Realita di Desa Sempu, penyusunan APB Desa disini lebih 

banyak menyita tenaga operator Siskeudes dibandingkan dengan 

sekretaris desa sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran Siskeudes 

telah meringankan beban perangkat desa secara drastis, namun disisi lain 

beban tersebut berpindah ke tangan operator. 

c. Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Desa 

Pemerintah Desa Sempu sendiri telah melaksanakan penerimaan 

dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa sesuai regulasi yang 

berlaku. Namun lagi-lagi disini yang berperan mengambil alih tugas 

bendahara adalah operator Siskeudes Desa Sempu. Disini Bendahara 

Desa Sempu terkesan menggantungkan tugas-tugasnya kepada operator 

Siskeudes dengan tidak melakukan pencatatan secara manual yang 

berguna sebagai data cadangan atau backup dari data yang ada dalam 

Siskeudes itu sendiri. 
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d. Penatausahaan 

Terkait penatausahaan, kondisi penatausahaan keuangan di Desa 

Sempu saat ini sudah sangat baik dan tertata dengan bantuan aplikasi 

Siskeudes dalam pengerjaannya. Didukung dengan operator Siskeudes 

yang cerdas dan cekatan, penatausahaan di Desa Sempu semakin berjalan 

lancar. Oleh karena itu aplikasi Siskeudes beserta operatornya merupakan 

aset vital yang dimiliki Pemerintah Desa Sempu saat ini. 

e. Pelaporan 

Selanjutnya terkait pelaporan, di Desa Sempu semua laporan 

keuangan baik laporan realisasi anggaran maupun laporan 

pertanggungjawaban relatif sudah berjalan dengan baik dan dikerjakan 

menggunakan aplikasi Siskeudes. Namun laporan yang disampaikan 

kepada BPD masih kurang, yaitu laporan keterangan penyelenggaraan 

pemerintahan atau LPPD dan LRA APB Desa secara tertulis bukan 

hanya secara verbal saja ketika dalam forum musdes. 

d. Pertanggungjawaban 

Terakhir, ialah terkait dengan pertanggungjawaban. Pemerintah 

Desa Sempu sampai saat ini telah melaksanakan pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan desa berkat aplikasi Siskeudes. Meskipun 

Pemerintah Desa Sempu sendiri terkadang belum bisa memberikan 

pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak 

terkait di awal waktu yang telah ditentukan, namun sampai saat ini 

Pemerintah Desa Sempu belum pernah mengalami keterlambatan.  
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti merumuskan saran 

sebagai berikut: 

a. Meskipun tidak terlibat dalam penemuan ide dan modifikasi aplikasi 

Siskeudes, Pemerintah Kabupaten Ponorogo ataupun Desa Sempu 

hendaknya dapat menyampaikan saran kepada BPKP jika ternyata 

aplikasi ini masih memiliki kekurangan agar kualitas aplikasi tersebut 

dapat ditingkatkan. 

b. Pemerintah desa harus mampu menyesuaikan diri dengan model tran-

saksi yang ada dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 meskipun 

dirasa kurang sesuai dengan budaya masyarakat perdesaan agar 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai regulasi yang 

ada. 

c. Terkait minimnya kompetensi perangkat desa terutama bendahara dan 

sekretaris dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, perlu adanya 

program pelatihan secara intensif agar kapasitas perangkat desa dalam 

menguasai IT dapat ditingkatkan sehingga tidak terkesan terlalu 

bergantung pada operator. 

d. Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus segera membangun infrastruktur 

jaringan internet yang lebih baik lagi melalui kerjasama dengan PT. 

Telkom sehingga pelaksanaan Siskeudes menjadi semakin lancar dan 

dapat dioperasikan secara online. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT RISET 

1. Surat Permohonan Penelitian untuk Pemerintah Desa Sempu 



 



2. Surat Permohonan Riset untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Ponorogo 

 

 

 



3. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bankesbangpol Kabupaten Ponorogo 



4. Surat Rekomendasi Penelitian dari Desa Sempu 



5. Surat Keterangan Penelitian dari Desa Sempu 



6. Surat Rekomendasi Penelitian  dari Kecamatan Ngebel 



 

7. Surat Keterangan Penelitian dari Kecamatan Ngebel 



LAMPIRAN 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

NO FOKUS PERTANYAAN INFORMAN 

1 Proses inovasi 

dalam Siskeudes: 

a. Penemuan 

ide 

1) Identifikasi 

masalah 

 

2) Pengumpul-

an informasi 

 

 

3) Interpretasi 

 

 

4) Pernyataan 

sikap organi-

sasi terhadap 

temuan ide 

 

 

b. Adopsi 

1) Sosialisasi 

 

 

2) Modifikasi 

 

 

 

 

c. Implementasi 

1) Pengumpul-

an sumberdaya 

 

 

2) Penempatan 

personel 

 

3) Pelatihan 

dan pendampi-

ngan 

 

 

 

 

1. Apa permasalahan yang 

melatarbelakangi munculnya 

Siskedes?  

2. Bagaimana proses 

pengumpulan informasi 

sebelum mengembangkan 

Siskeudes lebih lanjut? 

3. Bagaimana interpretasi 

terhadap temuan ide 

tersebut? 

4. Bagaimana pernyataan sikap 

BPKP dan pemerintah pusat 

mengenai temuan aplikasi 

ini? 

 

 

 

1. Bagaimana proses sosialisasi 

aplikasi Siskeudes ke desa-

desa? 

2. Apakah dalam 

pengadopsiannya, aplikasi 

Siskeudes mengalami 

modifikasi? 

 

 

1. Bagaimana proses pengum-

pulan sumber daya pada 

tahap implementasi 

Siskeudes? 

2. Bagaimana penempatan 

personel dalam penerapan 

aplikasi Siskeudes? 

3. Apakah ada proses pelatihan 

dan pendampingan terhadap 

pemerintah desa? jika ada 

 

1. Kepala Seksi 

Keuangan dan 

Aset Desa Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa Kabupaten 

Ponorogo 



 

4) Monitoring 

dan evaluasi 

 

 

5) Faktor 

pendukung 

 

6) Faktor 

penghambat 

bagaimana prosesnya? 

4. Bagaimana proses 

monitoring dan evaluasi 

dalam pelaksanaan 

Siskeudes ini? 

5. Apa saja faktor pendukung 

dalam pelaksanaan 

Siskeudes? 

6. Apakah ada faktor yang 

menghambat pelaksanaan 

Siskeudes? Jika ada, apa 

saja? 

 

2 Tahapan 

Siskeudes dalam 

mewujudkan 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan desa di 

Desa Sempu 

Kecamatan 

Ngebel 

Kabupaten 

Ponorogo: 

 

a. Perencanaan 

keuangan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Penganggaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Apa itu Siskeudes? 

2. Bagaimana kesan awal 

terhadap aplikasi Siskeudes? 

3. Bagaimana gambaran 

kondisi sebelum dan sesudah 

penerapan Siskeudes? 

 

 

 

 

 

 

1. Dalam perencanaan 

keuangan desa, bagaimana 

proses penyusunan RPJM 

Desa serta RKP Desa? 

2. Bagaimana peran BPD dan 

masyarakat dalam 

perencanaan keuangan desa? 

3. Bagaimana penginputan data 

RPJM Desa dan RKP desa 

ke dalam aplikasi Siskeudes? 

 

1. Bagaimana proses 

penganggaran keuangan desa 

(penyusunan APB Desa)? 

2. Bagaimana peran sekretraris 

desa dalam penyusunan 

raperdes APB Desa? 

3. Bagaimana peran BPD 

dalam penyusunan APB 

Desa? 

Perangkat Desa 

Sempu: 

1. Kepala Desa 

Sempu 

2. Sekretaris 

Desa Sempu 

3. Bendahara 

Desa Sempu 

4. Operator 

Siskeudes 

Desa Sempu 



 

 

 

 

c. Pelaksanaan 

penerimaan 

dan 

pengeluaran 

desa  

 

 

 

 

 

 

 

d. Penatausahaan 

 

 

 

 

 

 

 

e. Pelaporan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Pertanggungj

awaban  

4. Bagaimana penginputan data 

APB Desa ke dalam aplikasi 

Siskeudes? 

 

1. Berkaitan dengan 

penerimaan dan pengeluaran 

desa melalui rekening kas 

desa, bagaimana proses 

penerimaan tersebut dan 

bagaimana mekanisme 

pencatatannya? 

2. Bagaimana penyusunan 

RAB dan bagaimana 

penginputannya ke dalam 

aplikasi Siskeudes? 

 

1. Dalam penatausahaan 

keuangan desa, bagaimana 

proses pencatatan 

penerimaan, belanja dan 

pembiayaan desa 

menggunakan aplikasi 

Siskuedes? 

 

1. Berkaitan dengan pelaporan 

keuangan desa, apa saja 

laporan yang diberikan 

kepada Bupati dan BPD? 

2. Apa tujuan penyampaian 

laporan tersebut? 

3. Apakah laporan-laporan 

tersebut juga diinput ke 

dalam aplikasi Siskeudes? 

 

1. Bagaimana proses 

pertanggungjawaban dan 

realisasi pelaksanaan APB 

Desa kepada Bupati? 

2. Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengelolaan keuangan desa? 

 

2 Pertanyaan 

tambahan untuk 

BPD dan tokoh 

masyarakat 

1. Bagaimana peran BPD 

dalam pengelolaan keuangan 

desa? 

2. Apakah BPD mendapatkan 

BPD dan Tokoh 

Masyarakat 



ruang yang cukup terbuka 

untuk berpartisipasi dalam 

proses pengelolaan keuangan 

desa? 

3. Apa yang Saudara ketahui 

tentang aplikasi Siskeudes? 

4. Menurut Saudara, apakah 

dengan adanya Siskeudes ini 

pengelolaan keuangan desa 

menjadi semakin akuntabel 

dan transparan? 

5. Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengelolaan keuangan desa 

khususnya dalam hal 

perencanaan? 

6. Selama ini, apakah ada 

keluhan tentang pengelolaan 

keuangan desa yang 

dilakukan oleh pemerintah 

Desa Sempu? 

7. Apa saran dan harapan 

Saudara untuk pemerintah 

Desa Sempu dalam 

mengelola keuangan desa? 

 

 



LAMPIRAN 3 

DOKUMEN DESA SEMPU 

1. Perdes APB Desa Sempu Tahun Anggaran 2017 

 





 



 

 



 



 



 



 



 



2. Draf Garis Besar APB Desa Sempu Tahun Anggaran 2018 

  



  



 



3. RPJM Desa Sempu Tahun 2016-2021 

 



4. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Sempu Tahun 2018 

 

 



5. Daftar Hadir Musyawarah Desa Sempu Tahun 2017 

 

 



LAMPIRAN 5 

DATA HASIL OBSERVASI PENELITIAN 

 

Balai Desa Sempu 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 

 
 

Balai Desa dan Kantor Desa Sempu 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 



 

 
Ruangan Kantor Desa Sempu 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 

 

 
Rak Penyimpanan Dokumen dan Arsip Desa Sempu 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 

 



 
Wawawancara Peneliti dengan Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas 

Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Ponorogo 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 

 

 
Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Sempu 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 



 
Wawancara Peneliti dengan Sekretaris dan Bendahara Desa Sempu 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 
 
 
 

 
Operator Siskeudes Desa Sempu saat Menunjukkan Pengoperasian 

Siskeudes kepada Peneliti 

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2018 

 

 

 


